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Kata Pengantar

SEJAK perubahan politik 1998 berhasil menumbangkan rezim
Orde Baru, tuntutan mereformasi sektor keamanan terus
disuarakan. Tuntutan ini bergulir mengingat pada masa
pemerintahan Soeharto institusi keamanan -ABRI- digunakan
sebagai basis untuk mempertahakan struktur kekuasaannya
selama 32 tahun. Pemerintahan era Reformasi kemudian
melakukan rangkaian kebijakan reformis, diantaranya:
menetapkan TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan TAP MPR RI No. VII tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, menerbitkan UU No. 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara, UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Politik
hukum aturan-aturan tersebut kemudian melarang militer

untuk terlibat dalam politik, berbisnis militer, sekaligus
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menginginkan institusi militer menjadi institusi profesional
yang tunduk pada supremasi sipil, mekanisme demokrasi, serta
prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Namun demikian, perubahan yang terjadi sejak 1998 di
sektor keamanan itu masih menyisakan beberapa agenda yang
belum terselesaikan. Salah satu agenda yang belum tuntas
adalah terkait dengan pengaturan tugas operasi militer selain
perang dalam kerangka tugas perbantuan militer kepada
pemerintah khususnya kepolisian yang mana merupakan
mandat dari Tap MPR No. VII Tahun 2000, UU Polri, dan UU
TNTIitu sendiri.

Justru yang muncul adalah berbagai macam aturan yang
mengatur secara parsial tentang tugas perbantuan militer.
Beberapa aturan itu diantaranya, Inpres No. 2 Tahun 2013
tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan
UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Bahkan, pelibatan militer dalam perbantuan kepada
pemerintah juga diatur dalam Memorandum of Understanding
(MoU) antara Panglima TNI dengan berbagai kementerian
dan instansi yang pengaturannya tidak sejalan dengan
demokrasi, prinsip supresmasi sipil, prinsip negara hukum dan
hak asasi manusia.

Selain itu, kekosongan aturan hukum yang spesifik dan
komprehensif tentang tugas perbantuan seringkali tumpang
tindih kerja bahkan menimbulkan konflik antar aktor
keamanan. Mencermati kondisi tersebut di atas, Imparsial
melakukan penelitian terhadap tugas perbantuan militer
dengan harapan dapat memberikan gambaran komprehensif
mengenai praktik tugas perbantuan militer di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini, kami mengucapkan
terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah

membantu kelancaran penelitian ini sehingga penelitian ini
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dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku edisi penyem-
purnaan ini dapat berguna bagi kelanjutan proses reformasi

sektor keamanan di Indonesia. Selamat membaca!

Jakarta, 6 Januari 2020

Al Araf, S.H., M.DM.
Direktur
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BAB 1

PENDAHULUAN

DiNnaMIKA perubahan lingkungan strategis pasca perang di-
ngin membawa pengaruh pada proses restrukturisasi politik
dan keamanan banyak negara di dunia. Derasnya arus gelom-
bang demokratisasi, bergesernya kecenderungan konflik dari
inter-state menjadi intra-state, laju arus globalisasi, kemajuan
teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, pengakuan
universalitas HAM serta kompleksitas ancaman yang berkem-
bang menjadi faktor yang secara langsung maupun tidak lang-
sung membuat banyak negara menata kembali sistem keaman-
annya.

Upaya untuk menata kembali sektor keamanan itu dikenal
dengan agenda reformasi sektor keamanan (RSK). Secara esen-
si, RSK merupakan sebuah praktik program perubahan in-
stitusional dan operasional yang meliputi sektor keamanan
dengan tujuan menciptakan good governance di sektor keaman-
an untuk menyiapkan sebuah lingkungan yang membuat war-

ga negara selalu merasa aman dan nyaman.
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Di Indonesia, proses reformasi sektor keamanan yang
sudah berjalan sejak reformasi politik 1998 telah menghasilkan
berbagai tetapan-tetapan dan capaian-capaian positif di bidang
keamanan guna memperbaiki dan memperkuat sistem ke-
amanan. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan dilevel
regulasi, institusi maupun perubahan peran dan fungsi aktor-
aktor keamanan.

Kehendak rakyat agar negara melakukan reformasi sektor
keamanan, salah satunya terlihat dari pembentukan TAP MPR
No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Struktur-Kelembaga-
an TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang
Pemisahan Peran TNI dan Polri. Sebagian dari mandat rakyat
yang dituangkan dalam Ketetapan MPR tersebut sudah ter-
laksana, yakni adanya pemisahan peran dan struktur TNI
dengan Polri yang selanjutnya pengaturan tentang tugas TNI
dan Polri diatur dalam UU Pertahanan, UU TNI dan UU
Polri.

Namun demikian, perubahan yang terjadi sejak 1998 di
sektor keamanan itu masih menyisakan beberapa agenda yang
belum terselesaikan. Salah satu agenda yang belum tuntas ada-
lah terkait dengan masalah tugas militer dalam operasi militer
selain perang dalam kerangka tugas perbantuan militer kepada
pemerintah.

Secara normatif, keharusan untuk membuat aturan hu-
kum tentang undang-undang tugas perbantuan militer di-
tegaskan dalam TAP MPR No. VII/2000. Pasal 4 TAP MPR
No. VII/2000 menjelaskan tentang tugas perbantuan militer
meliputi: pertama, tugas TNI membantu penyelenggaraan
kegiatan kemanusiaan (civic mission); kedua, tugas TNI mem-
beri bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas
permintaan yang diatur dalam undang-undang; dan ketiga,
tugas TNI membantu secara aktif tugas pemeliharaan per-



PENDAHULUAN

damaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera
PBB.

Selain itu, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNT maupun
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebenarnya juga meman-
datkan kepada pemerintah agar membuat aturan hukum ten-
tang tugas perbantuan. Akan tetapi, sejak kedua peraturan itu
diundangkan, pemerintah hingga kini belum juga membentuk
aturan yang spesifik dan komprehensif tentang tugas perban-
tuan militer tersebut.

Di tengah kekosongan aturan yang spesifik dan kompre-
hensif tentang tugas perbantuan itu, justru muncul beberapa
aturan lain yang mencoba mengatur secara parsial tentang
tugas perbantuan militer. Beberapa aturan itu diantaranya,
Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Ke-
amanan Dalam Negeri dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial. Bahkan, pelibatan militer dalam
perbantuan kepada pemerintah juga diatur dalam Memoran-
dum of Understanding (MoU) antara Panglima TNI dengan
berbagai kementerian dan instansi.

Pengaturan perbantuan militer yang diatur secara parsial
itu telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Secara hu-
kum, sebagian pengaturan perbantuan militer tersebut tidak
selaras dengan undang-undang lain. Misalnya, MoU tentang
pelibatan militer kepada kementerian dan instansi lain yang
tidak didasari keputusan politik negara, jelas bertentangan
dengan UU TNLI. Pasal 7 Ayat (3) UU TNI menegaskan bahwa
untuk menjalankan operasi militer selain perang maka dibu-
tuhkan keputusan politik negara.

Dalam tataran implementasi, kekosongan aturan hukum
yang spesifik dan komprehensif tentang tugas perbantuan ka-
dang kala menimbulkan tumpang tindih kerja bahkan konflik
antar aktor keamanan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana di-
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jelaskan di atas, maka menjadi penting untuk menganalisis
tugas perbantuan militer kepada pemerintah khususnya ke-
polisian. Dalam analisis tugas perbantuan militer, pertanyaan
penelitian yang hendak dijawab adalah “Bagaimana meka-
nisme dan praktik peran internal militer di Indonesia da-
lam konteks tugas perbantuan?” Analisis penelitian ini akan
diuraikan dalam tiga bagian, merujuk pada periodisasi per-
politikan nasional yakni Orde Lama, Orde Baru dan Orde
Reformasi. Pada bagian akhir analisis penelitian ini juga akan
menawarkan bagaimana pengaturan ideal tugas perbantuan
militer di negara demokrasi.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
metode pendekatan historis, studi komparatif dan studi lite-
ratur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gam-
baran komprehensif mengenai permasalahan peran internal
militer dan tugas perbantuan militer di Indonesia. Selain itu
juga penelitian ini mengkaji praktik perbantuan militer di se-
jumlah negara demokrasi lainnya. Selain untuk memperkaya
literatur mengenai tugas perbantuan militer di Indonesia, riset
ini juga bermaksud memberikan pertimbangan kepada pe-
merintah, DPR, dan para pihak terkait dalam merumuskan
aturan tentang tugas perbantuan militer kepada pemerintah.



BAB 2

HUBUNGAN SIPIL-MILITER DAN
NONSEP TUGAS PERBANTUAN MILITER

KEBERADAAN militer pada suatu negara merupakan hal yang
esensial. Militer memiliki tugas (utama) yang sangat penting,
yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal yang
bersifat fisik—biasanya—dalam bentuk peperangan. Namun,
seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, ancaman
yang hadir tidak lagi didominasi oleh ancaman eksternal dan
bersifat fisik semata. Kecenderungan konflik yang bergeser
dari inter-state menjadi intra-state, koneksitas ragam isu, serta
kompleksnya ancaman telah memengaruhi pandangan banyak
negara dalam penataan militer mereka. Pada kondisi-kondisi
tertentu (baca: darurat),' peran militer untuk membantu me-
nyelesaikan persoalan pada keadaan tertentu di luar persoalan
perang dipandang perlu, hal ini dikenal dengan Operasi Militer
Selain Perang (OMSP). Oleh karena itu, banyak negara meng-

1 Kondisi-kondisi tertentu ini akan dibahas lebih jauh secara spesifik pada bagian
berikutnya.
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atur mekanisme tugas perbantuan militer pada tugas-tugas
militer selain perang.

Meski dimaksudkan untuk menjawab tantangan strategis
kekinian, mekanisme tugas perbantuan militer memunculkan
persoalan di berbagai tingkatan. Pertama, konsep dasar ke-
beradaan militer sesungguhnya menempatkan militer hanya
untuk menghadapi peperangan saja (ancaman eksternal). Ke-
terlibatan militer pada persoalan di luar perang tentu dapat
menimbulkan kerancuan bagi alasan keberadaan militer itu
sendiri. Kedua, timbul pula pertanyaan apakah tugas perbantu-
an militer dalam menghadapi persoalan di luar perang adalah
hal tepat, sementara terdapat institusi sipil lainnya yang me-
mang benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal
tertentu? Ketiga munculnya potensi intervensi militer ke ranah
sipil yang mana suatu preseden buruk bagi demokrasi.

Untuk menghindari timbulnya berbagai persoalan terse-
but, pemerintah perlu mengatur mekanisme tugas perbantuan
militer ini dalam suatu kerangka yang tepat, yaitu dengan
mempertimbangkan konsep dasar keberadaan militer, tujuan
tugas perbantuan, dan risiko-risiko yang dapat muncul. Pem-
bahasan pada bagian ini ditujukan untuk memberikan gambar-
an konseptual terkait tugas perbantuan militer yang diharap-
kan mampu memberikan pertimbangan atau guidelines bagi
pengaturan tugas perbantuan militer.

2.1. RELASI SIPIL-MILITER

Penyelenggaraan tugas perbantuan militer yang tepat pada
dasarnya sangat bergantung pada bagaimana relasi sipil-militer
diselenggarakan. Dalam sebuah negara demokrasi penting

untuk memastikan relasi tersebut berjalan secara harmonis
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serta dijalankan dengan memperhatikan kaidah-kaidah de-

mokrasi.

Secara teoritik pola relasi sipil-militer yang berkembang di

dunia sangat bergantung dengan sistem politik yang dianut

oleh suatu pemerintahan. Morris Janowits menjelaskan, ter-

dapat lima pola relasi hubungan sipil-militer di dunia, yakni:

1) Authoritarian personal control; 2) Authoritharian-mass party

control; 3) Democratic competitive; 4) Civil-military coalition;

S) Military oligarchy.

Elliot A. Cohen mengklasifikasikan pola (patterns) hu-

bungan sipil-militer dalam empat model, yaitu:*

1.

The traditional model. Militer dibangun menjadi kelompok
profesional, secara sosial terisolasi, memusatkan perhatian
pada masalah-masalah teknis, dan hanya berorientasi ke-
pada ancaman dari luar.

The “constabulary” model. Pada dasarnya tentara berfungsi
sebagai kekuatan kepolisian di mana para pemimpinnya
lebih bertindak sebagai “managers” daripada “warriors’,
dengan orientasi baik ke luar maupun ke dalam negeri,
dan lebih melihat pada pentingnya ketertiban (order) dari-
pada berperang menghadapi musuh.

The military as reflection of society. Sebuah sistem nasional
di mana militer memainkan peran yang penting dalam
membangun civil society yang dilaksanakan melalui dinas
militer secara luas dengan pendidikan dan indoktrinasi

yang positif (conscious).

2 Bilveer Singh, Civil-Military Relations Revisited (Singapore: Crescent Design Asso-
ciates, 1999), him. 32.

3 Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA di tengah Pusaran
Demokrasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 40.
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4. The guardian military. Sebuah sintesa, di mana militer ber-
fungsi melindungi orde politik dan sosial namun tidak

melibatkan diri dalam politik praktis.

Kategori pertama dalam pola hubungan sipil-militer yang
dikemukakan Cohen memiliki penekanan yang hampir sama
dengan yang dikemukakan oleh Michael C Desh. Menurutnya,
faktor terpenting dalam hubungan sipil militer adalah variabel
struktural berupa ancaman keamanan eksternal dan internal
dan doktrin militer. Desh berpendapat sipil paling mudah
mengontrol militer ketika menghadapi ancaman eksternal, dan
sebaliknya paling sulit jika menghadapi ancaman internal.*
Menurutnya hubungan sipil-militer yang sehat tampaknya
paling banyak dijumpai di negara yang menghadapi ancaman
dari luar yang jelas. Sebaliknya, hubungan sipil-militer yang
paling buruk pada umumnya dijumpai di negara yang mengha-
dapi ancaman internal yang serius.

Sementara itu, Josep S Nye Jr, menilai bahwa iklim yang
sehat dalam menjaga hubungan sipil-militer dalam sistem ne-
gara demokrasi adalah dengan mempraktikan tradisi-tradisi
liberal. Pertama, angkatan bersenjata harus tunduk kepada
peraturan hukum dan wajib menghormati kewenangan sipil;
kedua, angkatan bersenjata tidak memihak dan tetap berada di
atas semua kepentingan politik; ketiga, pihak sipil harus meng-
akui bahwa angkatan bersenjata merupakan alat yang sah dari
negara demokrasi; keempat, pihak sipil memberi dana dan
penghargaan yang layak kepada militer untuk mengembang-
kan peran dan misi militer; kelima, pihak sipil harus belajar

4 Michael C. Desch, Politisi vs Jenderal: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang
Bergeser (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), him. 9.
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mengenai isu-isu pertahanan dan budaya militer.®

Secara umum, pembahasan hubungan sipil-militer di da-
lam berbagai negara-negara demokrasi biasanya menganut pola
hubungan sipil-militer yang menempatkan supremasi sipil ter-
hadap militer. Dan sebaliknya, di dalam rezim otoritarian, pola
hubungan sipil-militer memiliki derajat perbedaan yang berva-
riasi dengan penekanan peranan militer lebih dominan.’

Dalam rezim otoritarian dengan bentuk kediktatoran per-
sonal, penguasa melakukan apa saja untuk memastikan bahwa
militer disusupi dan dikontrol oleh kaki tangan dan kroni-kro-
ninya, yang memecah belah dan bekerja untuk menjaga ceng-
keraman kekuasaan diktator. Dalam bentuk rezim militer, ti-
dak ada kontrol sipil dan pemimpin serta organisasi militer
melakukan fungsi yang luas dan bervariasi yang jauh dari misi
militer yang normal. Dalam pemerintahan satu partai, hubung-
an sipil-militer tidak begitu berantakan, tetapi militer dipan-
dang sebagai instrumen dari partai, pejabat militer harus me-
rupakan anggota partai, komisaris politik dan unsur-unsur par-
tai paralel dengan rangkaian komando militer, dan loyalitas
tertingginya lebih diutamakan kepada partai daripada kepada
negara./

Felipe Aguero mendefinisikan supremasi sipil sebagai ke-
mampuan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis
untuk melakukan kebijakan umum tanpa intervensi dari mi-

liter, untuk menentukan tujuan dan penataan umum pertahan-

5 Joseph S. Nye Jr, “Epilog: Tradisi Liberal,” dalam Larry Diamond dan Marc F.
Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, trans. Tri Wibowo Budi
Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 236-242.

6 Arif Yulianto, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca ORBA di tengah Pusaran
Demokrasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 39.

7 Samuel P. Huntington, “Mereformasi Hubungan Sipil-Militer,” dalam Larry Diamond
dan Marc F. Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, trans. Tri
Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 4.
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an nasional, untuk merumuskan dan melakukan kebijakan
pertahanan, dan untuk memantau implementasi kebijakan mi-
liter.® Secara esensi, prinsip supremasi sipil itu mengandung
makna adanya kekuasaan sipil mengendalikan militer melalui
pejabat sipil yang dipilih oleh rakyat. Prinsip ini mensyaratkan
agar militer tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang telah
terpilih secara demokratis. Pengendalian oleh otoritas sipil me-
mungkinkan suatu bangsa mengembangkan nilai-nilai, lemba-
ga-lembaga, dan praktik-praktik yang berdasar atas kehendak
rakyat banyak dan bukan atas keinginan para pemimpin mi-
liter. Konsep supremasi sipil biasa diterapkan di negara-negara
liberal demokratik dan konsep tersebut adalah lawan dari su-
premasi militer dan lawan dari sistem politik otoritarian.’

Selain istilah supremasi sipil (civilian supremacy), dikenal
pula istilah kontrol sipil (civilian control). Hakikatnya, kedua
istilah ini bermakna institusi militer berada dibawah subordi-
nasi otoritas sipil, namun kedua istilah ini sejatinya mengan-
dung derajat makna yang berbeda. Menurut Muthiah Alagappa
istilah supremasi sipil mengandung makna yang lebih kuat dari
kontrol sipil dan menjelaskan level gradasi hubungan sipil de-
ngan militer.'” Meskipun demikian, penggunaan kedua istilah
ini seringkali digunakan secara bergantian.

Kontrol sipil (baca: pengendalian sipil) menurut Calude
E. Welch berkaitan dengan penetapan batasan-batasan pada
anggota angkatan bersenjata dan militer sebagai sebuah instan-
si dimana keduanya menerima bidang tanggung jawab yang

8 Felipe Aguero, Soldiers, Civilians, and Democracy: Post-Franco Spain in Comparative
Perspective (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995), him.19.

9 Al Araf dan Rusdi Marpaung, Menuju TNI Profesional: Tidak Berbisnis dan Tidak Ber-
politik (Jakarta: Imparsial, 2005), him. 8.

10 Muthiah Alagappa, Military Professionalism in Asia: Conceptual and Empirical Per-
spectives (Hawai: East-West Center 2001), him. 6.
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digariskan pemerintah." Menurut Samuel P Huntington, pe-
ngendalian sipil terhadap militer meliputi dua cara yakni:
1) pengendalian sipil subyektif (subjective civilian control),
2) pengendalian sipil objektif (objective civilian control).'* Pe-
ngendalian sipil secara subyektif adalah pengendalian sipil ter-
hadap militer dengan cara meminimalkan kekuasaan militer
dan memaksimalkan kekuasaan sipil dalam hubungannya de-
ngan militer. Cara ini, menurut Huntington, dapat menimbul-
kan hubungan sipil-militer kurang sehat karena merujuk pada
upaya untuk mengontrol militer dengan mempolitisasi mereka
dan membuat mereka lebih dekat ke sipil (civilianizing the mili-
tary). Sedangkan pengendalian sipil obyektif adalah pengenda-
lian sipil terhadap militer dengan cara memperbesar profesio-
nalisme kaum militer, sedangkan kekuasaannya akan dimi-
nimalkan, namun sama sekali tidak melenyapkan kekuasaan
militer, melainkan tetap menyediakan kekuasaan terbatas ter-
tentu yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Cara
ini oleh Huntington dianggap yang paling mungkin meng-
hasilkan hubungan sipil-militer yang sehat.

Lebih lanjut, Huntington menyatakan bahwa objective ci-
vilian control mengandung makna: pertama, profesionalisme
militer yang tinggi dan pengakuan dari pemimpin militer akan
batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka; ke-
dua, subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin
politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar
negeri dan militer; ketiga pengakuan dan persetujuan dari
pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional

dan otonomi bagi militer; keempat, akibatnya minimalisasi in-

11 Claude E. Welch, Civilian Control of The Military: Theory and Cases from Developing
Countries (Albany: State University of New York Press, 1976), him. 1-3.

12 Samuel P. Huntington, Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil
(Jakarta: Grasindo, 2003), him. 87-90.

11



12

PERAN INTERNAL MILITER: PROBLEM TUGAS PERBANTUAN TNI

tervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi poli-
tik dalam militer.”> Minimalisasi intervensi politik dalam poli-
tik penting untuk memastikan militer tidak berpihak pada
faksi politik tertentu (baca: depolitisasi militer) dan hanya
melayani kepentingan demokratis negara, hal ini membawa
kita pada diskursus democratic civilian control. Dalam negara-
negara otoritarian seperti Republik rakyat Tiongkok dan Uni
Soviet dimana pengendalian militer berada pada otoritas sipil,
otoritas sipil masuk jauh mengintervensi ke dalam urusan-
urusan internal militer. Hal ini menyebabkan militer ditarik
masuk hingga ke politik dan tak jarang pimpinan militer dan
anggotanya diwajibkan menjadi anggota partai politik tertentu.
Politisasi militer ini menyebabkan tidak jelasnya batas antara
urusan-urusan sipil dan urusan pertahanan yang bertentangan
dengan prinsip demokrasi.

Dalam democratic civilian control, pengendalian atas insti-
tusi militer dilaksanakan oleh pemerintahan sipil demokratis
terpilih yang bebas dari intervensi militer dimana militer tetap
diberikan kekuasaan untuk mengurus internal institusinya.
Militer memiliki otonomi internal yang dituntun oleh sebuah
norma profesionalisme—termasuk subordinasi terhadap otori-
tas pemerintahan yang sah—dan sikap apolitis (non interven-
si) terhadap urusan-urusan sipil pemerintah.'* Selain itu pen-
ting untuk memastikan kekuasaan untuk mengurus internal
militer ini tetap berjalan professional dan sesuai dengan demo-
krasi. Dalam hal ini Trinkunas berpendapat bahwa komponen
esensial dari democratic civilian control mengandung dua di-
mensi, yakni pengawasan atas aktivitas militer oleh lembaga

13 Diamond dan Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, hlm. 4.
14 Harold A Trinkunas, Ensuring Democratik Civilian Control of the Armed Forces in Asia
(Honolulu: East-West Centre, 1999), him. 4-6.
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sipil pemerintah yang dikombinasikan dengan profesionalisme
militer. Dengan kata lain civilian control hanya akan terjadi apa-
bila politisi dan birokrat dapat menentukan kebijakan perta-
hanan dan mengesahkan (atau tidak mengesahkan) aktivitas
militer melalui lembaga sipil mengurusi kebijakan pertahanan
semisal kementerian pertahanan.'®

Namun demikian, Larry Diamond dan Marc F Plattner
menekankan bahwa supremasi sipil memerlukan lebih dari
sekadar delapan upaya pengendalian pejabat-pejabat sipil ter-
hadap militer guna meminimalisasi intervensi militer dalam
politik. Dalam hal ini, juga perlu menciptakan keunggulan
otoritas sipil yang terpilih (baik itu eksekutif maupun legisla-
tif) di semua bidang politik, termasuk perumusan dan imple-
mentasi dari kebijakan pertahanan nasional. Jadi kepala peme-
rintahan, melalui otoritas menteri pertahanan dari kalangan
pemimpin sipil, harus mempunyai kemampuan untuk menen-
tukan anggaran, prioritas dan strategi pertahanan, penambah-
an peralatan, dan kurikulum serta doktrin militer; dan anggota
dewan nasional paling tidak harus memiliki kapasitas untuk
meninjau ulang kebijakan ini dan memonitor implementasi-
nya.'s

Pada dasarnya realisasi prinsip supremasi sipil adalah lan-
jutan dan keharusan dari diterapkannya demokrasi sebagai
suatu sistem politik. Atas dasar itu, prinsip supremasi sipil ti-
dak mengakui adanya monopoli penggunaan alat kekerasan
negara di tangan sebuah lembaga, individu, atau partai politik.
Prinsip supremasi sipil mensyaratkan perlunya pengaturan me-
kanisme penggunaan kekerasan bersenjata melalui prosedur

15 Ibid.
16 Diamond dan Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2001), him. 1.
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pengambilan keputusan yang baku serta menempatkan otori-
tas sipil demokratik sebagai pemegang mandat utamanya. Prin-
sip supremasi sipil mengharuskan setiap negara demokratis
untuk menciptakan suatu sistem ketatanegaraan yang tidak
memungkinkan aktor militer untuk mengambil inisiatif tin-
dakan represif tanpa adanya persetujuan institusi sipil demo-
kratik terlebih dahulu."”

Dengan demikian, adalah penting di dalam bingkai ne-
gara demokrasi mengharuskan adanya penerapan prinsip su-
premasi sipil, penggunaan kekuatan bersenjata harus mengacu
kepada doktrin ius ad bellum (just war)." Prinsip itu meliputi:
a) penggunaan kekuatan bersenjata merupakan alternatif ter-
akhir; b) pilihan penggunaan kekuatan bersenjata dilakukan
oleh otoritas sipil yang demokratis; ¢) penggunaan kekuatan
bersenjata dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan
pertahanan negara; d) penggunaan kekuatan bersenjata di-
arahkan untuk memulihkan kembali kondisi damai; e) meng-
implementasikan prinsip diskriminasi (membedakan combat-
ant dan non-combatant) dalam penggunaan kekuatan bersenja-
ta; f) mengimplementasikan prinsip proporsionalitas (ada ra-
sionalitas pengerahan pasukan dan dampak yang ditimbulkan)
dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Lebih lanjut, dalam
kerangka implementasi prinsip supremasi sipil dan dalam upa-
ya meletakkan lembaga-lembaga keamanan berada dalam sis-
tem pemerintahan yang demokratis, Bob Sugeng menilai ada 3
ciri khusus yang mencakup di dalamnya yakni :'*

17 Araf dan Marpaung, Menuju TNI Profesional: Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik (Ja-
karta: Imparsial 2005), him. 9.

18 Andi Widjayanto (ed), Reformasi Sektor Keamanan (Jakarta: Propatria, 2003), him.
107.

19 Bob Sugeng Hadiwinata (ed), Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dari Pengawasan
Intelijen (Jakarta: DCAF, 2007), him. 11.
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Komando sipil eksekutif (executive civilian command)
Dalam rangka penerapan prinsip supremasi sipil, maka
komando tertinggi angkatan bersenjata suatu negara seha-
rusnya berada di tangan seorang pemimpin eksekutif,
dengan asumsi bahwa administrasi pemerintahan dipe-
gang oleh kalangan sipil. Sekalipun seorang mantan ang-
gota militer dapat menjadi pemimpin eksekutif (presiden
atau perdana menteri), tetapi kedudukannya sebagai pe-
mimpin eksekutif dalam kapasitas sebagai warga sipil.
Konsekuensinya, penunjukkan pejabat-pejabat tinggi mi-
liter pun seharusnya merupakan hak prerogratif seorang
pemimpin eksekutif.

Pengawasan oleh badan legislatif (legislatif oversight) Se-
bagai salah satu unsur pemerintah, lembaga keamanan
haruslah bertanggung jawab kepada lembaga legislatif
(parlemen) untuk setiap perbuatannya (operasi keaman-
an, penganggaran, pengelolaan informasi dll). Dalam hal
penganggaran, sebagaimana disepakati oleh IMF (Inter-
national Monetary Fund) pada tahun 1998, bahwa dalam
rangka transparansi anggaran, maka segala kegiatan pe-
merintah yang menggunakan dana publik—termasuk
sektor keamanan—harus dipertanggungjawabkan di de-
pan badan legislatif dan badan audit nasional.
Keterlibatan publik (public involvement) Publik—dalam
hal ini media massa dan masyarakat sipil—harus dilibat-
kan dalam pengontrolan segala tindakan lembaga ke-
amanan, terutama dalam hal pengontrolan integritas dan
kepatuhan terhadap hukum lembaga-lembaga tersebut.
Dengan demikian publik berhak mendapat akses terhadap
informasi sepanjang dapat diungkapkan secara terbuka
dalam rangka untuk menjalankan fungsi pengontrolan

terhadap lembaga keamanan.
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Berangkat dari pemikiran-pemikiran tentang hubungan
sipil-militer dan prinsip supremasi sipil sebagaimana dijelaskan
di atas, maka penyelenggaraan tugas perbantuan militer pen-
ting untuk dipastikan dilakukan secara proporsional dan pro-
fesional. Tugas perbantuan militer harus didasarkan pada kon-
trol otoritas politik sipil (Objective Civilian Control) dan di-
jauhkan pada kegiatan yang memungkinkan keterlibatan mi-
liter dalam politik praktis yang menyeret militer keluar dari
reason de etere-nya. Perbantuan militer yang tidak dikontrol
oleh otoritas politik sipil dan tidak dilakukan secara propor-
sional dan berlebihan akan berdampak bagi pemerintahan sipil
dan militer itu sendiri. Karena itu, otoritas politik harus memi-
liki keberanian dan ketegasan untuk mengontrol militer/ang-
katan bersejata demi mewujudkan supremasi sipil sesuai de-
ngan undang-undang, tanpa dilatari maksud untuk memper-
alat militer untuk kepentingan politik kelompok atau motif
politik tertentu.

2.2. PERKEMBANGAN
DISKURSUS PERAN MILITER

Secara tradisional, militer memiliki tugas untuk menjaga ke-
amanan negara dari ancaman eksternal. Hal ini tampak ber-
jalan “natural” hingga masa Perang Dingin. Suasana Perang
Dingin yang diliputi arms race mendorong militer di banyak
negara untuk mengantisipasi kemungkinan konflik antar ne-
gara/aliansi. Negara-negara berlomba-lomba memperkuat ang-
katan bersenjatanya dengan tujuan menciptakan deterrence
effect terhadap musuh-musuhnya. Dengan demikian, peran mi-
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liter benar-benar terfokus untuk menghadapi ancaman ekster-
nal.*

Dalam pandangan realisme, lingkungan internasional
yang bersifat anarki menyebabkan setiap negara dituntut un-
tuk bersandar pada kekuatannya masing-masing. Dalam hal
ini, Morgenthau menyatakan bahwa militer adalah ultima ratio
of state power. Keberadaan militer suatu negara ditujukan un-
tuk menghadapi ancaman eksternal dan sebagai instrumen ke-
kerasan (coercive tool) untuk menjaga kepentingan nasional di
luar negeri. Interpretasi ini kemudian berkembang menjadi
functional imperative dari militer, suatu pemahaman mendasar
mengenai militer/angkatan bersenjata, dan keunikan institusi
mereka.”!

Berakhirnya perang dingin dipercaya membentuk pema-
haman baru mengenai ancaman. Barry Buzan mengungkapkan
berakhirnya perang dingin telah mengalihkan perhatian ne-
gara tidak lagi menjadi terpusat pada isu keamanan politik mi-
liter yang telah mendominasi selama lebih dari 40 tahun.>

Perubahan pada lingkungan strategis internasional me-
nyebabkan berubahnya defence review (pembacaan lingkungan
strategis) tiap-tiap negara. Banyak negara tidak lagi meman-
dang bagaimana memenangkan suatu peperangan, namun

lebih kepada bagaimana menjaga perdamaian dunia.*® Hal ini

20 Adapun peran-peran militer di luar peperangan seperti upaya nation building sudah
terjadi. Namun, hal ini tidak dipandang signifikan karena gejolak ancaman ekster-
nal yang begitu dahsyat pada masa Perang Dingin. Albrecht Schnabel dan Marc
Krupanski, “Evolving Internal Roles of the Armed Forces: Lesson for Building Part-
ner Capacity,” PRISM 4, no. 4 (2014), him. 120-121.

21 Timothy Edmunds, “What Are Armed Forces For? The Changing Nature of Military
Roles in Europe, International Affairs,’ International Affairs 82, no. 6 (November,
2006), hlm. 1059-1060.

22 Barry Buzan, “Rethinking Security after the Cold War" (Cooperation and Conflict 32,
no. 1,1997), him. 6-9.

23 James R. Ayers, Military Operation Other Than War In the New World Order: An Anal-
ysis of Joint Doctrine for The Coming Era, Graduate Research Paper on Air Force
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berimplikasi pada penataan (baca: perluasan) kekuatan militer
di suatu negara. Kekuatan militer yang ditujukan untuk menja-
ga perdamaian dunia kemudian diterjemahkan sebagai peng-
gunaan kekuatan militer untuk menghadapi kondisi-kondisi
krisis atau kondisi tertentu yang telah ditetapkan dalam rangka
mencegah terjadinya konflik.

Dengan kata lain, perang dingin telah melebarkan persep-
si negara mengenai ancaman dan kerawanan yang multi sek-
toral, mencakup isu militer dan non militer. Menurut Richard
Ulman, keamanan didefinisikan dan ditentukan oleh ancaman
yang dihadapi.’* Oleh karena itu, problem keamanan nasional
yang berasal dari non militer akan terus meningkat dan sulit
untuk diselesaikan. Negara diprediksi akan menghadapi ba-
haya apabila mengabaikan problem dari sektor non militer.

Greener-Barcham menambahkan berakhirnya perang di-
ngin telah menggeser interpretasi lingkungan strategis hingga
pada tingkat yang tidak terjadi sebelumnya (unprecedented de-
gree).” Dalam konteks ini, Benjamin Miller mengelompokkan
beberapa perluasan konsepsi ancaman pasca perang dingin.
Pertama, isu sumber ancaman (origin of threats) yang pada
awalnya didominasi persaingan antar negara, kini mencakup
sektor domestik, lintas batas hingga negara versus warga ne-
gara. Kedua, isu sifat ancaman (nature of threats), jika pada
awalnya mengenai kapabilitas militer maka usai perang dingin
mencakup sektor ekonomi, imigrasi, politik domestik, penya-

Institute of Technology (Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996), him.10. Pen-
ting untuk dipahami, bahwa pemahaman terkait OMSP ini merupakan evolusi dari
definisi Low Intensity Conflict (LIC) dalam doktrin militer AS yang pertama kali di-
gunakan pada pemerintahan Ronald Reagan. LIC sendiri didefinisikan sebagai “po-
litical-military confrontation between contending states or groups below conventional
war and above the routine, peaceful competition among states”.

24 Richard H. Ullman, “Redefining Security,” International Security 8, no. 1 (1983), him.
133.

25 Barcham, Crossing the Green or Blue Line? (Londong: Routledge, 2007), him. 95.
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kit, dan lingkungan. Ketiga, respon terhadap ancaman (the re-
sponses), mulai dari aliansi militer hingga urusan demokratisasi
dan pasar global. Keempat, isu tanggung jawab penyedia ke-
amanan (the responsibility for providing security), bila pada awal-
nya didominasi negara maka usai perang dingin membuka opsi
pelibatan institusi internasional dan intervensi multilateral
dalam penyediaan rasa aman. Terakhir, isu nilai utama (core
values), jika pada awalnya adalah seputar kemerdekaan, integri-
tas teritorial, kedaulatan maka pasca perang dingin memuncul-
kan beberapa konsepsi baru seperti HAM, kesejahteraan eko-
nomi dan proteksi lingkungan.?® Dengan kata lain, topik ke-
amanan tidak lagi hanya berada dalam tataran state security,
tetapi juga mencakup hingga human security.”’

Perubahan ancaman yang dihadapi negara pasca perang
dingin berdampak pada gelaran operasi militer. Kondisi ini
mengafirmasi pendapat Zoltan yang menggarisbawahi dua
karakter dalam operasi militer modern yakni non-linier dan
kontekstual.”® Egnel menambahkan, pasca perang dingin, mo-
del operasi militer yang ditujukan membangun stabilitas poli-
tik, demokratisasi, pembangunan ekonomi dan menghargai
HAM akan lebih banyak dilakukan.” Dengan kata lain, peran

26 Miller, “The Concept of Security,” Journal of Strategic Studies vol. 24, (2001), hlm.
18-23.

27 Ancaman nir militer sebagaimana yang dinyatakan Barry Buzan dapat berupa an-
caman terhadap keamanan politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sementara,
tingkatan ancaman bisa berasal dari tingkatan global, internasional, regional, na-
sional, kelompok dan individu. Al Araf, Preserving the Balance between Security and
Liberty in Creating Policies for Tackling Terrorism (Jerman: Federal Republic of Ger-
many Foreign Office dan IRU, 2008). Lihat juga Barry Buzan, People, States and Fear:
an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War (Boulder: Lynne
Rienner Publisher, 1991).

28 Jobbagy Zoltan, "On the genetics of military operations: a powerful metaphor”
AARMS 13, no. 2 (2014), him. 347.

29 Robert Egnell, “Between Reluctance and Necessity: the Utility of Military Force in
Humanitarian and Development Operations,” Small Wars and Insurgencies 19, no. 3
(September 2008), him. 397.
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Bagan 2.1. Kecenderungan Peran Militer Pasca Perang Dingin dan Implikasinya

LINGSTRA PERANG DINGIN

¢ Paradigma Realisme / Konsep keamanan tradisional
¢ Nuansa Arms Race, inter-state conflict

PERSEPSI DOMINAN
Memenangi peperangan,
demi eksistensi.

Fokus militer

.} .;4 menghadapi ancaman
fisik eksternal

LINGSTRA PASCA PERANG DINGIN

¢ Perluasan Konsep Keamanan
e Kompleksitas Ancaman
* Kecenderungan intra-state conflict

—

PERSEPSI DOMINAN \\'
Menjaga perdamaian dunia, < r 8 \I

menghindari peperangan.

Perluasan tugas militer
selain peperangan

Tantangan Apakah militer institusi  Membuka ruang
terhadap military yang tepat menghadapi  intervensi militer
functional tantangan di luar ke ranah sipil?
imperatives? perang?

Sumber: Data olahan Imparsial
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militer telah disesuaikan dengan beberapa tugas baru seperti
penggunaan untuk kegiatan kemanusiaan dan pembangunan.

Awalnya, pemikiran tradisionalis** memisahkan tegas tu-
gas tentara dan polisi. Baik militer maupun kepolisian merupa-
kan alat negara yang memonopoli penggunaan kekerasan se-
cara sah dan legal.* Militer ditempatkan sebagai alat negara
yang difokuskan untuk menghadapi kekuatan eksternal. Se-
dangkan kepolisian menjadi alat negara yang terkait dengan
penyiptaan ketertiban sipil (civic order). Dengan kata lain, ke-
polisian merupakan organisasi yang dibentuk untuk memeli-
hara ketertiban publik.

Selain itu, ada beberapa perbedaan mendasar antara mi-
liter dan kepolisian. Pertama, dari sisi kultur, organisasi militer
sangat menjunjung tinggi hirarki komando vertikal sehingga
perdebatan antar prajurit yang berbeda pangkat dapat dimini-
malisir. Lain halnya dengan kepolisian. Perdebatan antar per-
sonel memungkinkan terjadi mengingat level otonomi indivi-
du cukup tinggi sehingga perdebatan saat menjalankan tugas
menjadi terbuka. Kedua, dari sisi tujuan utama, militer memili-
ki tujuan utama yaitu mengalahkan musuh. Sedangkan tujuan
utama polisi adalah menegakkan hukum dan memelihara ke-
tertiban publik. Diferensiasi tugas secara tradisional ini meng-
garisbawahi adanya perbedaan kebutuhan masing-masing in-
stitusi baik dari sisi kemampuan, keahlian, pengetahuan, pa-
yung hukum, hak diskresi, prinsip operasional dan struktur

30 Pemikiran tradisional ini umumnya merujuk pada konsepsi realis. Benjamin Miller
menggunakan istilah lain yakni ‘minimalis’ untuk menggambarkan pemikiran tra-
disionalis. Baca Benjamin Miller, “The Concept of Security: Should it be Redefined?”
Journal of Strategic Studies 24, no. 2 (2001), him. 13-42.

31 Barcham, “Crossing the Green or Blue Line?” (London: Routledge, 2007), him. 92—
93.
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komando serta cara penggunaan kekerasan (the use of coercive
force).?*

Sekalipun perhatian negara terhadap operasi perang pada
pasca perang dingin terus menurun, militer tetap dihadapkan
pada tugas baru yakni melakukan operasi militer selain perang
(OMSP). Jenis operasi ini memiliki karakteristik yang berbeda
dengan operasi perang. Menurut Marina Nuciari, OMSP me-
miliki banyak variasi misi dan level risiko lebih rendah jika
dibandingkan dengan operasi perang.’> Meski demikian, ada
beberapa problem yang juga melingkupi OMSP seperti kera-
gaman misi yang tinggi mulai dari penjaga perdamaian hingga
penyedia bantuan kemanusiaan dan kontrol atas ketertiban
publik (public order control); tingkat ketidakpastian operasi
yang tinggi (uncertainty) yang mencakup efektivitas dan ke-
luaran dari misi operasi; dan keterlibatan aktor di luar militer
dalam operasi militer selain perang seperti sipil dan media
yang pada level tertentu dapat menimbulkan berbagai kesulit-
an dalam pelaksanaan misi operasi.

Secara konsepsi, sulit untuk menemukan pemahaman
tunggal mengenai tugas OMSP, Namun, secara sederhana
OMSP dapat dipahami sebagai military operation other than
war atau jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar kon-
teks peperangan dan ditujukan untuk menjaga perdamaian
dunia atau mencegah peperangan.** Jenis OMSP dapat berva-

32 lbid.

33 Marina Nuciari, "Coping with Diversity: Military and Civilian Actors in MOOTW,” Inter-
national Review of Sociology 17, no. 1 (March 2007), him. 25.

34 James R. Ayers, Military Operation Other Than War In the New World Order: An Ana-
lysis of Joint Doctrine for The Coming Era, Graduate Research Paper on Air Force
Institute of Technology (Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996), him. 10.
Penting untuk dipahami, bahwa pemahaman terkait OMSP ini merupakan evolusi
dari definisi Low Intensity Conflict (LIC) dalam doktrin militer AS yang pertama kali
digunakan pada pemerintahan Ronald Reagan. LIC sendiri didefinisikan sebagai
“political-military confrontation between contending states or groups below conven-
tional war and above the routine, peaceful competition among states”.
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riasi antar negara, tergantung pada aspek historis, sistem poli-
tik, serta kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan pada
masing-masing negara. Jenis operasi tersebut dapat berupa misi
kemanusiaan, penanganan bencana alam, mengatasi gerakan
bersenjata, hingga berbagai misi sipil yang diatur secara ketat
dalam legislasi masing-masing negara.

Hakikat OMSP dan Operasi Militer Perang (OMP) meru-
pakan pembagian atas peran militer berdasarkan misi yang
dilaksanakan. Pembagian peran militer semacam ini bukanlah
satu-satunya. Terdapat beberapa terminologi lain yang juga
menjelaskan “OMP vs OMSP”, seperti military vs non-military
role yang membagi atas dasar subjek utama (leading role); dan
traditional vs non-traditional military role yang membagi atas
dasar spektrum ancaman.®

OMSP secara umum dapat dibagi atas dasar peran ekster-
nal militer (mengacu kepada operasi yang dilaksanakan di luar
negeri), seperti operasi perdamaian; dan peran internal militer
(mengacu kepada operasi yang dilaksanakan di dalam negeri)
yang biasanya diasumsikan di luar jurisdiksi, tujuan ataupun
konstruksi dari militer itu sendiri. Peran internal militer ini
dapat bervariasi antar negara, namun secara umum dapat dike-
lompokkan menjadi tugas-tugas terkait dengan penegakan
hukum, kebencanaan, lingkungan, dan bantuan terhadap ma-
syarakat.*

Terlepas dari perdebatan penggunaan terminologi, Sa-
muel Huntington (1993) menyatakan bahwa tujuan keber-

35 Tidak terdapat perbedaan menonjol antara satu istilah dengan lainnya, namun
penting untuk dicermati bahwa pada dasarnya traditional vs non traditional role
memiliki makna yang lebih luas dan umum daripada military and non-military role;
begitu pula military and non-military role bermakna lebih luas daripada OMP dan
OMSP.

36 Albrecht Schnabel and Marc Krupanski, “Evolving Internal Roles of the Armed For-
ces,” hlm. 124.
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adaan militer di berbagai negara adalah untuk melawan musuh
dalam peperangan. Hal ini merupakan raison d’étre atau prin-
sip utama dari peran militer. Oleh karenanya, militer direkrut,
diatur, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan
perang. Keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan atau-
pun berbagai bentuk kegiatan sipil dapat saja dilakukan, na-
mun bukan berarti militer dipersiapkan, diatur atau dilatih
untuk kepentingan-kepentingan di luar perang. Secara funda-
mental, peran militer bersifat anti-kemanusiaan (anti-humani-
tarianism): tujuan utama militer adalah untuk membunuh.*’

Pada konteks itu, OMSP menjadi ambigu. Satu-satunya
justifikasi terhadap pelaksanaan OMSP yang diakui oleh Hun-
tington bukanlah berdasarkan tataran teoritis, melainkan atas
dasar kepentingan praktis yang bersandar pada kemampuan
dan kapasitas organisasi yang tanggap dan cepat dalam meng-
hadapi berbagai situasi krisis atau darurat.*®

Perlu diwaspadai bahwa OMSP ini dapat bersifat negatif
apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara
kontekstual. Pertama, keterlibatan militer pada operasi-operasi
non perang yang berlebihan dikhawatirkan akan memecah
konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer ter-
hadap pelaksanaan peran utamanya, yaitu menghadapi perang.
Dengan kata lain, jangan sampai OMSP ini melupakan raison
d’étre militer itu sendiri.” Kedua, keterlibatan militer pada ope-
rasi selain perang yang tidak tepat secara kontekstual juga di-
khawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi
militer terhadap ranah sipil, dimana hal ini akan menjadi pre-

37 Samuel P. Huntington, “New Contingencies, Old Roles,” Joint Forces Quarterly, no. 2
(Washington D.C.: the National Defense University, 1993), him. 40-43.

38 Huntington, “New Contingencies, Old Roles,” him. 39.

39 Huntington, “New Contingencies, Old Roles,” him. 39-43.
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seden buruk bagi demokrasi maupun pembangunan profesio-

nalisme.*’

2.3. RESISTENSI TUGAS PERBANTUAN MILITER

Salah satu bentuk dari OMSP adalah tugas perbantuan mi-
liter* pada sipil. Athol Yates dan Anthony Bergin menjelaskan
perbantuan militer dimungkinkan karena institusi pertahanan
memiliki kapabilitas yang tidak dimiliki oleh institusi lain se-
perti kemampuan daya angkut, sumberdaya manusia dengan
kualifikasi tertentu, dukungan logistik dan komunikasi yang
memadai serta memiliki peralatan pendukung yang baik.*
Meskipun perluasan tugas militer melalui tugas perbantu-
an militer ini secara sederhana ditujukan sebagai respon atas
perkembangan lingkungan strategis, hal ini mengandung be-
berapa persoalan serius yang perlu dicermati. Pertama, tugas
perbantuan militer ini memberi tantangan kepada konsep ke-
beradaan militer atau keunikan militer itu sendiri (military
functional imperative). Wilayah tugas selain perang ini kerap
berhimpitan dengan wilayah tugas kepolisian, utamanya dalam
persoalan menjaga keamanan dalam negeri. Pada konteks itu,

40 Dewi Fortuna Anwar, "Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer,” dalam lkrar
Nusa Bhakti, Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transi-
si Demokrasi (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2001), hlm. 42-45.

41 Tugas perbantuan yang dimaksud dalam tulisan ini tidak merujuk pada bantuan
militer baik berupa senjata, peralatan, pelatihan dan personel pada negara lain
(foreign military assistance) dan bukan merupakan bagian dari bantuan luar negeri.
Tugas perbantuan yang dimaksud dalam artikel ini adalah pelibatan militer untuk
misi operasi di dalam negeri. Diskusi teoritik mengenai tugas perbantuan militer
pada negara lain baca WH Mott, United States Military Assistance: An Empirical Per-
spective (Westport, CT: Praeger Publishers, 2002). Diakses melalui http://psi.prae-
ger.com; dan WH Mott, Military Assistance: An Operational Perspective (Westport, CT:
Praeger Publishers, 1999), http://psi.praeger.com, diakses pada Agustus 2019.

42 Athol Yates and Anthony Bergin, “Here to help: Strengthening the Defence role in
Australian disaster management,” ASP/I Special Report, no. 28 (February 2010).
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secara konseptual, angkatan bersenjata kehilangan keunikan-
nya yakni peran tradisional militer yang menjustifikasi peng-
gunaan kekerasan dalam peperangan atau ancaman fisik eks-
ternal. Dengan kaburnya warna “keunikan” militer ini, me-
nimbulkan pertanyaan konseptual mendasar, yakni bagaimana
militer menata organisasi, melakukan pelatihan prajuritnya,
hingga kepada hakikat dan tujuan keberadaannya.*

Lebih lanjut, David Pion-Berlin menjelaskan militer di-
didik, dilatih, dipersiapkan, serta dipersenjatakan untuk meng-
hancurkan lawan (enemy) dengan menggunakan kekuatan
maksimal (maximum force) yang mematikan, dan bukan untuk
melakukan negosiasi, mediasi, atau menahan diri (restraint)
dalam melakukan operasinya,** sebagaimana kerja-kerja pene-
gakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Militer dilatih
untuk menerima dan menjalankan perintah dari atas, bukan
untuk berinteraksi dengan warga sipil,** sebagaimana yang
dilakukan oleh polisi. Dengan kata lain, militer telah dikon-
disikan dan diindoktrinasi selama bertahun-tahun untuk be-
reaksi dengan cara-cara yang sangat berbeda dengan tugas dan
fungsi kepolisian.*® Oleh karena itu, militer seringkali meng-
alami kesulitan dalam menyeimbangkan penggunaan keke-
rasan ketika dilibatkan dalam operasi-operasi dalam ranah
penegakan hukum, keamanan dalam negeri, atau kepentingan-
kepentingan lainnya selain untuk perang, sebagai konsekuensi

43 Edmunds, "What Are Armed Forces For?" International Affairs, Vol. 82 (2006), him.
1060.

44 Derek Lutterbeck, Between Police and Military: The New Security Agenda and the Rise
of Gendarmeries, Cooperation and Conflict 39 (1) (2004), hlm. 45-68.; H. McDavid,
Transformation vs. Amalgamation, Security and Defense Studies Review 7 (2007),
him. 3.

45 David Pion-Berlin, Military Use in Public Security Operations, Revista Del Instituto De
Ciencias Juridicas de Puebla (2019), him. 15.

46 David Pion-Berlin and Miguel Carreras, Armed Forces, Police and Crime-fighting in
Latin America, Journal of Politics in Latin America, vol. 3, hlm. 9.
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dari kodrat militer yang memang dididik, dilatih, dan diper-
siapkan untuk menghancurkan musuh dengan menggunakan
kekuatan maksimal sebagaimana dijelaskan di atas.

Kedua, tugas perbantuan militer ini juga menimbulkan
pertanyaan apakah militer/angkatan bersenjata merupakan
institusi yang tepat dalam menghadapi ancaman di luar pe-
rang? Apakah tidak lebih tepat untuk mengedepankan lemba-
ga-lembaga sipil seperti kepolisian dan lembaga pencarian dan
pertolongan (SAR) untuk menghadapi ancaman-ancaman spe-
sifik, seperti keamanan dalam negeri maupun kebencanaan se-
bagai lembaga-lembaga yang memang sudah dilatih, diorgani-
sir dan diatur untuk menghadapi kondisi tersebut?. Kemudian,
sejauh mana peran militer -yang dilatih untuk berperang dan
memiliki justifikasi menggunakan kekerasan- efektif menga-
tasi kondisi di luar perang sekaligus dapat bersinergi dengan
institusi-institusi sipil tersebut?.*’

Pion-Berlin berargumen pelibatan militer dalam menga-
tasi ancaman terhadap keamanan negara selain perang harus
tetap dilakukan di bawah kendali kepolisian sebagai aktor uta-
ma (leading sector) dalam penegakan hukum. Sebagai contoh,
di Selandia Baru dalam mengatasi ancaman keamanan dalam
negeri yang serius, peran polisi dan militer tetap dibedakan
dan justru mendukung satu sama lain; polisi tetap memimpin
sebagai leading sector dan militer memberikan bantuan (assis-
tance) ketika diperlukan.* Artinya, peran militer dalam meng-
atasi ancaman keamanan negara selain perang hanya terbatas

pada peran-peran perbantuan (supportive roles).

47 David Chuter, “Defence Transformation,” ISS Monograph, no. 49 (Agustus 2000),
him.11-12.

48 Greener-Barcham, B. K., Crossing the Green or Blue Line? Exploring the Military-Po-
lice Divide, Small Wars and Insurgencies, vol. 18, nim. 1.
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Ketiga, konsentrasi angkatan bersenjata kepada tugas-
tugas perbantuan militer di luar perang ini dapat berdampak
negatif terhadap proses reformasi sektor keamanan maupun
tujuan demokrasi secara luas, terutama pada negara-negara
otoriter dan negara-negara post-authoritarian yang memiliki
kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuatan
militer. Perlu digarisbawahi bahwa di negara-negara post-au-
thoritarian seperti Indonesia, kontrol demokratis (democratic
control) yang terbentuk masih belum efektif serta belum memi-
liki fondasi yang kuat, sehingga pelibatan militer dalam ranah
lain selain perang menjadi sangat beresiko akan terjadinya pe-
langgaran-pelanggaran HAM maupun politisasi terhadap mi-
liter itu sendiri.*” Oleh karena itu, dalam konteks negara demo-
krasi seperti Indonesia saat ini, pelibatan militer ke dalam ra-
nah sipil sebisa mungkin tetap harus dihindari, karena dengan
melakukan hal tersebut berarti negara menghendaki terjadinya
pelanggaran HAM terhadap warga negara, baik disengaja atau-
pun tidak.

Pada dasarnya, program reformasi sektor keamanan ba-
nyak dilaksanakan di berbagai negara sebagai dampak dari
diterimanya nilai-nilai demokrasi pasca perang dingin. Pro-
gram ini berupaya untuk membangun sebuah peraturan yang
komprehensif, mekanisme pengawasan yang efektif, perlin-
dungan hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan we-
wenang dan memastikan pengelolaan keamanan berada di
bawah peraturan dan sistem yang sah dan demokratis. Salah
satu upayanya adalah pemisahan peran secara jelas antara mi-
liter dengan kepolisian agar mengurangi kemungkinan terja-

49 Muhamad Haripin, Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Opera-
tions Other Than War, (New York: Routledge, 2020), him. 9.
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dinya penyalahgunaan kekuatan militer untuk kepentingan
rezim.>

Secara empiris, tugas perbantuan militer ini masih menja-
di diskursus dan kontroversi di berbagai negara karena terkait
dengan persoalan legitimasi, tujuan dan sifat kekuatan militer
hingga persoalan kepentingan, motivasi dari para pemangku
kepentingan di pemerintahan. Tabel 2-1 menyajikan beberapa
kemungkinan dampak positif dan negatif dari terlibatnya mi-
liter untuk menangani persoalan domestik (dalam negeri) da-
lam konteks non perang.

Untuk menghindari berbagai dampak buruk yang mung-
kin terjadi, Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski kemudian
menyatakan bahwa pada prinsipnya “peran-peran domestik”
ini perlu ditempatkan sebagai respon dari permintaan institusi
sipil yang sedang menghadapi keterbatasan.® Keterbatasan
yang dimaksud adalah situasi ketika terdapat instansi sipil
yang tidak mampu lagi menghadapi situasi tertentu karena
situasi tersebut sangat jarang muncul, membutuhkan biaya
yang begitu besar untuk mempersiapkan kapabilitas instansi
sipil dalam menghadapinya, dan kapabilitas ini telah dimiliki
oleh kekuatan militer.

Dalam konteks ini, jelas bahwa tugas perbantuan militer
tidak bersifat permanen, sentral, ataupun menjadi tugas se-
hari-hari dan tanggung jawab institusi militer. Pada prinsipnya,
setiap institusi sipil yang bertanggung jawab memiliki kewajib-
an utama untuk memberikan respon dalam berbagai situa-
si. Perbantuan militer hanya ditempatkan sebagai pilihan ter-
akhir (last resort)—sebagai dampak dari adanya permintaan.

50 Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD), Security System
Reform and Governance (OECD, 2005), him. 20.
51 Anwar, "Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer,” him. 120.
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Tabel 2.1. Dampak Positif dan Negatif Tugas Perbantuan Militer

Potensi Dampak Positif

Potensi Dampak Negatif

Kontribusi dalam menghadapi situasi
krisis yang tidak dapat dihadapi
melalui jalur sipil

Hilangnya kontrol sipil atas militer

Memberikan efek gentar
(deterrence)—karena negara mampu
mengatur kekuatan internal dalam
menghadapi situasi krisis tertentu,
terutama apabila menggunakan
persenjataan yang canggih

Tuntutan peran militer pada ranah
sosial-politik

Meningkatkan relevansi pendanaan
bagi militer ketika ancaman militer
dipandang rendah

Lunturnya prinsip pemisahan
otoritas sipil dan militer

Militerisasi pada ranah sipil

Penyalahgunaan (abuse and
misconduct) kekuatan militer di
lapangan —karena pelatihan militer
yang memang bukan ditujukan
untuk “tugas-tugas domestik”; dan
kurangnya pemahaman terkait
sistem hukum dan prosedur yang
berlaku pada konteks domestik

Mengurangi kesiapan militer dalam
melaksanakan tugas/peran
utamanya (menghadapi
peperangan)

Sumber: Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, Evolving Internal Roles of the Armed Forces:
Lesson for Building Partner Capacity, Prism 4 No. 4, hlm. 131-132.

Oleh karena itu, tugas perbantuan militer, sebagaimana
yang diutarakan Huntington, perlu ditempatkan dalam ke-
rangka logika spillover uses dari kapasitas dan kapabilitas mi-
liter yang didapatkan dari pengaturan organisasi, pelatihan,
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dan peralatan militer untuk kepentingan peperangan.®> Hal ini
kemudian berimplikasi bahwa pengaturan terhadap “spillover
uses of military capability” perlu bersifat terbatas, sementara,
dan diatur dalam suatu kerangka yang ketat. Lebih jauh, peli-
batan militer ini juga perlu dilakukan di bawah otoritas sipil
yang bertanggung jawab, dan hanya dibatasi dalam hal pengu-
atan kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan.

52 Huntington juga tidak mentoleransi adanya pelatihan yang ditujukan untuk OMSP.
Menurutnya, hal ini kembali menyalahi raiso d'etre dari militer itu sendiri. Lihat
Huntington, “New Contingencies, Old Roles,” hlm. 43.
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BAB 3

PENGATURAN PERAN INTERNAL MILITER
ATAU PERBANTUAN MILITER DALAM
KERANGKA OMSP DI NEGARA LAIN

DAaLAM negara demokrasi, pembagian wilayah kerja antara mi-
liter dan polisi umumnya terlihat jelas. Diferensiasi tersebut
meliputi tugas, peran, metode dan sasaran yang akan dicapai
oleh dua institusi keamanan tersebut.' Meski militer dan ke-
polisian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun da-
lam level tertentu dan dalam situasi keadaan yang darurat mi-
liter di beberapa negara juga dilibatkan untuk membantu ke-
polisian dan pemerintah dalam menjaga keamanan. Terkait hal
itu, bab ini menyajikan gambaran mengenai praktik tugas per-
bantuan militer pada sipil yang terjadi pada empat negara de-
mokrasi yakni Australia, Kanada, Kerajaan Britania Raya dan
Amerika Serikat. Dipilihnya empat negara ini karena tugas
perbantuan militer yang dilakukan memiliki kompleksitas dan
praktik berbeda. Tujuan penulisan bab ini adalah untuk mem-

1 BK Greener-Barcham, “Crossing the Green or Blue Line? Exploring the Military-
Police Divide,” Small Wars and Insurgencies 18, no. 1 (March 2007), him. 90.
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berikan perbandingan tugas perbantuan militer di sejumlah
negara demokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini
dibagi dalam empat bagian yang menjelaskan praktik tugas
perbantuan di Australia, Kanada, Kerajaan Britania Raya dan
Amerika Serikat secara berurutan. Uraian tugas perbantuan
militer akan mencakup dasar hukum, tipe, kategori hingga me-
kanisme tugas perbantuan.

3.1. AUSTRALIA

Pemerintah Australia membagi dua tipe tugas perbantuan mi-
liter. Pertama, Defence Assistance to the Civil Community
(DACC). Dalam tipe ini, perbantuan militer digelar dalam
rangka tugas darurat yang semestinya dilakukan oleh pemerin-
tah sipil. Perbantuan yang dilakukan mencakup penggunaan
personel, peralatan, perlengkapan, fasilitas hingga kapabilitas
militer. Kedua, Defence Aid to the Civil Power (DACP). Dalam
tipe ini, perbantuan militer dilakukan untuk membantu tugas
penegakan hukum. Ketentuan ini sering pula menggunakan
istilah Defence Force Aid to the Civilian Authorities (DFACA).
Khusus terkait DACP, MJ Ewing mendefinisikan tipe perban-
tuan ini sebagai penggunaan militer untuk menegakkan hu-
kum dan melindungi kepentingan persemakmuran serta me-
lindungi negara dari kekerasan domestik.*

Dalam menerapkan perbantuan militer, pemerintah perse-
makmuran menyiapkan sejumlah aturan hukum berikut tu-

2 MJ Ewing, "Aid to the Civil Power - Counter Terrorism - Legal Aspects,” Australian
Crime Prevention Council Forum: Quarterly Journal of the ACPC 6, no. 3 (1983). http://
www.austlii.edu.au/au/journals/AUCrimPCF/1983/2.pdf, diakses pada 3 Mei 2016.
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runannya untuk mengatur masalah tersebut. Sejumlah pera-
turan termasuk turunannya adalah:

a) Defence Act 1903

b) Defence Legislation Amendment (Aid to Civilian Authorities)
Act2000

) Defence Legislation Amendment (Aid to Civilian Authorities)
Act2006

d) Defence Instruction (General) OPS 051 Defence Assistance
to the Civil Community—Policy and Procedures

e) Defence Instruction (General) OPS 01-1 Defence Force aid to
the Civil Power—Policy and Procedures

Dalam membuat kategorisasi tugas perbantuan militer,
Australia membagi dalam dua klaster besar yang merujuk pada
tipe perbantuan yakni klaster DACC dan DACP. Pengaturan
detil tentang dua klaster ini juga memiliki dasar pijakan berbe-
da. Panduan untuk Klaster DACC merujuk pada Defence In-
struction (General) OPS 0S—1—Defence Assistance to the Civil
Community— Policy and Procedures. Sedangkan, Klaster DACP
menggunakan dasar panduan Defence Instruction (General)
OPS 01-1—Defence Force Aid to the Civil Power—Policy and
Procedures.

Pada klaster DACC, klasifikasi perbantuan militer dibagi
dalam dua kelompok yakni tugas darurat bencana dan non
darurat. Masing-masing kelompok memiliki 3 kategori tugas

perbantuan militer.
A. Tugas Darurat Bencana

Kategori 1. Tugas perbantuan diberikan segera mungkin oleh
komandan setempat dengan menggunakan sumberdaya yang
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dimiliki untuk menyelamatkan nyawa manusia, mengurangi
penderitaan, mencegah tewasnya binatang atau kerusakan pro-
perti dalam situasi darurat. Perbantuan diberikan ketika sum-
berdaya sipil tidak memadai ataupun tidak dapat digunakan.
Kategori ini juga mencakup perbantuan kepada aparat penegak
hukum seperti pengamanan bahan peledak yang dapat meng-
ancam jiwa atau properti. Durasi perbantuan militer berlang-
sung singkat dan tidak lebih dari 24 jam. Kegiatan ini hanya
membutuhkan persetujuan Angkatan Bersenjata Australia di
tingkatan lokal sebagai respon atas permintaan otoritas setem-
pat tanpa perlu persetujuan rantai komando yang lebih tinggi.
Beberapa aktivitas dalam Kategori 1 adalah perbantuan pena-
nganan banjir, penggunaan helikopter untuk menyelamatkan
warga, dan memadamkan api di perumahan warga sipil.
Kategori 2. Perbantuan militer diberikan ketika dibutuh-
kan upaya darurat guna menyelamatkan manusia, mengurangi
penderitaan akibat bencana yang lebih besar dari Kategori 1.
Perbantuan diberikan ketika sumberdaya yang dimiliki negara
bagian tidak memadai atau tersedia ataupun tidak dapat digu-
nakan dan komandan militer lokal tidak mampu menangani
permasalahan tersebut. Karena komandan setempat tidak
mampu, maka aktivitas perbantuan ini membutuhkan persetu-
juan Asisten Menteri Pertahanan (Parliamentary Secretary to
the Minister for Defence) setelah adanya permintaan resmi dari
otoritas pemerintah negara bagian melalui Emergency Manage-
ment Australia (EMA). Kegiatan yang diperkirakan lebih dari
24 jam ini dikoordinasikan oleh Markas Komando Operasi
Gabungan (Headquarters Joint Operations Command) dan ko-
ordinasi lokal dibantu dengan pengerahan Australian Defence
Force Liaison Officer (ADFLO). Beberapa aktivitas terkait Ka-
tegori 2 antara lain penanganan pemulihan pasca banjir, pe-
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nanganan pasca gempa bumi dan badai topan serta kebakaran
hutan.

Kategori 3. Tugas perbantuan diberikan terkait pemulih-
an bencana namun tidak terkait dengan penyelamatan jiwa
manusia atau properti. Mirip dengan Kategori 2, aktivitas ini
dapat dilakukan setelah permintaan otoritas pemerintah ne-
gara bagian melalui EMA disetujui Asisten Menteri Pertahan-
an. Semua aktivitas dikoordinasikan Markas Komando Opera-
si Gabungan dan koordinasi lokal dibantu ADFLO. Khusus
untuk kegiatan perbantuan Kategori 3, pembiayaan ditang-
gung oleh pihak yang meminta tugas perbantuan militer. Be-
berapa kegiatan yang termasuk Kategori 3 antara lain pemin-
dahan suplai dan peralatan dalam rangka pembersihan pasca
bencana alam, penggunaan pasukan untuk membantu pemu-
lihan pasca bencana dan perbaikan jalan raya akibat banjir.

B. Tugas Non Darurat

Kategori 4. Tugas perbantuan ini diberikan pada kementerian,
pemerintah negara bagian, pemerintah lokal, organisasi sipil
atau bisnis serta individu yang sifatnya tidak darurat. Permin-
taan tugas bantuan yang diajukan pihak kepolisian seperti
pelatihan akan dimasukkan dalam bagian Kategori 4. Permin-
taan perbantuan dapat diajukan pada semua level komando
militer ataupun Kementerian Pertahanan.’ Beberapa aktivitas
yang termasuk dalam kategori ini antara lain pengamanan ke-

3 Tulisan ini tidak membuat perbedaan arti dalam dua terminologi, antara minis-
try (kementerian) atau department (departemen). Sebagai bentuk konsistensi dan
menghindari kebingungan, bab ini menggunakan istilah Kementerian Pertahan-
an daripada Departemen Pertahanan, kecuali Kanada yang menggunakan istilah
Kementerian Pertahanan Nasional.

37



38

PERAN INTERNAL MILITER: PROBLEM TUGAS PERBANTUAN TNI

giatan olahraga seperti Australian F1 Grand Prix, serta pemin-
jaman peralatan, fasilitas dan personel militer seperti pesawat
tempur. Biaya yang keluar dalam aktivitas ini ditanggung se-
penuhnya oleh pihak yang meminta tugas perbantuan militer
kecuali anggaran pelibatan militer untuk perayaan hari nasio-
nal Australia dan Australian and New Zealand Army Corps
(ANZAC).

Kategori S. Tugas perbantuan dalam kategori ini mirip
dengan Kategori 4. Perbedaan mendasar adalah pada jumlah
penggunaan sumber daya yang dilibatkan dan juga memper-
hatikan faktor sensitivitas politik serta kontroversi publik.
Dalam kategori ini, tugas perbantuan dilakukan untuk per-
mintaan yang dapat dipenuhi oleh Komandan Militer Lokal
yang memiliki sumberdaya tertentu serta dinilai tidak memi-
liki dampak politis apapun. Kegiatan yang termasuk dalam
kategori ini antara lain peminjaman peralatan militer. Akan
tetapi, Kategori S tidak dapat digunakan untuk keperluan
media dan penggunaan pesawat terbang militer.

Kategori 6. Perbantuan militer dalam kategori ini diberi-
kan hanya terbatas untuk hal yang terkait tugas penegakan
hukum non darurat. Artinya, pasukan yang dilibatkan tidak
dilengkapi dengan persenjataan. Pendanaan dalam kegiatan ini
ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang meminta perbantuan
militer. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam Kategori 6
antara lain penyediaan transportasi, perbantuan analisis pasca
ledakan, pengintaian menggunakan helikopter atau pesawat
ringan, pencarian material tersebunyi serti penyediaan fasilitas
komunikasi serta dukungan administrasi. Sementara, dalam
klaster DACP, tugas perbantuan militer dibagi dalam dua kate-
gori. Masing-masing kategori memiliki jenis aktivitas yang ber-

beda.
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Kategori X. Pada kategori ini, tugas perbantuan militer
untuk otoritas sipil dibagi dalam dua sub kategori. Kategori
X1 mencakup perbantuan teknis khusus seperti pemusnahan
bahan peledak, pengintaian termasuk menggunakan helikop-
ter atau pesawat ringan, pencarian material tersebunyi, inteli-
jen, penyediaan fasilitas komunikasi dan control. Sementara
Kategori X2 mencakup perbantuan dukungan administratif
seperti transportasi, akomodasi, makanan, medis, perleng-
kapan dan personel.

Kategori Y. Jenis perbantuan militer pada kategori ini me-
lengkapi kekuatan otoritas sipil termasuk kemungkinan kebu-
tuhan penggunaan kekuatan bersenjata guna memperkuat pi-
hak kepolisian. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam ka-
tegori ini antara lain penjagaan, penyisiran area atau gedung,
dan pengawasan aktivitas publik.

Australia menyiapkan mekanisme standar untuk menga-
tur tugas perbantuan militer. Secara umum, dasar pelaksanaan
tugas perbantuan adalah Defence Legislation Amendment (Aid
to Civilian Authorities) Act 2000 dan Defence Legislation Amend-
ment (Aid to Civilian Authorities) Act 2006. Kedua aturan ini
memberi kewenangan pada 3 menteri yang dapat memerintah-
kan militer untuk melakukan tugas perbantuan. Tiga menteri
tersebut adalah Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan
Jaksa Agung. Otoritas yang dimiliki menteri tersebut dapat di-
gunakan jika kekerasan domestik terjadi di Australia. Meski
demikian ada 3 ketentuan tujuan penggunaan angkatan ber-
senjata yang harus dipenuhi, yakni: (1) melindungi kepenting-
an persemakmuran dimana sebuah negara bagian atau daerah
otonom (self-governing territory) tidak mampu melindungi ke-
pentingan tersebut (Pasal S1A); (2) melindungi sebuah negara
bagian dimana negara tersebut tidak mampu melindungi diri
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sendiri (Pasal 51B); dan (3) melindungi daerah otonom ketika
daerah tersebut tidak mampu melindungi diri sendiri (Pasal
51C). Meski demikian, penerapan Pasal 51B-C tidak dilakukan
otomatis selayaknya Pasal S1A. Untuk melaksanakan tugas
perbantuan militer dalam konteks Pasal S1B-C, pemerintah
negara bagian atau daerah otonom harus mengajukan permin-
taan resmi ke pemerintah persemakmuran. Dalam melakukan
permohonan ini, ada beberapa prasyarat dalam pelaksanaan
tugas perbantuan militer, yaitu: (a) pemerintah negara bagian/
daerah otonom membuktikan adanya kekerasan domestik; (b)
permohonan tugas perbantuan diajukan pada pemerintah per-
semakmuran; (c) Gubernur Jenderal wajib menyatakan adanya
kekerasan domestik di sebuah negara bagian; dan (d) Guber-
nur Jenderal memerintahkan pasukan permanen sesuai dengan
Pasal 51 Defence Act. Jika jumlah pasukan kurang maka pasu-
kan cadangan dapat diterjunkan dalam misi tugas perbantuan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas perbantuan, pemerin-
tah Australia tidak merinci dan mengatur pasukan yang dide-
dikasikan khusus untuk menjalankan tugas tersebut. Penggu-
naan personel dan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan
dan ketersediaan saat tugas perbantuan dijalankan. Sedangkan
penanganan isu sengketa industrial, Australia membuat keten-
tuan tersendiri yang mengatur tentang pasukan yang terlibat.
Hanya pasukan reguler yang dapat dilibatkan dalam pena-
nganan hubungan industrial, sementara Emergency Forces dan
Reserves Forces tidak boleh digunakan. Beberapa kasus peli-
batan militer dalam hubungan industrial antara lain saat pena-
nganan mogok kerja pada tahun 1949, 1953, 1981 dan 1989.
Dan saat dilibatkan dalam tugas perbantuan, personel militer
dapat memiliki sejumlah kewenangan, seperti yang tercantum
dalam Pasal 511, yakni: (a) menyita gedung, tempat dan trans-
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portasi; (b) menahan orang; (c) memeriksa tempat; dan (d)
menyita barang kepemilikan.

Umumnya permintaan pengajuan tugas perbantuan mi-
liter akan melalui EMA dan merujuk pada Commonwealth Di-
saster Response Plan (COMDISPLAN). Proses untuk permo-
honan dan penentuan tugas perbantuan militer akan tergan-
tung dari tingkatan kedaruratan (nature of the emergency). Un-
tuk kedaruratan yang membutuhkan tindakan sesegera mung-
kin untuk menyelamatkan jiwa manusia atau barang (Kategori
1), komandan militer lokal memiliki kewenangan untuk mela-
kukan tugas perbantuan jika ada permintaan pemerintah se-
tempat dan peralatan militer yang dimiliki memadai untuk
melakukan tugas. Akan tetapi, jika tugas perbantuan militer
diprediksi akan lebih dari 24 jam (Kategori 2), atau tindakan
pemulihan (Kategori 3), pengajuan permintaan bantuan harus
dilakukan Koordinator Manajemen Darurat (emergency mana-
gement coordinator) setempat pada EMA. Setelah pengajuan
diterima, EM A akan meneruskan permintaan tersebut ke Mar-
kas Komando Operasi Gabungan (Headquarters Joint Opera-
tions Command/HQ JOC). Melalui Head of Military Strategic
Commitments, permohonan tersebut diajukan ke Asisten Men-
teri Pertahanan untuk dimintai persetujuan. Jika permohonan
disetujui maka HQ JOC akan melakukan koordinasi dengan
ADFLO dalam menjalankan tugas perbantuan militer. Jika
misi yang dilakukan cukup besar maka koordinasi tugas per-
bantuan akan dilengkapi dengan beberapa personel dari
HQJOC and tim gabungan (Joint Task Force/JTF).

Khusus untuk tipe tugas perbantuan DACP/DFACP, peli-
batan militer tidak otomatis status darurat militer berlaku di
sebuah negara bagian/daerah otonom. Hukum yang berlaku
tetap hukum sipil dan semua prajurit yang dilibatkan wajib
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menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, se-
mua pelanggaran yang dilakukan prajurit akan dapat menjadi
subyek hukum tersebut dan memungkinkan untuk mendapat-
kan hukuman. Tindakan ini merupakan bentuk penerapan
dari tiga prinsip utama yang digariskan dalam Defence Instruc-
tions, yakni: (a) supremasi kekuasaan sipil; (b) penggunaan
pasukan minimum; dan (c) prajurit yang dilibatkan tetap ber-
ada dalam garis komando dan menerapkan akuntabilitas da-
lam menjalankan tugas. Sedangkan aturan pelibatan (Rules of
Engagement/RoE) dalam tugas perbantuan ditetapkan oleh
Kepala Staf Angkatan Bersenjata. RoE ini akan menjadi pan-
duan bagi komandan dan prajurit di lapangan dalam men-
jalankan tugas perbantuan. Aturan ini memuat beberapa prin-
sip dasar. Pertama, tidak melibatkan pasukan melebihi jumlah
minimum yang dibutuhkan. Kedua, selalu menghindari mele-
paskan tembakan dalam menjalankan tugas. Ketiga, jika ter-
paksa maka tembakan peluru secara single shots; (d) melakukan
peringatan sebelum melepaskan tembakan. Terakhir, pelepas-
an tembakan hanya atas perintah.

Secara umum, ada banyak praktik tugas perbantuan mi-
liter yang telah digelar di Australia. Beberapa pelibatan militer
dalam bencana antara lain angin topan Tracy (1974), keba-
karan hutan the Ash Wednesday (1983), badai hujan es di Syd-
ney (1999), kebakaran hutan di wilayah Ibukota Australia dan
Victoria (2003), angin topan Larry (2006) dan kebakaran hu-
tan di Victoria (2009). Selain bencana, militer juga pernah ter-
libat dalam memberi bantuan teknis pada pihak kepolisian
seperti pemusnahan bahan peledak, bantuan peminjaman fasi-
litas, peralatan, akomodasi, dan pelatihan. Selain itu, perbantu-
an militer juga pernah dilakukan untuk membantu tugas pene-
gakan hukum seperti pengiriman pasukan untuk membantu
Kepolisian Australia Selatan dalam menghadapi demonstrasi
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di fasilitas pertahanan bersama Nurrungar pada awal Oktober
1989.

Secara spesifik, praktik tugas perbantuan militer di Aus-
tralia pertama kali dilakukan pada 13 Februari 1978. Saat itu
militer dilibatkan usai terjadinya ledakan bom di Hotel Sydney
Hilton yang menewaskan 3 orang.* Insiden tersebut terjadi se-
belum digelarnya pertemuan regional para kepala pemerintah-
an persemakmuran (Commonwhealth Heads of Government Re-
gional Meeting). Tidak lama setelah bom meledak, pihak kepo-
lisian negara bagian New South Wales meminta bantuan Tim
Penjinak Bom Angkatan Darat Australia. Tidak hanya itu saja,
perbantuan militer juga dilakukan Perdana Menteri Australia
dan Menteri Utama (Premier) New South Wales untuk meng-
amankan kunjungan para kepala pemerintahan ke Bowral ter-
masuk menjaga jalan dan lintasan kereta api yang menghu-
bungkan Sydney-Bowral. Dan impak dari kejadian tersebut,
Gubernur Jenderal Australia mengeluarkan perintah tentang
pengunaaan Angkatan Bersenjata untuk menjaga kepentingan
nasional dan internasional Australia, proteksi orang secara in-
ternasional dan tugas terkait lainnya.’ Dalam catatan Parlemen
Australia, insiden bom 1978 ini menandai pertama kalinya
penggunaan kekuatan militer di dalam teritori Australia untuk
keamanan domestik.¢

Meski demikian, Pemerintah Persemakmuran berhati-
hati dalam menggunakan militer dalam urusan domestik.

4 Cerita singkat tentang insiden bom 13 Februari 1978 baca Elizabeth Ward, “Call Out
the Troops: an examination of the legal basis for Australian Defence Force involve-
ment in ‘non- defence’ matters,” Research Paper, no. 8 (1997-98). http://www.aph.
gov.au/library/pubs/rp/1997-98/98rp08.htm, diakses pada 3 Mei 2016.

5 Parliament of Australia, “Defence Legislation Amendment (Aid to Civilian Authori-
ties) Bill 2000," Bills Digest, No. 13 2000-01 (16 Agustus 2000). http://www.aph.gov.
au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/bd/bd0001/01bd013, diakses pada
3 Mei 2016.

6 Parliament of Australia, Defence Legislation Amendment.
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Sekalipun dimungkinkan dalam konstitusi, penerapan prinsip
kehati-hatian terlihat dan muncul kesan tidak ingin melakukan
banyak preseden. Pasal 119 Konstitusi Australia berbunyi “The
Commonwealth shall protect every State against invasion and, on
the application of the Executive Government of the State, against
domestic violence.” Klausa ini diperkuat dengan Pasal S1A-F
Undang-Undang Pertahanan Australia 1903. Namun praktik-
nya, Pemerintah Persemakmuran enggan menggunakan keten-
tuan tersebut. Dalam beberapa kejadian, pihak pemerintah
negara bagian pernah melakukan permintaan bantuan militer.
Pemerintah persemakmuran Australia berulang kali tidak
memberi persetujuan atas permintaan tersebut. Pada tahun
1912 misalnya, pemerintah Queensland mengajukan permin-
taan militer untuk mengatasi kekerasan domestik akibat mo-
gok masal. Permintaan tersebut tidak diindahkan pemerintah
persemakmuran. Kondisi serupa juga diterima pemerintah
Tasmania yang mengajukan permintaan perbantuan militer
pada peringatan Hari Referendum 1916. Pemerintah perse-
makmuran juga menolak pengajuan Pemerintah Australia Ba-
rat tentang pelibatan militer untuk mengatasi mogok pada ta-
hun 1919.

Walaupun demikian, menurut Elizabeth Ward, pemerin-
tah persemakmuran pernah melibatkan militer dalam mena-
ngani masalah sengketa ketenagakerjaan.” Akan tetapi, kejadi-
an tersebut hanya terjadi pada era Perang Dingin. Pada tahun
1949, pemerintah mempekerjakan sejumlah prajurit di tam-
bang batubara. Hal ini untuk menutupi kekurangan cadangan
batubara untuk pembangkit tenaga listrik sebagai dampak dari
mogok pekerja tambang. Tidak ada protes maupun penggu-

7 Ward, Call Out the Troops, (Canberra: Research School of Pacific Studies, Australian
National University, 1992).
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naan senjata selama pelibatan militer kali ini. Untuk masalah
penegakan hukum dan ketertiban sekitar lokasi, tanggung ja-
wab pengelolaan tetap dipegang pihak kepolisian New South
Wales. Dalam kasus lain, pada tahun 1953, pemerintah perse-
makmuran tercatat juga pernah mengirimkan 200 prajurit
Angkatan Darat secara diam-diam dari Brisbane ke Bowen.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari permintaan peme-
rintah Queensland saat menghadapi kekurangan jumlah peker-
ja di sejumlah dermaga yang merupakan dampak dari sengketa
dengan Waterside Workers’ Federation.

3.2. KANADA

Berbeda dengan Australia, Kanada tidak merinci detil kategori
tugas perbantuan militer, baik untuk tipe ACP maupun ACA.
Hingga 2016, beberapa dasar hukum terkait pelaksanaan tugas
perbantuan militer di Kanada, yaitu:

a) National Defence Act
b) Emergencies Act
c) Emergency Management Act

UU Pertahanan Nasional menjelaskan durasi, besaran
kekuatan militer yang dilibatkan termasuk penilaian atas situa-
si darurat akan ditentukan Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
Pasal 283 UU Pertahanan Nasional berbunyi “The Canadian
Forces or any part thereof called out in aid of the civil power shall
remain on duty, in such strength as the Chief of the Defence Staff or
such officer as the Chief of the Defence Staff may designate deems
necessary or orders, until notification that the Canadian Forces are
no longer required in aid of the civil power is received from the at-
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torney general of the province concerned and, from time to time as
in the opinion of the Chief of the Defence Staff the exigencies of the
situation require, the Chief of the Defence Staff may increase or di-
minish the number of officers and non-commissioned members
called out.” Sedangkan, terkait pengeluaran dalam pelaksanaan
tugas perbantuan militer dibebankan pada Consolidated Reve-
nue Fund (Pasal 285 UU Pertahanan Nasional).

Berdasarkan UU Pertahanan Nasional, posisi Menteri
Pertahanan Nasional dipilih oleh Perdana Menteri Kanada.
Menteri Pertahanan Nasional memiliki tanggung jawab untuk
mengelola dan mengarahkan Angkatan Bersenjata Kanada.
Dengan kata lain, DND adalah institusi sipil yang bertugas
untuk memelihara kekuatan pertahanan Kanada. Sementara
CDS ditunjuk oleh Governor in Council untuk mengontrol dan
mengelola administrasi Angkatan Bersenjata Kanada. Sekali-
pun menerapkan supremasi sipil, semua perintah bagi militer,
baik yang berasal dari Perdana Menteri, Kabinet ataupun Gu-
bernur Jenderal, akan tetap dikeluarkan oleh Kepala Staf Ang-
katan Bersenjata. Untuk diketahui, Angkatan Bersenjata Kana-
da merupakan gabungan dari tiga matra militer dan beberapa
komando gabungan.® Sejak 1 Februari 2006, Angkatan Bersen-
jata Kanada membentuk satu komando operasional yakni Ca-
nada Command. Selain bertugas untuk menggelar operasi pen-
cegahan, preemtif dan penanggulangan ancaman dan agresi,
Canada Command juga ikut serta menggelar tugas perbantuan
militer pada otoritas sipil.”

8 Maloney, "Domestic Operations: The Canadian Approach’, US Army Quarterly, Pa-
rameters Vol. XXVII No. 3 (1997).

9 Marc J. Dumais, "Military Support of Civil Authorities: Lesson Learned at Canada
Command One Year After Becoming Operational’, Journal of Business Continuity and
Emergency Planning 2, no. 1 (1 Oktober 2007), him. 82-83.



PENGATURAN PERAN INTERNAL MILITER ATAU PERBANTUAN MILITER DALAM KERANGKA OMSP DI NEGARA LAIN

Sekalipun tidak memiliki diferensiasi kategori tugas per-
bantuan, merujuk pada Undang-Undang Darurat (Emergencies
Act), Kanada memiliki empat tipe status kedaruratan, yaitu:
(a) kesejahteraan publik (public welfare) seperti bencana alam;
(b) ketertiban publik (public order) seperti ancaman terhadap
keamanan internal Kanada; (c) internasional seperti intimidasi
ancaman kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas terito-
rial Kanada; dan (d) perang. Legislasi yang menggantikan ke-
beradaan War Measures Act pada 1988 ini memperketat peng-
gunaan kewenangan pemerintah. Dalam darurat ketertiban
publik misalnya, Governor in Council memiliki otorisasi untuk
melakukan sejumlah pembatasan kebebasan sipil seperti mela-
rang pertemuan dan perjalanan publik serta dapat menahan
seseorang hingga enam bulan. Akan tetapi, pemerintah wajib
menjelaskan pemberlakuan status darurat pada Parlemen da-
lam waktu maksimum tujuh hari. Semua tindakan pemerintah
yang membatasi kebebasan sipil termasuk subyek pengawasan
parlemen.

Meski demikian, menurut Maloney, penerapan tugas per-
bantuan militer pada sipil di Kanada sangat fleksibel, sekalipun
sudah dibekali kerangka legal dan struktur militer profesional.
Peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur detil
tugas perbantuan di tingkatan operasional dan taktis, baik di
level nasional maupun provinsi. Berpegang pada prinsip su-
premasi sipil, pemerintah memberi keleluasaan bagi militer
untuk melakukan tugas perbantuan secara profesional. Dengan
kata lain, dalam menjalankan tugas tersebut, segala tindakan
yang dibutuhkan guna menunjang misi operasi seperti koordi-
nasi, komunikasi, dan mobilitas sepenuhnya diserahkan pada

militer. 1

10 Maloney, "Domestic Operations: The Canadian Approach”, US Army Quarterly, Pa-
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Secara umum, pelibatan militer dalam operasi di dalam
negeri diawali dengan permintaan yang diajukan secara formal
oleh pemerintah provinsi pada pemerintah federal atau antar
kementerian pemerintah federal. Langkah ini wajib dilakukan,
baik untuk ACP maupun ACA. Pada tingkatan ini, permintaan
akan dinilai apakah insiden tersebut membutuhkan bantuan
militer atau tidak. Hal ini dikarenakan militer bukanlah insti-
tusi yang memimpin penanganan keamanan dalam negeri
maupun situasi darurat. Pengecualian mekanisme ini hanya
dilakukan apabila sebuah insiden membutuhkan tindakan
cepat guna menyelamatkan nyawa, meminimalisir penderitaan
dan menghindari kerusakan infrastruktur atau hal yang terkait
pertahanan nasional." Jika ternyata dinilai membutuhkan ban-
tuan tentara, UU Pertahanan Nasional menggarisbawahi tugas
perbantuan militer khususnya ACP dilakukan dengan sejum-
lah persyaratan. Permintaan tertulis yang secara formal diaju-
kan pemerintah provinsi melalui kejaksaan setempat pada
CDS harus menyantumkan informasi valid tentang kerusuhan
atau potensial gangguan yang tidak diragukan atau dibantah.
Atas permintaan tersebut, CDS akan memutuskan tindakan
dan tingkatan operasi militer yang akan digelar, yang kelak
akan di bawah direktif dari pemerintah provinsi yang meminta
tugas perbantuan. Komposisi pasukan yang dilibatkan dalam
ACP sepenuhnya diskresi dari CDS.

Dalam menjalankan tugas perbantuan, semua prajurit mi-
liter yang terlibat memiliki kewenangan dan tugas selayaknya
aparat kepolisian seperti melakukan patroli dan penindakan
dalam konteks pengendalian kerusuhan. Sekalipun demikian,

rameters Vol. XXVII No. 3 (1997).
11 Marc J. Dumais, “Military Support of Civil Authorities: Lesson Learned at Canada
Command One Year After Becoming Operational,” him. 85.
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keberadaan prajurit militer dalam rangka ACP tidak serta mer-
ta menggantikan otoritas sipil melainkan hanya membantu
penegakan hukum dan ketertiban. Tidak hanya itu, segala
tindakan yang dilakukan prajurit di bawah kendali dan in-
struksi komandan militer di lapangan. Jika terjadi pelang-
garan seperti penembakan di luar perintah maka prajurit
akan didakwa dengan hukum pidana sipil.

Praktik tugas perbantuan militer pada sipil diterapkan
Kanada sudah berjalan hampir 150 tahun. Sejak tahun 1867,
militer telah menjalankan tugas perbantuan pada otoritas sipil.
Don Macgillvray menguraikan, untuk periode 1867-1933 mi-
salnya tercatat sedikitnya 133 misi tugas perbantuan militer di
Kanada."”” Pada periode tersebut, perluasan tugas militer di-
dasarkan pada alasan adanya ancaman ataupun penanganan
atas ancaman kekacauan domestik.

Secara umum, dasar hukum operasi Angkatan Bersenjata
Kanada merupakan turunan dari beberapa mekanisme hukum.
Dengan kata lain, dasar hukum untuk Kementerian Pertahan-
an Nasional (Department of National Defence/ DND) dan Ang-
katan Bersenjata Kanada adalah UU Pertahanan Nasional
(National Defence Act) yang pertama kali dibuat pada 1922 dan
beberapa kali mengalami amandemen."* Menurut JL Granat-
stein, pelaksanaan tugas perbantuan militer di Kanada dapat
dieksplanasi dengan menggunakan lensa hubungan sipil-

militer."*

12 Don Macgillivray, "Military Aid to the Civil Power: The Cape Breton experience in the
1920s," Acadiensis 3 (1974), him. 45.

13 Terakhir kali National Defence Act diamandemen pada 1 Juni 2015. Sean M. Malo-
ney, “Domestic Operations: The Canadian Approach,” Parameters, (1997). Diakses
melalui http://www.seanmmaloney.com/wp-content/uploads/2016/02/PARAME-
TERS-US-Army-War-College-Quarterly-Autumn-1997.pdf, pada 3 Mei 2016.

14 JL Granatstein, "The Canadian Forces and Aid to the Civil Power,” Canadian Glob-
al Affairs Institute, (November 2010). http://www.cdfai.org. previewmysite.com/
monthlycolumn/ The%20Canadian%20Forces%20and%20Aid% 20to%20the%20
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Dalam konteks tersebut, tugas perbantuan militer di Ka-
nada diatur dengan dua aturan dasar. Pertama, negara me-
ngontrol penggunaan kekuatan militer dan merupakan pilihan
terakhir dalam memelihara ketertiban publik. Kedua, atas
dasar hukum nasional, pejabat yang terpilih pada pemilihan
umum mengontrol militer. Aksi ini merupakan penerapan
akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan.

Saat ini, Kanada membagi dua tipe tugas perbantuan mi-
liter. Pertama, Aid to the Civil Power (ACP). Jenis perbantuan
ini dilakukan apabila militer diminta terlibat untuk melakukan
tugas mengendalikan kerusuhan atau kekacauan. Dengan kata
lain, ACP adalah bentuk perbantuan militer Kanada pada ke-
polisian untuk mengembalikan dan memelihara penegakan
hukum dan ketertiban publik. Kedua adalah Assistance to the
Civil Authorities (ACA). Pada jenis kedua ini, tugas perbantuan
militer diberikan pada komunitas sipil termasuk kementerian.
Beberapa misi yang terkait ACA antara lain operasi search and
rescue (SAR), kontra terorisme, darurat bencana, penjagaan
perbatasan dan perikanan, bantuan kemanusiaan, operasi pem-
berantasan narkotika, operasi pemberantasan penyelundupan
senjata, penanganan imigran gelap, pengawasan lingkungan,
pengawasan udara dan perairan serta pengamanan kegiatan
khusus seperti Olimpiade.

Selama pelaksanaan tugas perbantuan militer, pemerintah
Kanada melakukan beberapa kali perubahan basis hukum
tugas tersebut. Ada beberapa produk legal yang tidak lagi digu-
nakan dalam tugas perbantuan militer. Pada tahun 1868 mi-
salnya, pelibatan militer untuk urusan keamanan domestik
menggunakan Militia Act. Pada saat itu, tugas perbantuan mi-
liter digunakan untuk membantu memelihara ketertiban pu-

Civil%20Power.pdf diakses pada 3 Mei 2016.
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blik (ACP). Meski demikian, ada diferensiasi yang tegas dalam
pelaksanaan ACP dengan tugas militer lainnya yang juga di-
amanatkan undang-undang. Penerapan ACP berbeda dengan
penerapan Martial Law dimana militer dapat mengambil alih
pemerintahan, atau War Measures Act dimana militer dapat
menerapkan pembatasan kebebasan sipil yang sebelumnya
telah disetujui Parlemen dalam konteks status darurat. Harus
diakui, dalam periode tersebut, jumlah aparat kepolisian di
Kanada masih terbatas. Bahkan di beberapa kota kecil dan
pinggiran tidak memiliki polisi sama sekali. Konsekuensinya,
militer aktif mudah terlibat dalam pemulihan ketertiban pu-
blik ketika terjadi kedaruratan. Dan pada periode tersebut,
hukum yang berlaku di Kanada lebih banyak dipengaruhi
Common Law yang berlaku di Kerajaan Britania Raya.
Menurut Maloney, hingga tahun 1988, ada tiga kondisi
yang memungkinkan pelibatan militer dalam tugas perbantu-
an.’ Pertama, kekacauan di masa damai. Berdasarkan UU Per-
tahanan Nasional, Angkatan Bersenjata Kanada, baik yang
regular maupun cadangan, dapat dilibatkan dalam ACP ketika
terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan. Pemerintah pro-
vinsi (Provincial Premier) dapat meminta perbantuan militer
melalui Kepala Kejaksaan Provinsi'® (Provincial Attorney Gene-
ral). Permintaan tersebut kemudian akan diajukan pada Kepa-
la Staf Angkatan Bersenjata (Chief of the Defence Staff/CDS)
Kanada. Besaran jumlah pasukan, persenjataan, perlengkapan
serta operasi militer yang dilakukan ditentukan CDS. Kedua,

15 Maloney, "Domestic Operations: The Canadian Approach”, US Army Quarterly, Pa-
rameters Vol. XXVII No. 3 (1997).

16 Pada beberapa provinsi, kejaksaan ditulis dengan nama Kementerian Kehakiman
(Minister of Justice). Sementara di tempat lain, bisa saja Kejaksaan dan Kemen-
terian Kehakiman berdiri sebagai institusi yang berbeda. Khusus untuk di teritori
Yukon dan Northwest, posisi Jaksa provinsi langsung dijabat Jaksa Agung Kanada.
Perbedaan perihal kejaksaan ini tidak mempengaruhi teknis pelaksanaan ACP.
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membantu komunitas sipil selain penanganan kekacauan pu-
blik. Jenis operasi yang umumnya dilakukan dalam durasi
singkat antara lain pengawasan perikanan dan penanganan
narkotika. Ketiga, membantu pemerintah dan ketertiban pu-
blik saat perang. Pelibatan militer dalam kondisi ini didasarkan
pada penerapan War Measures Act yang dibuat pada tahun
1914. Dalam undang-undang ini, militer dapat diterjunkan di
dalam negeri apabila terjadi perang, invasi ataupun insureksi.
Dengan otorisasi dari pemerintah, tentara dapat menerapkan
censorship, penangkapan dan penahanan, pelarangan organisa-
si tertentu, mengambil alih properti hingga melakukan kontrol
transportasi dan perdagangan.

Akan tetapi, penerapan War Measures Act saat krisis di
Quebec pada Oktober-November 1970 menuai kontroversi.
Saat itu, terjadi penculikan Komisioner Perdagangan Kerajaan
Britania Raya James Cross dan pembunuhan Menteri Buruh
Quebec Pierre Laporte oleh kelompok Front de Liberation du
Quebec. Akibat insiden tersebut, pemerintah menerapkan pem-
batasan kebebasan sipil dan menahan lebih dari 450 orang.
Pembatasan kebebasan sipil di Quebec ini mendapatkan kritik
tajam. Dan pada tahun 1988, War Measures Act dicabut dan di-
ganti dengan Emergencies Act yang memberi pembatasan ke-
kuasaan pemerintah dalam kondisi darurat."”

3.3. KERAJAAN BRITANIA RAYA

Negara demokrasi lainnya yang mempraktikkan tugas perban-
tuan militer pada sipil adalah Kerajaan Britania Raya. Serupa

17 Denis Smith, “War Measures Act”, Historica Canada, (25 Juli 2013). http://www.the-
canadianencyclopedia.ca /en/article/war-measures-act/,diakses pada Mei 2016.
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dengan Australia dan Kanada, tugas perbantuan militer yang
digelar Kerajaan Britania Raya umumnya dilakukan ketika
otoritas sipil setempat tidak ataupun kurang memiliki kemam-
puan dalam menangani situasi kedaruratan. Dengan menja-
lankan tugas perbantuan, Angkatan Bersenjata dapat memberi
kontribusi signifikan pada pelaksanaan tanggung jawab peme-
rintah dalam memberikan keselamatan dan keamanan bagi
warga negara Kerajaan Britania Raya terutama pada saat kri-
sis. Pelibatan militer untuk operasi domestik ini mencakup
wilayah Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.

Sebenarnya, Civil Contingencies Act 2004 (CCA 04) sudah
merinci detil otoritas sipil yang terlibat dalam kondisi darurat.
Para pihak yang terlibat (responder) dibagi dalam dua kategori
yang berdasarkan tanggung jawab dan keterlibatan dalam tu-
gas penanganan kedaruratan. Pembagian ini juga mencakup
ruang lingkup wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab res-
ponder. Dengan demikian, ada beberapa perbedaan responder
pada empat negara yang berada di dalam Kerajaan Britania
Raya (Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara). Res-
ponder kategori 1 adalah organisasi yang menjadi inti dari pe-
nanganan kedaruratan seperti pelayanan darurat dan otoritas
lokal. Sedangkan Responder kategori 2 adalah organisasi sek-
toral yang akan menunjang kerja penanganan kedaruratan se-
perti perusahaan transportasi. Baik Kementerian Pertahanan
maupun Angkatan Bersenjata tidak masuk dalam dua kategori
ini. Meski demikian, tetap dimungkinkan untuk meminta ban-
tuan militer dalam kondisi darurat yang mengancam kesela-
matan jiwa sepanjang peristiwa tersebut terjadi di dalam wila-
yah Kerajaan Britania Raya dan tidak mampu ditangani oto-
ritas sipil.

Pada level nasional, personel militer akan bekerjasa sama
dengan Kementerian pemerintah terkait dalam menyiapkan
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perencanaan dan tindakan dalam rangka penanganan kedaru-
ratan. Sementara dalam level regional dan lokal, perbantuan
militer akan dilakukan melalui Perwira Penghubung Regional
Gabungan tiga matra (Joint Regional Liaison Officers/JRLO)
dan Brigade Regional Angkatan Darat.’* Khusus untuk level
regional dan lokal, keterlibatan pihak angkatan bersenjata da-
lam kedaruratan tidak bersifat permanen. Pengaturan tugas
perbantuan militer dan perencanaannya disesuaikan dengan
kesiapan sipil dan skala insiden. Karena itu, Angkatan bersen-
jata menempatkan wakilnya di Forum Ketahanan Regional
(Regional Resilience Forums) dan Forum Ketahanan Lokal (Lo-
cal Resilience Forums)."” Beberapa pelibatan militer di Kerajaan
Britania antara lain Olimpiade London 2012, meletusnya gu-
nung berapi di Islandia 2010, dan banjir di Cumbria pada No-
vember 2009.%

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, berdasarkan CCA
04, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata tidak
termasuk dalam Responder penanganan kedaruratan. Walau-
pun demikian, tugas perbantuan militer pada otoritas sipil
tetap dimungkinkan. Dalam konteks ini, Kerajaan Britania
Raya menggunakan istilah Military Aid to the Civil Authorities
(MACA) untuk menjelaskan mengenai tugas perbantuan mi-
liter. MACA dinilai dapat membantu koordinasi dan pena-
nganan kedaruratan. Hal ini dimungkinkan karena struktur
Angkatan Bersenjata yang bersifat nasional yang memung-

18 UK Government, Fact Sheet 14: Military Aid to the Civil Authorities (MACA). https://
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62496/
Factsheet14-Military-Aid-Civil-Authorities.pdf, diakses pada Mei 2016.

19 Development, Concepts and Doctrine Centre UK Ministry of Defence, Joint Doctrine
Publication 02: Operations in the UK: The Defence Contribution to Resilience, Edisi
kedua (Swindon: DCDC, 2007). https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/28469/JDP02Ed2.pdf. diakses pada Mei 2016.

20 UK Government, "Fact Sheet 14: Military Aid",
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kinkan pengerahan kekuatan seperti personil, keahlian, dan
peralatan militer dalam waktu singkat. Gerak cepat inilah yang
membantu otoritas sipil dalam penanganan situasi darurat.

Hal ini senada dengan pendapat Sir Nick Harvey yang
menjelaskan dua alasan di balik pelibatan Angkatan Bersenjata
dalam tugas perbantuan.”' Pertama, alasan kapabilitas. Pada
konteks ini, militer dianggap memiliki keahlian dan perleng-
kapan tertentu yang dibutuhkan dan dapat segera digunakan
dalam situasi darurat. Kedua, alasan kapasitas. Dalam hal ini,
militer dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat pena-
nganan darurat dengan ketersediaan personel serta sumber-
daya setiap saat termasuk menghadapi bencana alam atau situ-
asi darurat yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dengan kata
lain, mayoritas tugas perbantuan akan membutuhkan kapasi-
tas dan kapabilitas militer.

Terkait dengan terbatasnya aset ketiga matra angkatan
bersenjata yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut (Royal Navy)
dan Angkatan Udara (Royal Air Force), Kerajaan Britania Raya
menegaskan permintaan tugas perbantuan militer harus di-
tempatkan sebagai pilihan terakhir (last resort). Kebijakan ini
diambil karena Angkatan Bersenjata dibiayai dan dipelihara
utamanya untuk kepentingan pertahanan. Sekalipun ada be-
berapa hal yang terkait dengan situasi darurat sipil seperti ope-
rasi penyelamatan (SAR) dan pemusnahan bahan peledak.
Oleh karena itu, tidak ada jaminan permintaan tugas perbantu-
an akan dikabulkan. JRLO akan memeriksa usul permintaan
tugas perbantuan sebelum diteruskan pada pihak terkait kecu-
ali terdapat insiden yang sangat mungkin mengancam jiwa.

21 Sir Nick Harvey, “Supporting civilian authority: what role for the Military?", Pida-
to (London: UK Government, 14 Oktober 2011). https://www.gov.uk/government/
speeches/2011-10-14-supporting-civilian-authority-what-role-for-the-military--2
diakses pada Mei 2016.
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Beberapa tugas yang termasuk dalam MACA antara lain ko-
munikasi, evakuasi massa, penyediaan akomodasi sementara,
transportasi, dan SAR.

Setidaknya ada 3 prinsip dalam pelaksanaan MACA,
yaitu:**

a) tugas perbantuan militer harus selalu sebagai pilihan ter-
akhir;

b) otoritas sipil kurang memiliki kemampuan yang dibutuh-
kan dan tidak mungkin dilakukan penguatan;

c) otoritas sipil memiliki kapabilitas namun kurang mempu-
nyai sumberdaya yang memadai saat dibutuhkan dalam
waktu segera seperti perlengkapan, keahlian dan koordi-

nasi darurat.

Sejumlah penanganan insiden yang terjadi di lingkup ne-
gara ini dapat memungkinkan pelibatan institusi di luar ke-
mampuan otoritas sipil. Insiden tersebut dapat berupa peristi-
wa alam seperti banjir dan salju; aksi yang disengaja seperti
terorisme; dan kecelakaan. Akan tetapi, sama halnya dengan
Kanada, Kerajaan Britania Raya tidak membuat kategori detil
mengenai tugas perbantuan militer. CCA 04 hanya merinci
tentang definisi kedaruratan sebagai “(a) an event or situation
which threatens serious damage to human welfare in a place in the
United Kingdom, (b) an event or situation which threatens serious
damage to the environment of a place in the United Kingdom, or
(c) war, or terrorism, which threatens serious damage to the securi-
ty of the United Kingdom.” Setidaknya ada 27 tipe kedaruratan
yang disusun pemerintah mulai dari terorisme, epidemi penya-

22 Development, Concepts and Doctrine Centre UK Ministry of Defence, “Joint Doctrine
Publication 02"
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kit hewan, penyakit tumbuhan, kontaminasi makanan, kon-
taminasi air minum hingga insiden ketertiban publik.** Perun-
dangan ini juga membuat penjelasan berbeda antara ancaman
(threat) dan bahaya (hazard). Ancaman didefinisikan sebagai
serangan yang jahat (malicious attacks). Sementara bahaya di-
uraikan sebagai kejadian yang tidak jahat (non-malicious event)
seperti kejadian alam, kecelakaan dan aksi industrial.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan empat
perangkat yang mendukung penanganan darurat, yaitu:

Daftar Risiko Nasional (National Risk Register/NRR).
NRR berisi kumpulan potensi ancaman dan bahaya yang diha-
dapi Kerajaan Britania Raya. Dokumen ini menjadi pegangan
LRF dalam menyusun penilaian risiko secara lokal.

Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment/
NRA) yang berupa dokumen penilaian risiko yang berbasis
NRR dan dilengkapi dengan perincian peran inter-Kementeri-
an termasuk tingkat probabilitas, impak yang dapat ditimbul-
kan.

Asumsi Rencana Ketahanan Nasional (National Resilience
Planning Assumptions/ NRPAs) yang berisi informasi konse-
kuensi terkait risiko yang berguna dalam pembuatan perenca-
naan lokal Penasihat Keamanan Kontra Terorisme (Counter
Terrorism Security Advisor/CTSA) yang berperan untuk meng-
identifikasi dan menilai kerentanan atas serangan teroris ter-
masuk pula membangun rencana keamanan dalam memini-
malisir impak serangan teroris. CSTA ini melekat pada semua

instansi kepolisian.

23 Dalam daftar ini juga dirinci institusi Kementerian pemerintah yang bertang-
gung jawab dalam fase perencanaan dan penanganan serta fase pemulihan. Daf-
tar lengkap 27 tipe darurat ini dapat dilihat di https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/61354/lead-government-depart-
ment-march-2010.pdf .
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Dalam hal basis hukum, ada sejumlah payung hukum dan
aturan terkait tugas perbantuan militer yang menjadi pegangan
pemerintah, antara lain: CCA 04, Emergency Powers Act 1964,
Queen’s Regulations for the Royal Navy, Manual of Military Law,
Manual of Air Force Law, Joint Doctrine Publication 02 (2007)
dan Adendum Joint Doctrine Publication 02 (2010).

Sedangkan, dalam pelaksanaannya, pemerintah membagi
tiga tipe operasi MACA. Pertama, Military Aid to the Civil
Power (MACP). Pada tipe operasi ini, tugas perbantuan dilaku-
kan untuk mendukung penegakan hukum dan ketertiban
publik dengan menggunakan kemampuan ataupun peralatan
militer termasuk operasi keamanan tertentu. Dukungan ini
diberikan pada pihak kepolisian. Salah satu contoh dari pelak-
sanaan misi MACP adalah penanganan terorisme. Kedua, Mi-
litary Aid to other Government Departments (MAGD). Pada tipe
ini, tugas perbantuan diberikan atas permintaan kantor ke-
menterian pemerintah dalam rangka memberi pelayanan pen-
ting bagi pasokan, keselamatan dan kesehatan. Beberapa tugas
yang termasuk MAGD antara lain membantu pemadam keba-
karan, penanganan penyakit hewan, dan kelangkaan bahan
bakar. Ketiga, Military Aid to the Civil Community (MACC).
Khusus tipe ini, tugas perbantuan militer tidak disertai peng-
gunaan senjata. Tugas perbantuan diberikan pada otoritas sipil
dalam rangka perbantuan untuk kegiatan yang penting bagi
komunitas sipil serta penanganan kedaruratan yang disebab-
kan bencana alam atau insiden besar seperti SAR, banjir ban-
dang dan badai salju.

Seperti yang diuraikan sebelumnya tugas perbantuan mi-
liter di Kerajaan Britania Raya adalah pilihan terakhir di saat
otoritas sipil tidak mampu menangani situasi darurat namun
membutuhkan responsi segera. Dan sekalipun tentara yang di-
turunkan berada di bawah komando struktur militer, otoritas



PENGATURAN PERAN INTERNAL MILITER ATAU PERBANTUAN MILITER DALAM KERANGKA OMSP DI NEGARA LAIN

sipil tersebut tetap bertanggung jawab melakukan kontrol pe-
nuh terhadap situasi kedaruratan. Sebab, tanggung jawab pe-
nanganan krisis di dalam negeri berada pada kementerian pe-
merintahan yang terkait seperti Kementerian Kesehatan akan
memimpin penanganan masalah yang terkait dengan kese-
hatan publik. Dalam pelaksanaan tugas perbantuan ini, pihak
Angkatan Bersenjata tidak menyiapkan satu kekuatan khusus.
Ada tiga tipe pasukan yang dapat terlibat dalam tugas perban-
tuan yakni pasukan yang memiliki keahlian tertentu seperti
SAR dan tim penjinak bahan peledak; pasukan regular dan
pasukan cadangan termasuk Civil Contingency Reaction Forces
(CCRE).

Secara umum, semua permintaan tugas perbantuan mi-
liter oleh otoritas sipil diajukan melalui Direktorat Kontra Ter-
orisme dan Ketahanan, Kementerian Pertahanan. Dalam ba-
nyak kasus, permintaan tersebut membutuhkan persetujuan
dari kementerian teknis terkait. Hanya pada kasus tertentu,
dimana terdapat risiko yang terkait keselamatan jiwa, pemerin-
tah pusat dapat memerintahkan militer untuk bertindak tanpa
perlu persetujuan kementerian teknis. Khusus masalah per-
bantuan militer dalam penanganan terorisme, Adendum Joint
Doctrine Publication 02 (2010) memberi penjelasan yang lebih
kompleks dan berlaku untuk tiga matra daam angkatan bersen-
jata. Permintaan tugas perbantuan pertama kali diajukan ke
JRLO di Brigade 15, York. Permintaan harus segera diajukan
dengan mempertimbangkan waktu serta merinci kebutuhan
apa saja yang harus diberikan militer.

Setidaknya ada lima fase prosedur dalam pengajuan tugas
perbantuan militer, yaitu:

a) Fase 1: Kementerian di pemerintahan atau Kementerian
teritorial (Scotland Office, Wales Office atau Northern

59



60

PERAN INTERNAL MILITER: PROBLEM TUGAS PERBANTUAN TNI

b)

d)

Ireland Office) mengajukan permintaan tertulis pada
JRLO, Perwira Penghubung Angkatan Laut (Royal Navy
Liasson Officer/ RNLO) atau Perwira Penghubung Angka-
tan Udara (Royal Air Force Liasson Officer/RAFLO). Per-
mintaan ini harus mencantumkan keterangan perbantuan
militer yang butuhkan, informasi terkait kedaruratan,
keterangan adanya ketidakmampuan dalam penanganan
kondisi darurat serta kapan dan berapa lama tugas perban-
tuan dibutuhkan. Permintaan ini selanjutnya akan dite-
ruskan ke Direktorat Kontra Terorisme dan Ketahanan,
Kementerian Pertahanan. Permohonan tugas perbantuan
ini lalu akan dinilai apakah ditindaklanjuti atau tidak.
Dalam hal ini, kementerian teknis terkait juga akan di-
minta persetujuannya. Jika sudah disetujui maka akan di-
terbitkan arahan eksekutif (executive directive) atau pan-
duan perencanaan (planning guidance) bagi Standing Joint
Commander** (SJC) atau Komando lini terdepan (Front
Line Command/FLC).

Fase 2: SJC membuat rencana kontijensi gabungan yang
sesuai dengan arahan eksekutif

Fase 3: penerbitan perintah operasi (Operation Order/
OPORD) pasukan gabungan. Tindakan ini dilakukan
apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari kementeri-
an teknis terkait

Fase 4: pelaksanaan rencana termasuk implementasi se-
jumlah perubahan melalui penerbitan fragmentary orders
(FRAGO).

24 SJC merupakan perwira yang ditunjuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang
bertanggung jawab dalam perencanaan dan implementasi operasi kontijensi
sipil dalam area operasi gabungan (Joint Operations Area/JOA). Tugas koordinasi
SJC dibantu JRLO, RAFLO dan RNLO. UK Ministry of Defence, 20710 to 2015 Gov-
ernment Policy: Armed Forces Support for Activities in the UK (8 Mei 2015). https://
www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-armed-
forces-support-for-activities-in-the-uk,diakses pada Mei 2016.
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e) Fase S: kegiatan pasca misi tugas perbantuan.

Terkait dengan waktu yang pembahasan tugas perbantuan
yang terbatas, fase 1-3 dilakukan secara serentak. Pada bebera-
pa kondisi, Kementerian Pertahanan dapat menginisiasi ada-
nya upaya kontijensi sekalipun tidak ada permintaan tugas
perbantuan. Selain itu, proses pengajuan tugas perbantuan mi-
liter tidaklah kaku tergantung dari tingkat kedaruratan sebuah
insiden. Dalam beberapa kejadian yang membutuhkan respon
cepat, tugas perbantuan dapat disetujui langsung oleh koman-
do militer setempat atau sesuai rantai komando yang ada.

Terkait soal pembiayaan tugas perbantuan militer, tidak
semua pengeluaran akan dibebankan pada anggaran pertahan-
an yang dikelola Kementerian Pertahanan. Anggaran Perta-
hanan hanya digunakan untuk hal yang terkait dengan perta-
hanan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang terkait dengan
pembiayaan pelibatan militer akan dibebankan pada pihak
yang meminta bantuan, kecuali untuk insiden penanggulang-
an darurat yang mengancam jiwa. Untuk itu, ada 3 jenis pem-
biayaan tugas perbantuan militer. Pertama, semua pengeluaran
tugas perbantuan ditanggung penuh oleh pihak yang mengaju-
kan permintaan. Merujuk pada ketentuan Kementerian Ke-
uangan, Kementerian pemerintahan wajib menanggung semua
pembiayaan. Kedua, pemohon tugas perbantuan hanya dibe-
bankan untuk menanggung sebagian pengeluaran. Salah satu
kegiatan yang termasuk dalam jenis pembiayaan ini adalah
pelatihan untuk pihak kepolisian yang terkait dengan tugas
pertahanan. Ketiga, pembebasan biaya atau gratis. Ketentuan
ini berlaku untuk tugas darurat penyelamatan jiwa manusia
atau kondisi tertentu. Keputusan bebas pembiayaan ini umum-
nya dilakukan oleh menteri terkait.
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3.4. AMERIKA SERIKAT

Salah satu negara yang mempraktikkan tugas perbantuan un-
tuk sipil sejak awal berdiri adalah Amerika Serikat (AS). Pada
awal kemerdekaan, pemerintah AS sempat menghadapi dua
pemberontakan yakni Shay (1786-1787) dan Whiskey (1794).
Dan guna melindungi berjalannya roda pemerintahan, pemim-
pin AS kala itu membuat mekanisme untuk menekan perla-
wanan pemberontak. Pada Agustus-November 1794, Presiden
George Washington menurunkan prajurit militer ke Pennsyl-
vania bagian barat guna merespon pemberontakan. Dan peris-
tiwa tersebut menandai dimulainya pelibatan militer dalam
urusan domestik di AS.> Seiring waktu praktik tugas perban-
tuan berubah dan melakukan beberapa penyesuaian terkait
dengan beberapa insiden besar yang menimpa AS antara lain
serangan teroris 11 September 2001, Badai topan Katrina pada
2005 dan Badai topan Sandy pada 2012.%¢

Secara normatif, pengerahan militer untuk membantu
otoritas sipil tidak dilarang. Pasal 1 Bagian 8 Konstitusi AS ber-
bunyi “Congress shall have power ... to provide for calling forth the
Militia to execute laws of the Union, suppress Insurrections, and
repel Invasions.” Tidak hanya itu Konstitusi juga menegaskan
salah satu kewenangan Presiden AS yakni menjamin terlak-
sananya hukum secara baik.

Dalam konteks itu, militer, sekalipun diatur ketat, dapat
menjalankan misi operasi dalam negeri. Beberapa pelibatan
militer, baik tentara federal maupun garda nasional, untuk

otoritas sipil antara lain dalam penanganan banjir, kerusuhan,

25 US Army War College, How the Army Runs: A Senior Leader Reference Handbook
2005-2006 (Carlisle: US Army War College, 2005), him. 467-468.
26 US Army War College, "How the Army Runs,” him. 0-2.
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gempa bumi, kebakaran hutan, dan angin topan. Meski de-
mikian, operasi domestik ini harus tetap dalam koridor di ba-
wah kontrol sipil. Dengan kata lain, pelibatan militer hanya
dapat dilakukan apabila ada permintaan dari otoritas sipil atau
perintah dari Presiden AS. Selain itu, sepanjang pelaksanaan
misi operasi, militer tidak akan memimpin penanganan situasi
kedaruratan yang sedang berlangsung.”’

Pelaksanaan tugas perbantuan militer untuk otoritas sipil
di AS terbilang ketat. Ada banyak payung hukum yang meng-
atur tentang hal tersebut. Setidaknya ada sekitar 15 peraturan
perundang-undangan yang menyinggung tentang tugas per-
bantuan. Tidak hanya itu saja, ketentuan tentang misi ini juga
diatur mulai dari kebijakan Kementerian Pertahanan, perintah
Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata hingga perintah
komandan kombatan (combatant commander). Setiap negara
bagian juga memiliki aturan hukum sendiri tentang penggu-
naan Garda Nasional untuk tugas perbantuan. Salah satu ke-
tentuan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan terkait
tugas perbantuan adalah Department of Defense Directive
(DODD) 3025.18, Defense Support of Civil Authorities.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas perban-
tuan militer yang digelar di AS adalah misi yang dilakukan mi-
liter federal, Garda Nasional, hingga pegawai sipil Kementerian
Pertahanan dalam rangka merespon permintaan bantuan (re-
quest for assistance/ RFA) dari otoritas sipil dalam menangani

27 Pelaksanaan tugas perbantuan militer dalam ranah domestik di AS ini merupakan
bagian dari misi keamanan domestik (homeland security) dan bukan pertahanan
domestik (homeland defense). Jika menjalankan misi pertahanan domestik maka
Kementerian Pertahanan akan menjadi leading sector. Sedangkan untuk misi ke-
amanan domestik, Kementerian Pertahanan hanya menjadi supporting actor. Baca
Defense Technical Information Center, "Defense Support of Civil Authorities,” Joint
Publications 3-28 (31 Juli 2013). Diakses melalui http://www.dtic.mil/doctrine/
new_pubs/jp3_28.pdf, pada 3 Mei 2016; baca juga US Army War College, How the
Army Runs: A Senior Leader Reference Handbook 2015-2016, him. 20-1.
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situasi kedaruratan ataupun peristiwa tertentu. Karena itu,
tidak heran jika tugas perbantuan militer ini dimasukkan se-
bagai salah satu bentuk operasi militer gabungan. Selain dapat
dilakukan lintas matra angkatan, operasi ini juga bergantung
pada kemampuan militer bekerja sama dengan institusi sipil,
baik pemerintah maupun non pemerintah.*® Karena itulah,
tugas perbantuan militer ini merupakan misi yang kompleks
bagi angkatan bersenjata karena memiliki proses dan prosedur
yang berbeda dan spesifik dengan tugas perang, mulai dari
peran hingga postur operasi.”

Terminologi resmi yang digunakan dalam sejumlah doku-
men mengenai tugas perbantuan militer di AS adalah Defense
Support of Civil Authorities (DSCA). Mengingat seringnya peli-
batan pasukan Garda Nasional, misi ini juga sering dikenal se-
bagai National Guard Civil Support. Istilah ini merujuk dari
definisi yang tercantum dalam National Guard Regulation
S00-1, “support provided by the National Guard of the several
states while in State Active Duty (SAD) or Title 32 duty status to
civil authorities for domestic emergencies, and for designated law
enforcement and other activities.” Istilah lain yang digunakan
dalam menggambarkan DSCA adalah Military Assistance to
Civil Authorities (MACA).** Khusus mengenai MACA, ada tiga
sub-misi yang terkait.* Pertama, Civil Disturbance Operations
(CDO)*, merupakan bantuan yang diberikan Kementerian

28 Defense Technical Information Center, “Defense Support of Civil Authorities”.

29 US Army War College, "How the Army Runs,” him. 467.

30 Istilah DSCA banyak digunakan dalam sejumlah dokumen Kementerian Perta-
hanan, Department of Homeland Security, dan Joint Publications. Sedangkan, MACA
merujuk pada DOD Directive 3025.15 Military Assistance to Civil Authorities, tertang-
gal 18 Februari 1997.

31 US Army War College, "How the Army Runs,” him. 469.

32 Sebelum CDO, istilah yang digunakan adalah Military Assistance to Civil Disturban-
ces (MACDIS). Istilah CDO baru dikenalkan pertama kali dalam buku How the Army
Runs: A Senior Leader Reference Handbook 2015-2016 (2015).
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Pertahanan pada pemerintah federal, negara bagian, lokal dan
institusi penegak hukum dalam rangka merespon gangguan
publik seperti terorisme.** Kedua, Military Support to Civil Au-
thorities (MSCA), yang berupa aktivitas Kementerian Perta-
hanan dalam membantu institusi pemerintah sipil dalam me-
nangani darurat sipil.**Ketiga, Military Assistance to Civil Law
Enforcement Agencies (MSCLEA), yang merupakan tugas per-
bantuan dalam melakukan penanggulangan narkotika, teror-
isme dan operasi penegakan hukum lainnya.*

Selanjutnya, ada sepuluh prinsip dalam menjalankan
DSCA, yaitu:*®

a) Kementerian Pertahanan hampir selalu menggelar tugas
perbantuan ketika diminta otoritas sipil dan disetujui
Menteri Pertahanan. Kementerian Pertahanan juga dapat
menyiapkan bantuan ketika diperintah Presiden atau
Menteri Pertahanan atau pemberi otoritas lainnya

b) Kementerian Pertahanan tetap mendukung otoritas sipil
dan umumnya institusi federal

c) Strategi Kementerian Pertahanan untuk Pertahanan Do-
mestik dan Bantuan Sipil (2005) memastikan perlindung-
an AS dari serangan adalah prioritas tertinggi Kementeri-
an Pertahanan. Kecuali diperintah Menteri Pertahanan,
misi militer dan pertahanan domestik mendapat prioritas
daripada tugas perbantuan

d) Kementerian Pertahanan menyiapkan tugas perbantuan

yang sesuai dengan UU, arahan presiden, perintah ekse-

33 Detil mengenai sub-misi ini diatur dalam DOD Directive 3025.12, Military Assistance
for Civil Disturbances tertanggal 4 Februari 1994.

34 Mengenai sub-misi MSCA diatur dalam DOD Directive 3025.1 Military Support to
Civil Authorities tertanggal 15 Januari 1993.

35 Sejauh ini MSCLEA belum diatur dalam dokumen resmi Kementerian Pertahanan.

36 US Army War College, “How the Army Runs,” him. 20-3.
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f)

g)

h)

i)

kutif dan kebijakan Kementerian Pertahanan dengan
secara utuh dan bentuk akuntabilitas pejabat publik men-
cakup pengawasan proses tugas perbantuan serta menjun-
jung tinggi prinsip konstitusi dan kebebasan sipil.

Sebagai aturan umum, sumberdaya sipil digunakan perta-
ma kali dan tugas perbantuan umumnya dilakukan ketika
kapabilitas otoritas sipil tidak memadai dan ditentukan
oleh Badan Pengelola Kedaruratan Federal (Federal Emer-
gency Management Agency/ FEMA) atau badan federal
lainnya. Karena tugas perbantuan membutuhkan struktur
dan keahlian tertentu, maka ruang lingkup pelaksanaan
dan durasinya harus dibatasi.

Kementerian Pertahanan umumnya menggelar tugas per-
bantuan melalui institusi federal yang sudah ditentukan
dengan menyiapkan kerjasama dan perencanan yang di-
pandu dengan UU Sipil dan peraturan terkait kecuali te-
rorisme dan insiden lain dimana pemerintah federal me-
miliki yurisdiksi utama

Komponen Kementerian Pertahanan tidak mengadakan
atau memelihara pasokan, material dan peralatan khusus
untuk tugas perbantuan kecuali telah diatur dalam UU
atau ditetapkan Menteri Pertahanan

Angkatan bersenjata setiap saat tetap berada di bawah ko-
mando militer dan otoritas Kementerian Pertahanan
Komponen Kementerian Pertahanan tidak melakukan
fungsi pemerintahan sipil kecuali sangat dibutuhkan dan
hanya berlangsung sementara

Pengeluaran dalam tugas perbantuan bersifat biaya yang
mendapat penggantian (reimbursable) kecuali Presiden
menetapkan sebagai bencana sesuai dengan Stafford Act

atau Economy Act untuk situasi lainnya. Hanya Menteri
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Pertahanan dan Presiden AS yang dapat memerintahkan

pembebasan biaya penggantian tugas perbantuan.

Dalam menggelar tugas perbantuan, Kementerian Perta-
hanan membaginya dalam tiga kategori.’” Pertama, bencana
dan status darurat. Misi yang termasuk dalam kategori ini
antara lain penanganan bencana alam serta penanganan baha-
ya kimia, biologi, radiologi, nuklir dan bahan peledak (Chemi-
cal, Biological, Radiological, Nuclear and High-Yield Explosive),
baik yang disebabkan oleh alam, kecelakaan kerja maupun te-
rorisme. Kedua, mengembalikan kesehatan dan pelayanan pu-
blik serta ketertiban sipil. Misi yang termasuk dalam kategori
ini adalah mendukung penegakan hukum dan pemulihan pe-
layanan serta kesehatan publik akibat terjadinya insiden atau
gangguan seperti penanganan tumpahan minyak, kebakaran
hutan, pandemi penyakit, pelayanan kesehatan pascabencana,
imigrasi hingga pemusnahan penyakit tumbuhan dan hewan.

Khusus untuk membantu penegakan hukum, ada pember-
lakuan mekanisme tambahan mengingat adanya penggunaan
kekuatan bersenjata serta Posse Comitatus Act of 1878 (PCA)
yang tidak mengizinkan penggunaan pasukan militer federal
untuk melakukan fungsi kepolisian. Karena itu, dibutuhkan
adanya aturan penggunaan kekuatan bersenjata (Use of Force/
RUF) yang disetujui penasihat Kementerian Pertahanan
(DOD General Counsel) dan Jaksa Agung. Terakhir, kegiatan
khusus dan kegiatan rutin terjadwal. Beberapa misi tugas per-
bantuan yang termasuk dalam kategori ini antara lain peng-
amanan kegiatan politik, ekonomi atau olahraga yang bersifat
internasional; pelatihan dan ikut partisipasi dalam acara sipil.

37 US Army War College, "How the Army Runs,” 20-3: 20-15.
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Saat menangani bencana atau situasi kedaruratan, AS me-
nerapkan tiga level pendekatan.’® Pada level pertama, insiden
tersebut ditangani oleh pemerintah lokal sebagai penanggung
jawab utama wilayah. Jika situasi tidak terkendali, otoritas lo-
kal dapat meminta bantuan level kedua yakni pemerintah ne-
gara bagian. Permintaan ini harus dilakukan dengan kerjasama
dua pihak (mutual aid agreement). Dan jika insiden yang terjadi
sangat besar, level ketiga yakni pemerintah federal dapat me-
nyediakan bantuan sekalipun kerjasama dua pihak masih di-
persiapkan dan militer yang diterjunkan dapat berasal dari
Garda Nasional setempat dan lingkup federal. Sekalipun tidak
termasuk dalam tingkatan level tanggap darurat, bantuan seki-
tar lokasi peristiwa, baik itu di dalam satu negara bagian atau
antar negara bagian, juga dilakukan.

Khusus pemberian tugas perbantuan pada otoritas sipil
yang dilakukan pemerintah federal, Amerika menerapkan se-
buah mekanisme tersendiri.** Permohonan DSCA dilakukan
oleh Badan federal dan mengajukannya ke Sekretaris Eksekutif
Kementerian Pertahanan (DOD Executive Secretary)*. Selan-
jutnya, Sekretaris akan memproses dan meneruskan permo-
honan tersebut pada Asisten Menteri Pertahanan bidang Per-
tahanan Domestik dan Urusan Keamanan Amerika (Assistant
Secretary of Defense for Homeland Defense and America’s Security

38 US Army War College, "How the Army Runs,” 20-4.

39 Detil mekanisme DSCA silakan baca US Army War College, How the Army Runs: A
Senior Leader Reference Handbook 2015-2016.

40 Dalam struktur Kementerian Pertahanan AS, Sekretaris Eksekutif mempunyai be-
berapa tugas yakni (a) memberi dukungan pada Menteri dan Wakil Menteri Per-
tahanan dalam mengambil keputusan; (b) mengatur korespondensi dengan Ge-
dung Putih, Dewan Keamanan Nasional dan institusi lain; dan (c) mempersiapkan
sumberdaya pertahanan dan mengelola rutinitas kantor Kementerian Pertahanan.
Lebih lanjut dapat mengakses laman resmi Sekretaris Eksekutif Kementerian Per-
tahanan AS di http://execsec.defense.gov/
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Affairs)*, Staff Gabungan (Joint Staff/]JS) dan Direktur Bantu-
an Militer pada Staff Gabungan (JS J-34, Director of Military
Support/JSDOM). Sebelum mengeluarkan keputusan, permo-
honan tugas perbantuan akan dibahas dan dinilai terlebih da-
hulu dari aspek operasional, hukum dan kebijakan. Hal ini
untuk memastikan tidak adanya peraturan yang dilanggar dan
operasi yang digelar tidak mengganggu kesiapan operasional
prajurit. Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah biaya, kesi-
apan, keselamatan prajurit, penggunaan senjata dan payung
hukum. Setelah melakukan pembahasann dan apabila permo-
honan disetujui maka Asisten Menteri Pertahanan tersebut
akan menerbitkan perintah tugas perbantuan. Selanjutnya
JDOMS akan melaksanakan perintah tersebut dengan menyi-
apkan pasukan yang akan terlibat dalam misi operasi. Semua
perbantuan dalam bentuk DSCA akan diproses melalui Pejabat
Koordinasi Pertahanan (Defense Coordinating Officer/DCO).
Segala kebutuhan lokal (RFA) akan dikomunikasikan oleh Pe-
jabat Koordinasi Negara Bagian (State Coordinating Officer/
SCO) pada Pejabat Koordinasi Federal (Federal Coordinating
Officer/FCO) yang bertugas di FEMA. Dan kebutuhan terse-
but akan diteruskan pada DCO apabila FCO merasa tidak
memiliki kapabilitas dalam memenuhi permintaan tersebut.
Umumnya, tugas perbantuan dalam bentuk apapun yang
diajukan Badan Federal harus disetujui Menteri Pertahanan.
Namun, untuk kejadian lokal yang dapat mengancam kesela-
matan jiwa dan properti, di luar kapasitas otoritas lokal dan
membutuhkan tindakan cepat maka komandan militer setem-
pat dapat melakukan tugas perbantuan tanpa perlu membutuh-

41 Asisten Menteri Pertahanan bidang Pertahanan Domestik dan Urusan Keamanan
Amerika merupakan Pengendali dalam krisis domestik dan urusan keamanan da-
lam negeri di Kementerian Pertahanan.
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kan otorisasi misi lebih lanjut. Meski demikian, komandan se-
tempat harus segera memberitahukan paling lama 3 jam pada
Asisten Menteri Pertahanan bidang Pertahanan Domestik dan
Urusan Keamanan Amerika melalui jalur komando yang ada.
Tugas perbantuan ini umumnya dilakukan tidak lebih dari 72
jam. Jika lebih dari waktu tersebut maka pelaksanaan tugas
berbantuan harus mengikuti mekanisme baku yang ada. Segala
pembiayaan yang keluar dalam misi ini akan dimintakan per-
gantian pada pihak yang mengajukan tugas perbantuan. Sama
halnya apabila kasus kedaruratan tertentu dalam skala besar,
dimana otorisasi dari Presiden AS tidak memungkinkan na-
mun pemerintah lokal tidak mampu menangani insiden terse-
but maka komandan militer federal diperbolehkan untuk me-
lakukan tugas perbantuan secara sementara.

Dalam menjalankan tugas perbantuan, Kementerian Per-
tahanan tidak menyiapkan suatu pasukan militer secara khu-
sus. Merujuk pada DODD 3025.18, tugas perbantuan dapat
melibatkan personel militer aktif dan cadangan termasuk Gar-
da Nasional. Pada sejumlah insiden, Garda Nasional adalah
pasukan yang kerap kali ditugaskan pertama dalam penangan-
an kedaruratan. Selain karena keberadaannya yang ada di se-
tiap negara bagian, kompleksitas misi militer di ranah domes-
tik juga membawa konsekuensi tersendiri. PCA tegas melarang
pelibatan militer dalam urusan penegakan hukum. Namun
perundangan tersebut tidak melarang pelibatan Garda Nasio-
nal dalam urusan domestik. Dengan demikian, status unik*

42 Dalam menjalankan tugas baik di tingkatan negara bagian maupun federal, per-
sonel Garda Nasional memiliki tiga status yakni (a) State Active Duty (SAD) dimana
kontrol dan komando berada di bawah Gubernur dan hanya beroperasi dan dibi-
ayai serta menjalankan misi sesuai peraturan negara bagian; (b) U.S. Code Title 32
(tugas Garda Nasional secara penuh/full National Guard duty) dimana kontrol dan
komando berada di bawah Gubernur namun dapat bertugas di seluruh wilayah
AS, dibiayai dan menjalankan misi pemerintah federal; (c) U.S. Code Title 10 (tugas
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yang dimiliki telah memudahkan Garda Nasional untuk mela-
kukan tugas perbantuan bagi aparat penegakan hukum.*

Mengenai durasi pelaksanaan dan pembiayaan tugas per-
bantuan, Amerika Serikat membuat ketentuan yang relatif
fleksibel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila
tugas perbantuan dilakukan untuk menangani insiden yang
membutuhkan aksi cepat dan tidak memerlukan otorisasi peja-
bat tinggi maka durasi misi operasi paling lama 72 jam. Meng-
ingat tugas perbantuan harus dilakukan secara hati-hati dan
cermat, maka umumnya misi ini dijalankan dalam periode
singkat dan tidak lebih dari 30 hari. Sedangkan, hampir semua
pembiayaan tugas perbantuan dilakukan dan diterapkan ber-
dasarkan sistem reimbursement pada pihak yang mengajukan
misi operasi. Pembebasan biaya hanya akan dilakukan apabila
ditetapkan Menteri Pertahanan dan Presiden AS. Khusus un-
tuk bencana nasional yang ditetapkan presiden maka pembia-
yaan tugas perbantuan akan dibebankan pada Disaster Relief
Fund (DRF).

3.5. REFLEKSI PRAKTIK TUGAS PERBANTUAN
MILITER DI NEGARA DEMOKRASI

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tugas perbantuan
militer kepada pemerintah sipil adalah praktik umum di se-
jumlah negara demokrasi. Adanya kesamaan dan perbedaan
dalam sisi pelaksanaan tugas perbantuan militer menunjukkan

aktif/active duty) dimana kontrol dan komando berada di bawah Presiden, dapat
bertugas di manapun, biaya dibebankan pada pemerintah federal dan menjalankan
misi sesuai dengan yang ditetapkan.

43 Defense Technical Information Center, "Defense Support of Civil Authorities,” Joint
Publications 3-28 (31 Juli 2013), diakses pada Mei 2016, http://www.dtic.mil/doc-
trine/new_pubs/jp3_28.pdf.
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adanya nuansa ‘lokalitas’ yang ikut memengaruhi jalannya misi
tersebut. Meski demikian, terdapat lima catatan umum yang
harus diperhatikan dari praktik tugas perbantuan militer ke-
pada pemerintah sipil di sejumlah negara demokrasi.

Pertama, pentingnya definisi ruang lingkup dan basis
legal kuat dalam tugas perbantuan. Ketiadaan definisi menge-
nai ruang lingkup tugas perbantuan militer juga mempunyai
masalah tersendiri. Sebab, kelenturan definisi ruang lingkup
akan rentan untuk dimanipulasi dan dipolitisir. Dalam kasus
Australia misalnya, banyak kritik yang muncul terhadap keti-
dakjelasan definisi ‘kekerasan domestik’ (domestic violence)
dan ‘kepentingan persemakmuran’ (commonwealth interest).
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya misi DACP di Aus-
tralia dilakukan dalam rangka penegakan hukum, melindungi
kepentingan persemakmuran serta melindungi negara dari ke-
kerasan domestik.** Dan Pasal 119 Konstitusi Australia tegas
menyebutkan “The Commonwealth shall protect every State
against invasion and, on the application of the Executive Go-
vernment of the State, against domestic violence.”

Kegagalan perundang-undangan dalam membuat definisi
operasional memadai tentang ruang lingkup tugas perbantuan
akan sangat rawan dimanipulasi dan dipolitisir pemerintah
untuk kepentingan kelompok dan bukan publik.* Rowan Ca-
hill menjelaskan terbitnya Defence Legislation Amendment (Aid
to Civilian Authorities) Act 2000 telah memudahkan pemerin-
tah federal untuk melibatkan militer di ranah domestik. Akan

44 Ewing, "Aid to the Civil Power,” him. 9.

45 Federationof Community LegalCentres, Submission Regarding the Defence Legislation
Amendment (Aid to Civilian Authorities) Bill 2005 (Cth), (Januari 2006). Diakses melalui
http://www.aph.gov.au/~/media/wopapub/senate/committee/legcon_ctte/
completed_inquiries/2004_07/defence/submissions/sub08_pdf.ashx, pada 3 Mei
2016.
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tetapi, dengan ketiadaan definisi memadai tentang kepenting-
an persemakmuran maka akan memudahkan pemerintah un-
tuk memasukkan agenda sendiri dan dikemas dalam kerangka
kepentingan persemakmuran.*® Sir Robert Mark menambah-
kan kegagalan pemerintah dalam menarasikan tugas perbantu-
an militer yang tidak mengancam kebebasan sipil akan menim-
bulkan ketidaknyamanan publik.*” Karena itu, tanpa adanya
definisi memadai mengenai ruang lingkup tugas perbantuan
akan menimbulkan persepsi bahwa militer akan memperluas
kekuasaan dan kewenangannya dalam ranah domestik.
Kedua, pentingnya prosedur yang baku dan pengawasan
yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan
dalam pelaksanaan tugas perbantuan. Dalam pelaksanaan misi
bantuan sipil, penggunaan pasukan yang bersenjata lengkap
kadang tidak dapat dihindari. Tanpa prosedur dan pengawasan
yang ketat, penggunaan kekuatan bersenjata yang berlebihan
ini dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri. Insiden pem-
batasan kebebasan sipil yang diikuti dengan penangkapan dan
penahanan pada lebih dari 450 orang di Quebec pada tahun
1970 jelas menjadi catatan tersendiri dalam praktik tugas per-
bantuan. Maloney mencatat banyak penggiat kebebasan sipil di
Kanada kaget dengan respon militer atas krisis di Quebec. War
Measures Act yang menjadi basis pelaksanaan tugas perbantuan
militer dalam situasi kedaruratan dianggap terlalu keras dan
membuka celah militer untuk mengambil alih kekuasaan.*®

46 Rowan Cahill, "Homeland Insecurity,” lllawarra Unity - Journal of the Illawarra Branch
of the Australian Society for the Study of Labour History 6, no. 1 (2006): 22-23. Diak-
ses melalui http://ro.uow.edu.au/unity/volé/iss1/3, pada 3 Mei 2016.

47 Sir Robert Mark and Department of Administrative Services, Report to the Minister
for Administrative Services on the organisation of police resources in the Common-
wealth area and other related matters (Canberra: Australian Government Publishing
Service, 1978).

48 Maloney, "Domestic Operations”.
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Walaupun dapat menumbuhkan rasa aman, penggunaan
kekuatan militer yang tidak proporsional, di sisi lain, dapat juga
menimbulkan persepsi intimidasi bagi publik terutama bagi
pihak yang terlibat sengketa industrial. Macgillivray mencatat,
dalam kasus Cape Breton, para buruh yang terlibat mogok
kerja merasa terindimidasi dengan kehadiran prajurit militer
bersenjata.* Perasaan intimidasi tersebut kemudian disebarlu-
askan oleh jaringan buruh di Kanada. Tentu saja, persepsi ne-
gatif yang timbul ini dapat mengganggu proses penanganan
kedaruratan.

Oleh karena itu, tanpa membangun prosedur baku dan
pengawasan ketat perihal penggunaan kekuatan bersenjata mi-
liter dalam tugas perbantuan akan membuka celah penyalah-
gunaan kekuasaan, baik yang mungkin dilakukan otoritas sipil
ataupun militer. Sir Nick Harvey mengungkapkan semestinya
militer yang dilatih dengan menggunakan senjata mematikan
untuk berperang melawan musuh dari luar tidak digunakan
untuk melawan warga negaranya sendiri secara regular. De-
ngan kata lain, pengerahan kekuatan bersenjata yang berlebih-
an dalam tugas perbantuan adalah salah dan over-reaction.*

Ketiga, akuntabilitas dan transparansi mekanisme peli-
batan militer dalam misi operasi domestik. Minimnya me-
kanisme baku dan jelas dalam perundangan mengenai penge-
rahan prajurit militer dalam membantu otoritas sipil akan me-
nyebabkan akuntabilitas dan transparansi dari misi tersebut
bisa dipertanyakan. Keberadaan sebuah mekanisme baku dan
jelas mengenai tugas perbantuan militer akan berperan sebagai
kunci dalam memelihara akuntabilitas. Dengan adanya pro-
sedur yang diatur lugas serta dirinci dengan sejumlah kriteria

49 Macgillivray, "Military Aid,” him. 63.
50 Harvey, “Supporting civilian authority”.
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yang umum berlaku di negara demokrasi akan menghindari
peluang terjadinya penyalahgunaan militer untuk kepentingan
politik tertentu. Adanya mekanisme ini juga akan membantu
militer dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana
publik.

Keempat, efektivitas pelaksanaan tugas perbantuan. Ti-
dak ada yang memungkiri bahwa militer memiliki keunggulan
dibandingkan institusi sipil saat menangani situasi darurat.
Struktur organisasi yang solid, terlatih, dan dilengkapi persen-
jataan serta perlengkapan yang baik menjadikan kekuatan mi-
liter mampu untuk digerakkan secara cepat dalam menghadapi
situasi darurat. Dengan kata lain, militer memiliki kapabilitas
dan sumberdaya yang memadai untuk membantu otoritas sipil
dalam menghadapi kedaruratan dan bencana.”!

Sekalipun tidak ditujukan utamanya untuk menghadapi
penanggulangan bencana, kapasitas militer dalam memberi
respon sejumlah insiden kasus bencana, baik yang disebabkan
oleh alam maupun manusia, mendapat respon positif. Akan
tetapi, efektivitas pelaksanaan tugas perbantuan yang terkait
dengan urusan penegakan hukum dan ketertiban publik masih
menjadi pertanyaan. Dalam kasus mogok buruh di Cape Bre-
ton, Kanada pada tahun 1920-an, misalnya, efektivitas penu-
gasan militer sebagai alat stabilitas sulit untuk diukur.’> Selain
dapat memberi keuntungan bagi pihak industri yang saat itu
bersengketa, jenis pasukan yang terlibat dalam misi operasi
juga menjadi faktor yang diperhatikan. Dalam kasus di Cape
Breton, dalam pelaksanaan tugas perbantuan, prajurit Ang-
katan Udara dan Angkatan Laut juga ikut dilibatkan. Dan kala

51 US Army War College, "How the Army Runs,” him. 467.

52 Kasus mogok buruh di Cape Breton bukanlah fenomena baru. Sepanjang periode
1876-1909, setidaknya empat kali pemerintah Kanada melibatkan militer dalam
masalah sengketa industrial. Macgillivray, “Military Aid,", him. 45-64.
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itu, aksi buruh juga tidak mendapat banyak dukung publik. Ke-
hadiran prajurit militer dalam menangani sengketa industrial
justru meningkatkan terjadinya tindak kekerasan. Sekalipun
polisi juga disebutkan menginisiasi terjadinya beberapa kasus
kekerasan.*?

Meskipun prajurit militer sudah memiliki perencanaan
dan mendapatkan pelatihan yang memadai, bukan berarti mi-
liter akan serta merta kapabel dalam menangani misi penegak-
an hukum dan pemulihan ketertiban publik. Patut diingat,
kompetensi militer yang dibangun negara adalah untuk ber-
perang dan bukan menyelesaikan gangguan publik. Berkaca
dari kasus Cape Breton, jenis pasukan dalam tugas perbantuan
terutama dalam misi membantu penegakan hukum dan peme-
liharaan ketertiban publik menjadi faktor yang harus diperhati-
kan. Dengan begitu, efektivitas pelaksanaan tugas perbantuan
militer dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Kelima, pentingnya akuntabilitas hukum. Harus diakui,
pelibatan militer dalam misi tugas perbantuan rawan terjadi-
nya pelanggaran. Pada empat negara demokrasi di atas, kese-
muanya menggunakan UU Militer dalam memayungi jalan-
nya tugas perbantuan militer. Dengan kata lain, apabila terjadi
pelanggaran maka yang akan diterapkan adalah hukum pidana
militer atau disiplin militer. Meski demikian, Ward mencatat
ada tiga kesulitan secara legal yang dihadapi militer Australia
dalam pelaksanaan tugas perbantuan, yaitu: (a) ketiadaan tin-
jauan hukum memadai sebelum misi dijalankan; (b) prajurit
yang diterjunkan tidak mendapat perlindung payung hukum
yang baik; dan (c) instruksi operasional tugas perbantuan se-
ring kali mengabaikan aspek militer.’* Padahal, perlindungan

53 Macgillivray, "Military Aid,” hlm. 58.
54 Elizabeth Ward, “Call Out the Troops,” Parliamentary Information and Research Ser-
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terhadap prajurit yang terlibat dan kejelasan pertanggungja-
waban tugas perbantuan penting dilakukan. Siapa yang ber-
tanggung jawab apabila ada warga sipil yang tewas akibat tugas
pemulihan ketertiban atau operasi penyelamatan? Apakah oto-
ritas sipil yang mengajukan tugas perbantuan dapat dimintai
pertanggungjawaban? Oleh karena itu, jaminan hukum yang
jelas dan tegas dalam mengatur tugas perbantuan akan melin-
dungi prajurit dan hak sipil sepanjang pelaksanaan misi opera-

S1.

vices (Australia: Department of the Parliamentary Library, 1997).
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BAB 4

PERBANTUAN MILITER
[PERAN INTERNAL)
SEBELUM ERA REFORMASI

Dinamika lingkungan politik merupakan faktor penting yang
memengaruhi kerangka pengaturan dan praktik peran internal
militer. Sebelum era reformasi, militer tidak hanya merupakan
kekuatan pertahanan-keamanan, tapi sekaligus juga menjadi
salah satu kekuatan sosial dan politik, atau yang sering disebut
sebagai dwifungsi. Dengan menjalankan dua fungsi tersebut,
militer tidak hanya menjadi penjaga stabilitas keamanan, tapi
juga mewarnai dinamika pembangunan politik dan ekonomi
Bab ini membahas dinamika peran internal militer pada
era Orde Lama dan Orde Baru. Peran internal militer pada
masa Orde Lama dan Orde Baru terlihat lebih dominan ketim-
bang persoalan perbantuan militer kepada kepolisian, karena
sejak era pembentukan ABRI pada 21 Juni 1962 penggabungan
Polri dan TNI di dalam ABRI menimbulkan problematika ter-
kait dengan pembagian peran kedua institusi tersebut. Paparan
tidak hanya mengulas kerangka dan model pengaturan militer,
tapi juga konteks dan dinamika politik yang mempengaruhi-
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nya. Selain itu, juga akan dibahas sejumlah persoalan yang

muncul.

4.1. ERA ORDE LAMA

Peran internal militer telah menjadi bagian yang tak terpisah-
kan dalam sejarah perjalanan militer Indonesia pada era Orde
Lama. Saat itu militer tidak hanya terlibat dalam menjaga ke-
amanan dalam negeri, tapi pada praktiknya juga menjalankan
peran sosial, politik dan ekonomi. Dalam berbagai studi dise-
butkan bahwa peran yang dijalankan oleh militer ini sering di-
rujuk sebagai praktik dwifungsi yang realitasnya telah dimulai
hadir sejak awal kemerdekaan dan dalam perkembangnnya se-
makin menguat terutama pada tahun-tahun akhir masa peme-
rintahan Orde Lama.

Meski dwifungsi telah jalankan sejak awal kemerdekaan,
beberapa studi membedakan praktik dwifungsi militer yang di-
jalankan antara sebelum dengan sesudah dicetuskannya kon-
sep “Jalan Tengah” oleh Jenderal Abdul Haris Nasution tahun
1958. Pada masa revolusi kemerdekaan, orientasi dwifungsi mi-
liter lebih fokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan
dan menjaga integritas negara-bangsa yang belum lama lahir,
bukan karena doktrin militer yang melegalisasi campur tangan
militer dalam urusan pemerintahan. Berbeda halnya dengan
praktik dwifungsi setelah diperkenalkannya konsep “Jalan
Tengah” Nasution yang secara ideologis membuka jalan bagi
militer untuk berpolitik, mencampuri keamanan dalam negeri

dan kehidupan sipil lainnya.!

1 Sukardi Rinakit, The Indonesian Military After New Order, (Singapore: Nordic In-
stitute of Asian Studies Press and Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS),
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Keterlibatan militer dalam politik dan keamanan dalam
negeri pada masa orde lama tentunya tidak bisa dilepaskan dari
konteks politik dan kondisi keamanan yang berkembang saat
itu. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mengha-
dapi ketidakstabilan politik dan keamanan dalam negeri yang
mengiringi dekade pertama perjalananmnya, mulai dari Agresi
Belanda II, konflik politik yang tajam antar berbagai kekuatan
politik serta pemberontakan di daerah. Keadaan ini membuka
jalan bagi keterlibatan militer dalam politik dan keamanan
dalam negeri.

Periode tahun 1945-1949 merupakan fase pembentukan
awal peran militer. Secara historis, setelah proklamasi kemer-
dekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai sebuah
negara baru belum memiliki kekuatan militer. Pemerintahan
republik pertama tidak membentuk militer negara karena para
pemimpinnya saat itu memfokuskan waktunya pada upaya
meraih kemerdekaan.”> Hampir tidak ada perhatian pada pem-
bentukan militer atau masalah pertahanan.’ Hal ini kemudian
menimbulkan kekecewaan di antara pemimpin militer terha-

dap kalangan sipil, sehingga mendorong para pemimpin militer

2005) him. 15; Arry Bainus, Mengatur Tentara, (Bandung: Mé63 Foundation dan
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AlOI), 2012), him. 72-73.

2 AryBainus mencatat halitu disebabkan oleh tiga kemungkinan. Pertama, tentara
pendudukan Jepang akan keberatan mengingat secara resmi mereka bertang-
gungjawab atas pemeliharaan ketertiban umum, sehingga walaupun dalam ren-
cana kabinet ada bidang pertahanan, akan tetapi tidak pernah ditunjuk Menteri
Pertahanan pada awal kemerdekaan. Kedua, dengan tidak membentuk tentara,
bahwa Indonesia bukan negara boneka Jepang dan lebih menginginkan cara-
cara damai. Ketiga, karena negara-negara pemenang perang merupakan negara
demokratis yang diharapkan bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan dan
bebas dari belenggu penjajahan, sehingga tidak perlu terjadi konflik bersenjata
dengan kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Arry Bainus, Mengatur Tentara.
(Bandung: M63 Foundation dan Asosiasi [lmu Politik Indonesia (AlOI), 2012), him.
72-73.

3 Sukardi Rinakit, The Indonesian Military After New Order, (Singapore: Nordic In-
stitute of Asian Studies Press and Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS,
2005), htm. 15.
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untuk membentuk organisasi militer sendiri, melengkapi dan
mempersenjatai serta menjalankan operasi menurut kehendak
mereka sendiri.*

Pada tahun awal setelah kemerdekaan belum ada penga-
turan yang spesifik dan rinci tentang fungsi pertahanan dan
fungsi keamanan. UUD 1945 saat itu hanya mengatur Presiden
sebagai pemegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Laut, dan
Udara serta kewenangan menyatakan perang. Sedangkan ke-
tentuan tentang Pertahanan Negara hanya menjelaskan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara (BAB XII, Pasal 30).

Meski demikian, pembahasan tentang organisasi kemili-
teran sejatinya telah muncul dalam sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI)).® Organisasi militer pada
konteks ini tidak ditekankan pada adanya kapabilitas tertentu
yang berkaitan dengan fungsi atau peran militer. Fungsi militer
disebutkan pertama kali penamaannya oleh Oto Iskandar di
Nata selaku ketua Ketua Panitia Kecil dalam PPKI pada 19
Agustus 1945.° Saat itu Oto Iskandar di Nata menjabarkan
empat prioritas pembahasan dimana prioritas yang keempat
adalah fungsi militer.

Pembahasan fungsi militer diawali dengan pembentukan
sebuah Tentara Kebangsaan. Hal yang menarik di dalam pem-
bahasan itu adalah telah ada upaya pembedaan peran antara
peran kepolisian dan peran militer. Sebagaimana ditegaskan

4 Sukardi Rinakit, The Indonesian Military After New Order, hlm. 15.

5 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dalam bahasa Jepang
disebut Dokuritsu Junbi Inkai merupakan panitia yang tugasnya adalah mem-
persiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7
Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno, untuk menggantikan lembaga yang
telah dibubarkan sebelumnya, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

6 Ananda B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004), him. 500.



PERBANTUAN MILITER (PERAN INTERNAL) SEBELUM ERA REFORMASI

oleh Oto Iskandar di Nata, bahwa Tentara Kebangsaan meru-
pakan alat pertahanan.” Hal ini disimpulkan lebih lanjut oleh
Soekarno bahwa pengaturan Tentara Kebangsaan diurus oleh
Departemen Pertahanan, sekaligus menegaskan adanya Tri
Marta, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara sebagai organisasi yang diurus, termasuk di dalamnya
Sekolah Militer Tinggi, dan lain sebagainya.®

Apa yang dibicarakan di dalam rapat PPKI pada 19 Agus-
tus 1945 itu berujung pada pembentukan Badan Keamanan
Rakyat (BKR). Pembentukan badan keamanan ini diumum-
kan oleh Soekarno pada 23 Agustus 1945, yang di dalamnya
terdiri dari beberapa unsur yang berbeda, mulai dari pejuang-
pejuang bawah tanah, satuan-satuan pelajar pejuang, satuan-
satuan bersenjata partai atau organisasi politik baik nasionalis,
sosialis, komunis maupun keagamaan hingga satuan-satuan
militer yang berbasis kesukuan.” Dalam perkembangannya,
BKR menjadi cikal bakal terbentuknya militer di Indonesia.

BKR sendiri kemudian ditetapkan menjadi Tentara Ke-
amanan Rakyat (TKR) melalui Maklumat Pemerintah Repu-
blik Indonesia tanggal S Oktober 1945, namun fungsi utama-
nya pada saat itu tetap memelihara keamanan dalam negeri,
bukan menghadapi musuh dari luar. Dalam perkembangan se-
lanjutnya, terjadi sejumlah perubahan penamaan. Berdasar-
kan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946, Tentara Keamanan
Rakyat (TKR) diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Lebih jauh, Tentara Keselamatan Rakyat diubah lagi menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI) dan akhirnya kemudian
menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

7 Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, him. 520.
8 Kusuma, hlm. 524.
9 Arry Bainus, Mengatur Tentara, him. 72-73.
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Perlu diingat bahwa periode antara 1945 hingga 1950 Re-
publik Indonesia berada pada periode yang penuh dengan kon-
flik bersenjata. Selama periode tersebut, terdapat dua Agresi
Militer melawan Belanda dan juga konflik bersenjata dengan
pasukan sekutu. Colin Brown dalam bahasannya terkait Indo-
nesia pada periode 1945 hingga 1949 menerangkan pula bahwa
konflik bersenjata yang terjadi tidak hanya antara pemerintah
Indonesia dengan pasukan Belanda, tetapi juga konflik antar
pemerintah dengan kelompok rakyat Indonesia dan antar rak-
yat (konflik horizontal). Brown menegaskan bahwa pada perio-
de tersebut, lebih banyak orang tewas akibat pertikaian inter-
nal dibandingkan ketika melawan pasukan Belanda."

Salah satu ciri penting dari periode tersebut adalah keterli-
batan banyak elemen dalam peperangan. Maklumat Markas
Besar Umum TKR pada 30 Oktober 1945 dapat menjadi con-
toh. Maklumat tersebut memberikan maklumat kepada laskar-
laskar rakyat bahwa laskar harus ikut serta bertempur dalam
perannya sebagai ‘penolong dan pembantu TKR dalam mem-
pertahankan kemerdekaan’"

Pada periode Demokrasi Liberal (1950-1959),'? upaya pe-
nataan dan pembenahan organisasi militer memang mulai di-
jalankan, termasuk fungsinya dalam bidang pertahanan dan
hubungannya dengan lembaga atau instansi lainnya. Meski
demikian, dinamika politik dan keamanan yang tidak stabil
semasa berjalannya periode politik ini berujung pada semakin
meningkatnya praktik dwifungsi militer. Di penghujung era
politik ini, dengan dilegitimasi oleh sebuah doktrin, peran in-

10 Colin Brown, A Short History Of Indonesia (Crows Nest, N.S.W.: Allen & Unwin,
2003), him. 158-159.

11 Aan Ratmanto, Kronik TNI, 1945-1949 (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2013),
him. 27.

12 Basuki, Reformasi TNI, hlm. 139.
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ternal militer dalam ranah sosial, politik serta keamanan dalam
negeri semakin menguat.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang berlaku
pada periode ini dan sebelumnya yakni Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku dari 27 Desember 1949
hingga 17 Agustus 1950, menganut faham demokrasi liberal
dengan faham supremasi sipil dan sistem multi partai. Pada
masa ini posisi militer ada di bawah kendali sipil dan tidak
dibenarkan berpolitik."

Dalam kedua Konstitusi itu, perihal militer dan pertahan-
an serta hubungan dengan lembaga lain juga diatur. Konstitusi
RIS misalnya, tidak hanya mencakup penegasan perihal fungsi
tentara dalam bidang pertahanan, tapi juga mengenai apa yang
secara modern dikenal sebagai tugas perbantuan militer ke-
pada pemerintahan sipil. Perihal isu pertahanan, Pasal 181
Konstitusi RIS menegaskan bahwa: (1) Pemerintah memegang
pengurusan pertahanan; (2) Undang-undang federal mengatur
pembentukan, susunan dan tatanan, tugas dan kekuasaan alat
perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan kebi-
jaksanaan pertahanan pada umumnya, mengorganisasi dan
membagi tugas tentara dan, dalam waktu perang, memimpin
perang. Sedangkan istilah perbantuan ditegaskan pada Pasal
185 Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa: (1) Daerah-dae-
rah bagian tidak mempunyai tentara sendiri; (2) Untuk menja-
min ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka
atas permintaan pemerintah daerah bagian Pemerintah Repu-
blik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketentaraan
kepada daerah bagian itu.

13 A. Malik Haramaian, Gus Dur, Militer, dan Politik, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta,
2004), him. 39.
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Pada Pasal 185 Ayat (2) Konstitusi RIS jelas menyatakan
bahwa bantuan ketentaraan dapat diberikan kepada pemerin-
tah daerah atas dasar sebuah permintaan. Pasal ini menunjuk-
kan sebuah mekanisme hubungan yang dalam pemahaman
konteks saat ini sebagai sebuah hubungan tugas perbantuan.
Selain itu, dapat terlihat dengan adanya pola perbantuan ini
secara jelas terlihat adanya perbedaan peran dan tanggung
jawab antara fungsi militer dan fungsi kepolisian.

Lebih jauh, pada era RIS ini penerapan prinsip pemisahan
peran tersebut juga dapat dilihat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Keppres No. 22 Tahun 1950 menetap-
kan bahwa Kebijakan Polisionel berada di bawah Perdana
Menteri, teknis dan administrasi di bawah Menteri Dalam
Negeri, dan kegiatan sehari-hari di bawah Kepala Kepolisian
RIS.** Sedangkan kekuasaan militer berada di bawah Menteri
Pertahanan berdasarkan PP No. 7 Tahun 1950."

Dalam perkembangannya, Konstitusi RIS tidak bertahan
lama dan kemudian digantikan dengan UUD Sementara tahun
1950 (UUDS 1950). UUDS 1950 berlaku berdasarkan Un-
dang-Undang No. 7 Tahun 1950, LN 1950-56 yang diundang-
kan pada 15 Agustus 1950. Atas dasar menimbang dapat dike-
tahui bahwa dalil pembentukan UUDS ini adalah keinginan
membentuk sebuah negara Republik Kesatuan, di mana Ne-
gara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur mengua-
sakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk bermu-
syawarah dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik
Indonesia. UUDS ini dibentuk sebagai transisi dari UUD RIS

14 Ayatrohaedi, et al., "Kumpulan Buklet Hari Bersejarah II," him. 44.
15 Hariyono, Penerapan Status Bahaya Di Indonesia (Jakarta, Pensil-324, 2008), him.
L4—-45,
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dalam upaya membentuk konstitusi baru yang mengakomodir
sebuah bentuk negara kesatuan.

UUDS 1950 berlaku hingga diumumkannya Dekrit Presi-
den oleh Presiden Soekarno pada S Juli 1959. Dalam hal per-
bantuan militer kepada sipil, UUDS 1950 mengangkat prinsip
yang sama dengan UUD RIS, yaitu menyebutkan secara tegas
perihal pemisahan wewenang pertahanan dan keamanan, serta
kondisi berkaitan dengan munculnya sebuah hubungan per-
bantuan. Ketentuan terkait hal tersebut dapat ditemukan pada
Pasal 129 Ayat (2) UUDS 1950 yang menyatakan:

Pasal 129
Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan ba-
haya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya
menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa
sipil yang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertib-
an umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada
kuasa Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil

takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang.

Selain dalam UUDS 1950, muncul pengaturan tugas per-
bantuan pada masa damai dalam Peraturan Pemerintah No.
63/1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Mi-
liter. PP tersebut diterbitkan untuk mengganti Keputusan Pre-
siden RI No. 175 dan No. 213 tahun 1952.

Pada era demokrasi liberal (demokrasi parlementer) ini,
pemerintah dan militer memang berupaya menata militer yang
saat itu belum diatur secara rapi. Bagi tentara, penataan ini ber-
makna bagaimana membangun tentara profesional dan teror-
ganisasi. Dalam upaya tersebut, sejumlah langkah yang dilaku-
kan antara lain kebijakan penataan lembaga, reorganisasi dan
rasionalisasi. Meski langkah ini pada awalnya mendapat duku-
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ngan dari pemerintah, dari internal tentara justru muncul pe-
nolakan yang kemudian mengganggu dan dampaknya bukan
hanya menyebabkan program itu berhenti, tapi juga mencuat-
kan konflik internal di kalangan tentara.'®

Selain itu, masa ini juga ditandai oleh kondisi politik yang
tidak stabil yang juga ikut berdampak memengaruhi arah jalan
penataan institusi militer di kemudian hari. Pada masa ini kon-
disi lembaga legislatif yang dominan cenderung memiliki pres-
tasi yang lemah. Jalannya Pemilu demokratis belum melahir-
kan pemerintahan yang kuat dan stabil, dan justru yang terjadi
pertikaian tajam antar-parpol, merajalelanya korupsi, penya-
lahgunaan wewenang, serta kondisi ekonomi yang buruk.
Kondisi politik nasional tersebut semakin diperburuk oleh in-
stabilitas kondisi keamanan dengan munculnya pemberon-
takan-pemberontakan separatisme di daerah. Dalam realitas-
nya, ketidakstabilan politik pada era demokrasi liberal (parle-
menter) dan kondisi keamanan yang diakibatkan pemberon-
takan-pemberontakan militer di daerah pada akhirnya tidak
hanya berdampak pada perubahan sistem politik, tapi juga
pada penguatan peran internal militer.

Bertemunya antara kepentingan Soekarno dan militer
menjadi faktor penting dalam terjadinya perubahan tersebut.
Penting untuk dicatat bahwa pada masa demokrasi parlemen-
ter, sebagaimana dicatat oleh Yahya Muhaimin, yang banyak
berperan adalah partai-partai politik terutama yang masuk
dalam kabinet. Kekuasaan politik dan pembuat kebijakan ada-
lah partai politik. Sedangkan Soekarno dan kaum militer yang
dalam sistem ini merupakan kekuasaan politik yang sifatnya
extra parlementer memiliki kekuasaan yang terbatas. Karena
itu, semasa berlakunya sistem demokrasi parlementer kekuatan

16 A.Malik Haramaian, Gus Dur, Militer, dan Politik, him.40.
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politik Soekarno dan militer dapat dikatakan terpinggirkan."”

Efektifitas peran militer dalam meredam pemberontakan-
pemberontakan militer di daerah membuat militer semakin
dipandang positif, tidak hanya di dalam internal militer sendiri
tapi juga kalangan sipil dan presiden. Peran mliter dipandang
penting bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan dan ke-
amanan saja, tapi juga peran politiknya sebagai penyeimbang
kekuatan politik. Di dalam militer sendiri muncul keinginan
untuk mendapatkan peran yang lebih besar dalam pemerintah-
an, dan keinginan militer tersebut juga mendapat sambutan
dari Presiden Soekarno.

Ikrar Nusa bakti menggarisbawahi setidaknya ada tiga
peristiwa penting yang menyebabkan semakin kuatnya keterli-
batan militer pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Pertama,
nasionalisasi perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusa-
haan Belanda, di mana militer berupaya mengambil alih seba-
nyak mungkin asset perusahaan-perusahaan tersebut agar ti-
dak diambil alih saingan utamanya yakni PKI. Kedua, muncul-
nya pemberontakan-pemberontakan daerah yang menyebab-
kan pemerintah memberlakukan negara dalam keadaan daru-
rat perang. Ketiga, belum selesainya konstituante dalam mem-
buat Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD 1945 dan
adanya pertarungan dalam menetapkan ideologi negara, Pan-
casila atau Islam."®

Penguatan keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi
serta keamanan dalam negeri dimulai sejak tahun 1957. Angin
segar untuk keterlibatan tersebut diperoleh oleh militer pada

masa transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin."”

17 A. Malik Haramaian, hlm. 40.
18 A. Malik Haramaian, hlm. 55.
19 A. Malik Haramaian, hlm. 55.
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Pada tahun 1957 pemerintah memberlakukan UU Kea-
daan Darurat Perang (Martial Law) atau Staat van Oorlog en
Beleg (SOB). Penerapan SOB yang merupakan usulan dari Na-
sution tidak bisa dilepaskan dari merosotnya citra demokrasi
parlementer dan kondisi negara yang menghadapi semakin
meluasnya pemberontakan-pemberontakan di daerah. Usulan
Nasution tersebut kemudian disetujui oleh Soekarno yang me-
mandangnya tidak ada pilihan lain. Pemberlakuan Keadaan
Bahaya didasarkan pada peraturan tentang Keadaan Darurat
Perang atau SOB (Regeling op den staat van oorlog en beleg)
tahun 1939. Melalui pemberlakuan SOB, pihak militer dapat
mengeluarkan perintah atau peraturan yang menyangkut ke-
tertiban umum dan keamanan ketika kondisi darurat perang.
Selain itu, pihak militer juga dapat mengubah ketentuan pera-
turan umum dan berwenang untuk mengambil tindakan
apapun yang mereka anggap perlu.

Pada tataran operasional, pemberlakuan SOB mendorong
pelaksanaan fungsi-fungsi keamanan dalam negeri dijalankan
mengacu pada Perintah Operasional No. 1 Tahun 1948 yang
menjadikan militer lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan poli-
tik yang bersinggungan dengan pemerintahan sipil dan kelom-
pok sipil lainnya.** Dengan pengesahan UU Darurat Perang,
militer memiliki kesempatan untuk bertindak secara lebih
jauh. Militer menjadi penentu dalam negeri serta mendominasi
kondisi dalam negeri, bahkan melampaui parlemen dan keku-
atan-kekuatan lain.”!

20 Berdasarkan perintah operasionalini, TNI melihat upaya pertahanan yang efisien
dan efektif dan cocok untuk mempertahankan negara kepulauan dari ancaman
tentara musuh adalah melalui perang gerilya, yang dapat dicapai melalui pene-
rapan konsep territorial di berbagai daerah di Indonesia. Arry Bainus, Mengatur
Tentara. (Bandung: Mé63 Foundation dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIOI),
2012), him. 65.

21 A.Malik Haramaian, hlm. 52-53.
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Di saat bersamaan, sebagai reakasi atas atas perkembang-
an negara yang pada saat itu tidak stabil dan kolapsnya sistem
parlementer pada 1957, mendorong Nasution mengeluarkan
konsep “Jalan Tengah”, yakni sebuah perspektif baru yang
pada intinya menyatakan bahwa TNI “bukan sekadar alat sipil
seperti di negara-negara Barat, juga bukan sebuah rezim mili-
ter yang mendominasi kekuasaan negara, melainkan merupa-
kan salah satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat, keku-
atan demi perjuangan rakyat yang bekerja bahu-membahu
dengan kekuatan lain yang dimiliki rakyat.”** Oleh karena itu,
TNIjuga dipandang berhak untuk memiliki representasi di pe-
merintahan, legislasi, dan kegiatan administratif negara.** Da-
lam konsepsi ini tentara harus dapat menjalankan fungsi uta-
manya sebagai alat pertahanan negara sekaligus tidak mening-
galkan perannya dalam kehidupan politik dan ekonomi. Peng-
implementasian doktrin ini disertai dengan penciptaan ko-
mando militer dari provinsi ke desa, pararel dengan birokrasi
sipil.

Made Tony Supriatna mencatat pengaruh Amerika Seri-
kat sebagai negara acuan dalam pembentukan institusi militer
dan formasi ideologisnya serta peranan Seskoad di Bandung
dalam menggodok doktrin tersebut.”® Doktrin yang kemudian
dikemukakan oleh Nasution sebagai “jalan tengah” bersing-
gungan dengan berkembangnya doktrin-doktrin profesional-

22 Rizal Sukma, “Civil-Military Relations In Post-Authoritarian Indonesia,” dalam
Democracy Under Stress: Civil-Military Relations In South and Southeast Asia,
ed. 1 Paul Chambers dan Aurel Croissant (Bangkok: Institute of Security and In-
ternational Studies, 2010), hlm. 153.

23 Bhakti, "Hubungan Baru Sipil-Militer”

24 Harold A. Crouch, The Army And Politics In Indonesia (Jakarta: Equinox Pub., 2007),
him. 24.

25 Konsep “Jalan Tengah” mulai dimatangkan oleh Nasution dalam Seminar Ang-
katan Darat Il di Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966, yang diikuti ratusan
peserta, termasuk para perwira senior Angkatan Darat.
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isme baru yang dikembangkan di Amerika. Perwira militer In-
donesia lulusan sekolah di sana mengadopsi dan memodifi-
kasinya (dibantu orang-orang sipil) untuk disesuaikan dengan
kondisi Indonesia dan akhirnya muncullah ideologi atau dok-
trin dwifungsi ABRI (Jalan Tengah) yang dikemukakan oleh
Jenderal Abdul Haris Nasution tanggal 11 November 1958 di
Akademi Militer Magelang.

Konsep “Jalan Tengah” Nasution membuka jalan bagi mi-
liter untuk memiliki peluang besar berperan dalam politik dan
pemerintahan sipil pada saat itu. Adanya pemberontakan DI/
TII menjadi tugas utama TNI untuk melakukan perlawanan
dan menghadapi pecahnya pemberontakan DI/TII. Akan te-
tapi, di saat yang sama pula, TNI dengan berbekal konsep Jalan
Tengah yang dicetuskan oleh A. H. Nasution, berhasil masuk
menjadi anggota Kabinet dan Dewan Nasional/ Penasehat
Kabinet sebagai golongan fungsional dan terlibat dalam pusat
kekuasaan/ politik. Periode ini menjadi jalan awal atas imple-
mentasi konsep Dwifungsi ABRI.

Periode selanjutnya, di mana kondisi Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin (1960-1965).% Periode ini diawali de-
ngan berakhirnya UUDS 1950 dan juga Badan Konstituante
berdasarkan Dekrit S Juli 1959 mengembalikan kembali UUD
1945 sebagai konstitusi definitif Indonesia. Ikrar Nusa Bhakti
dalam tulisannya mengungkapkan bahwa Dekrit ini sendiri
mengandung dorongan militer yang cukup kuat.”” Tkrar me-
mandang bahwa banyaknya keterlibatan militer pada upaya
penumpasan pemberontakan dan menjalankan keputusan po-

26 Basuki, Reformasi TN/, him. 140.

27 lkrar Nusa Bhakti, "Hubungan Baru Sipil-Militer,” Uni Sosial Demokrat (2000).
Diakses melalui http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=182&-
coid=3&caid=, pada 7 Agustus 2016.
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litik negara (contohnya upaya nasionalisasi) mendorong ber-
kembangnya perspektif bahwa militer merupakan sebuah ke-
kuatan sosial-politik tersendiri. Salah satu ciri utama dari ber-
kembangnya perspektif ini adalah munculnya terminologi Ja-
lan Tengah’ yang dikemukakan sebelumnya oleh Abdul Haris
Nasution.

Pada periode berjalannya demokrasi terpimpin, militer
bisa dikatakan semakin memiliki posisi dan peran penting
dalam politik. Pada masa demokrasi ini, pemerintah memerlu-
kan TNI untuk meredam berbagai pemberontakan separatis-
me di daerah. Di samping itu, TNI diperlukan Soekarno untuk
mengimbangi kekuatan politik PKI yang sedang berkembang.
Sementara itu, untuk mengurangi kekuasaan TNI, pada tahun
1959 Soekarno pun memasukan Polri sebagai bagian integral
dari ABRI sebagai upaya mengurangi “kekuatan” TNI. Meski
perkembangan di kemudian hari Polri selalu berada di bawah
‘bayang-bayang’ dan didominasi oleh TNI-AD. **

Peristiwa yang signifikan pada periode ini dalam kaitan-
nya dengan hubungan sipil militer adalah adanya dua operasi
militer yang terkait dengan Trikora dan Dwikora. Sedangkan
dalam kaitannya dengan hubungan sipil-militer dan tugas per-
bantuan adalah terbitnya PP No. 16 Tahun 1960 tentang Per-
mintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. PP ini mengatur
tata laksana tugas perbantuan militer terhadap pemerintahan
sipil dapat diajukan oleh Kepala Daerah. Dalam PP tersebut
diatur tugas perbantuan militer dapat diajukan manakala apa-
rat kepolisian tidak mampu mengatasi dinamika ancaman yang
terjadi, sebagaimana diatur sebagai berikut:

28 Arry Bainus, him. 96-97.
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Pasal 3
Bantuan militer dapat diminta dengan cara yang ditentukan
dalam peraturan ini, apabila ternyata atau dapat diperhitung-
kan, bahwa Polisi Negara tidak cukup kuat atau tidak dapat ber-
tindak pada waktu dan ditempat yang dibutuhkan dengan alas-
an-alasan yang sah, untuk usaha:
a. mencegah gangguan keamanan atau memulihkan
ketertiban dan keamanan umum;
b. menjaga keselamatan dan keamanan umum apabila
terjadi bencana alam atau dapat diduga akan terjadi;
c. menjaga bangunan-bangunan serta alat-alat yang
sangat penting bagi negara atau bagi masyarakat, apa-
bila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-ba-
ngunan atau pencurian alat-alat bangunan-bangunan

itu.

Dalam Pasal 4 PP ini juga mengatur yang berhak meminta
tugas perbantuan militer hanyalah Kepala Daerah, dengan kata
lain PP ini tidak memungkinkan atau setidak-tidaknya tidak
mengatur permintaan bantuan militer langsung oleh kepoli-
sian.

Pada perkembangan hubungan sipil militer selanjutnya
presiden menerbitkan Keppres No. 225/PLT/Tahun 1962
yang menetapkan tentang Organisasi Pucuk Pimpinan Angkat-
an Bersenjata Serta Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai
Penyelenggaraan Tugas Dalam Organisasi Tersebut. Keppres
ini menjadikan organisasi TNI AD, AL, AU dan Polri sebagai
sebuah organisasi yang seragam di bawah pimpinan seorang
Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Berdasarkan Keppres ini
pula pada Pasal 12, Polri diistilahkan sebagai Angkatan Ke-
polisian yang secara susunan organisasinya harus memiliki

keseragaman dalam unsur pembinaan dan operasional dengan
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AD, AL, dan AU. Dengan demikian secara konkret Keppres ini
menjadikan Polri sebagai satu kesatuan angkatan bersenjata,
sehingga posisinya sebagai sebuah institusi sipil penegakan
hukum yang sebelumnya tegas dipisahkan dalam konstitusi
yang ada menjadi tidak relevan. Ketentuan inilah yang di masa
Orde Baru menjadi dasar pembentukan ABRI.

Berkembangnya pemikiran Nasution, kondisi negara yang
tidak stabil, dan operasi militer skala besar ini semakin mengu-
atkan distorsi hubungan antara sipil dan militer di Indonesia.
Terlihat pada periode ini bahwa pengaruh militer pada aspek
sipil semakin signifikan. Beberapa aspek yang dapat diteliti
lebih lanjut pada era ini yang berkontribusi pada meningkatnya
keterlibatan militer adalah ketidakstabilan pemerintahan, ku-
rangnya peraturan perundang-undangan yang secara tegas
memberi batasan dalam hubungan sipil-militer, dan adanya
operasi militer yang dikaitkan dengan perspektif ancaman dan
narasi kepentingan nasional. Kondisi inilah yang mengantar-
kan rancunya hubungan sipil-militer di era Orde Baru.

4.2. ERA ORDE BARU

Selama rezim Orde Baru berkuasa, TNI (ABRI) tampil sebagai
kekuatan dominan dalam panggung politik Indonesia. Hal ini
sebagai konsekuensi dari posisi dan peran TNI yang dilegiti-
masi oleh doktrin Dwifungsi yang dianut dan secara politik
juga menjadi penopang utama dan pendukung kekuasaan re-
zim Orde Baru. Oleh karena posisi dan peran TNI yang domi-
nan itu, tapal batas tradisional antara wilayah sipil dan wilayah
militer tidak berlaku pada masa Orde Baru. Dikotomi sipil-
militer terpinggirkan baik dalam wacana maupun praktik. Pe-
ran militer meluas termasuk ke dalam wilayah-wilayah non-
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militer: sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, dalam
konstruksi yang demikian, peran militer pada wilayah non-per-
tahanan pada era ini tidak bisa disebut sebagai praktik tugas
perbantuan, tapi lebih tepatnya adalah intervensi yang mem-
peroleh legitimasinya di dalam doktrin Dwifungsi dan juga
mendapat dukungan dari rezim.

Konstruksi peran militer pada masa Orde Baru sesung-
guhnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan pergulatan poli-
tik pada era Orde Lama. Dengan kata lain, ia tidak muncul
begitu saja pada awal rezim itu berkuasa. Bahkan, konteks poli-
tik global yang diwarnai perang dingin antara blok barat dan
blok timur ikut memberi sumbangsih bagi pembentukan peran
militer masa Orde Baru.

Perspektif Jalan Tengah yang diungkapkan oleh Nasution
terus berkembang pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
Militer menjadi ciri khas yang melekat dalam perjalanan pe-
merintahan Orde Baru. Pemerintahan Indonesia saat itu di-
kuasai oleh dominasi militer, dan menitikberatkan pada ba-
nyaknya posisi puncak dan strategis dalam birokrasi negara,
baik di level legislatif maupun eksekutif, bahkan hingga urusan
negara yang bersifat formal-informal atau legal-ilegal, TNT ikut
berperan aktif di dalamnya. Keterlibatan TNI semakin terlihat
ketika TNI AD mengadakan Seminar II pada bulan Agustus
1966 yang dapat dikatakan menjadi salah satu dasar perumus-
an arah Orde Baru. Pada seminar tersebut Orde Baru dirumus-
kan sebagai berikut: >

29 Nugroho Notosusanto, Tercapainya Konsensus Nasional, 1966-1969 (Jakarta: Ba-
lai Pustaka, 1985), hlm. 31, dalam Prihatanti, Maksun, dan Syaiful M., “Tinjauan
Historis Tentang Keterlibatan Militer Dalam Pemerintahan Soeharto Pada Masa
Awal Orde Baru,” Portal Garuda (2013). Diakses melalui http://download.portal-
garuda.org/article.php?article=2872508&val=7228&title=TINJAUAN%20HISTO-
RIS%20TENTANG%20KETERLIBATAN%20MILITER%20DALAM%20PEMERINTAH-
AN%20SOEHARTO. pada 10 September 2016.
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1. Orde Baru menghendaki suatu tata pikir yang lebih realis-
tis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan ideal-
isme perjuangan.

2. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan na-
sional, walaupun tidak meninggalkan idiologi perjuangan
anti kolonialisme dan anti imprealisme.

3. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih
stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan
yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengem-
bangkan kultur individu. Akan tetapi, Orde Baru tidak
menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat,
justru menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa pera-
lihan dan pembangunan.

4. Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi eko-
nomi dan sosial dalam negeri.

5. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-
sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi.

6. Orde Baru adalah suatu tata kehidupan baru di segala
bidang yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada seminar tersebut juga mendorong kembali konsep
Jalan Tengah yang dicetuskan oleh Nasution, serta konsep
Dwifungsi. Konsep Dwifungsi ini dipercaya terbentuk dengan
sendirinya sebagai hasil evolusi doktrin, di mana TNI dan
Polri dalam organisasi ABRI tidak hanya menjadi sebuah ke-
kuatan pertahanan-keamanan, tetapi memiliki keterlibatan
dalam aspek sosial dan politik.** Akan tetapi secara legal, kon-
sep ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun

30 Eddy S. Harisanto, “The Dual Function Of The Indonesian Armed Forces (Dwi
Fungsi ABRI)," Thesis for Master of Science in Management (California: Naval Post-
graduate School, 1993), him. 54.
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1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Ke-
amanan Negara Republik Indonesia.

UU No. 20 Tahun 1982 ini menggunakan terminologi
pertahanan-keamanan sebagai suatu kesatuan. Pada Pasal 1
Ketentuan Umum disebutkan bahwa:

Pertahanan Keamanan Negara adalah pertahanan keamanan
negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerin-
tahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan
yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan
upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap an-
caman dari dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut di dalam UU
memperlihatkan peranan yang spesifik terkait pertahanan dan
keamanan walaupun pada dasarnya upaya tersebut dinilai se-
bagai sebuah kesatuan. Baik secara konsep maupun secara or-

ganisasi.

Bukti bahwa pemisahan tersebut hanya sebatas peranan
organisasi dan pada dasarnya merupakan suatu kesatuan terli-
hat pada beberapa Pasal di UU ini. Pasal 29 UU ini secara jelas
menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata adalah TNI AD,
AL, AU (ketiganya beserta cadangannya), serta Polri. Walau-
pun kemudian pada Pasal 30 dijelaskan secara spesifik bahwa
Polri berperan pada bidang keamanan, tetapi secara organisasi
Polri tetap merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata.

Pada penjelasan Pasal 39 dijelaskan bahwa salah satu pem-
binaan kemampuan Polri adalah memelihara keselamatan jiwa
raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertib-
an atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan per-
tolongan. Akan tetapi, fungsi ini tidak kemudian menjadi eks-
klusif milik Polri, karena pada penjelasan Pasal 39 Ayat (2)
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huruf (f) dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat, bersama-
sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan ne-
gara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Tidak terlihat pada UU ini pemisahan peran antara
TNI dan Polri sebagai dua organisasi yang berbeda, kesan yang
dapat ditangkap pada pengaturan ini terkait perbantuan adalah
sebuah tugas perbantuan antara organisasi angkatan bersenjata
dan bukan antara militer kepada sipil. Perlu diingat pula bahwa
pada masa ini secara kepangkatan dan organisasi tidak ada per-
bedaan antara TNI dan Polri.

Kembali ke konteks Dwifungsi, sebelum UU No. 20 Ta-
hun 1982, TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara telah menegaskan mengenai ABRI se-
bagai kekuatan sosial. TAP MPR tersebut menjadi salah satu
dalil UU No. 20 Tahun 1982 bahwa ABRI merupakan sebuah
kekuatan sosial, selain itu pula perspektif ini dinyatakan se-
bagai sebuah perspektif yang konstitusional berdasarkan UUD
1945.

UU No. 20 Tahun 1982 dapat dikatakan sebagai dasar
hukum yang utama terkait fungsi pertahanan keamanan di In-
donesia. UU ini menjadi lebih signifikan setelah diubah menja-
di UU No.1 Tahun 1988, di mana pada penjelasan umum di-
nyatakan bahwa fungsi TNI/ABRI adalah pada bidang per-
tahanan keamanan negara dan bidang sosial politik. Pengatur-
an ini kemudian sejalan dengan doktrin Kekaryaan ABRI yang
mendorong keterlibatan perwira ABRI dalam beragam jenjang
jabatan pemerintahan sipil.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1997) yang
berlangsung sekitar 32 tahun lamanya, peran internal TNI
dalam dominasi politik Indonesia terlihat lebih jelas dan nyata.
Perspektif bahwa TNI sebagai bagian dari sistem politik nasio-
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nal semakin berkembang. Kondisi yang berkembang pada saat
itu adanya penekanan pada percepatan pembangunan secara
menyeluruh di setiap wilayah di Indonesia, diperlukan pula
adanya dukungan stabilitas yang menyeluruh. Keterlibatan
TNI semakin mendominasi pada masa Orde Baru yang diwu-
judkan dengan menduduki posisi-posisi strategis dalam tujuan
percepatan pembangunan tersebut, yakni TNI dianggap mam-
pu menjadi stabilisator dan dinamisator pembangunan.’!

Sumantri berhasil menghimpun beberapa data terkait de-
ngan dominasi politik yang secara nyata dilakukan oleh TNI,
khususnya angkatan darat, sebagai perwujudan Dwifungsi
TNI pada masa Orde Baru.** Pada tahun 1966, anggota militer
yang menduduki posisi strategis di jajaran lembaga eksekutif
adalah sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet, dan 11 ang-
gota militer menempati departemen-departemen yang meng-
urusi urusan sipil. Di tingkat legislatif, terdapat sebanyak 75
anggota militer duduk mewakili posisi militer di DPR. Turun
ke tingkat pemerintahan daerah, di tahun 1968 sebanyak 68%
gubernur dan 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota mi-
liter. Tahun 1970 terdapat peningkatan yang cukup signifikan,
di mana terdapat sebanyak 92% gubernur di Indonesia dijabat
oleh anggota militer. Kemudian di tahun 1973, sebanyak 400
anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, di mana 13 orang
menduduki jabatan menteri, serta 22 dari 27 gubernur di Indo-
nesia dijabat oleh militer.

Dalam jurnalnya, Sumantri juga menulis bahwa pada ta-
hun 1982, sebanyak 89% jabatan strategis di tingkat pusat dija-
bat oleh anggota militer, di mana jabatan-jabatan tersebut me-

31 Basuki, Reformasi TN/, him. 140.
32 Pulung Sumantri, Dominasi Militer (Angkatan Darat) dalam Pemerintahan Orde
Baru, (Jakarta: Puteri Hijau, Vol. 2, No. 2, 2017), hlm. 4.
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rupakan jabatan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan
sipil. Pasca-pemilu tahun 1987, sebanyak 80% anggota DPR
dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi ang-
gota DPR melalui Fraksi Golkar. Kemudian, sebanyak 120 ang-
gota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan ham-
pir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal
dari militer. Selain itu, jumlah fraksi ABRI di DPR juga me-
ningkat dari 75 menjadi 100.%

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1997 ketika di-
undangkannya UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Dalam konteks tugas perbantuan,
UU No. 28 tahun 1997 menjadi penting karena pada Pasal 27
terdapat penegasan mengenai permintaan bantuan Polri ke-
pada unsur ABRI lainnya. Disebutkan pada Pasal 27 Ayat (1)
bahwa:

Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk ke-
pentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia da-
pat meminta bantuan dan menggunakan unsur Angkatan Ber-
senjata Republik Indonesia lainnya.

Akan tetapi, fakta bahwa tidak ada perubahan status or-
ganisasional antara TNI dan Polri dalam ABRI tidak meng-
ubah banyak hal, namun UU ini menunjukkan tetap adanya
perbedaan peran antar keduanya.

Perkembangan pada era Orde Baru ini mengaburkan ba-
nyak prinsip-prinsip yang sesungguhnya sudah muncul sejak
perumusan UUD. Prinsip pemisahan peran antara pertahan-
an dan keamanan misalnya, tidak berlaku selama masa orde
baru. Pembahasan dari sudut pandang tata kelola perundang-

33 Pulung Sumantri, Dominasi Militer (Angkatan Darat) dalam Pemerintahan Orde
Baru, him. 64.
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undangan keamanan cukup memperlihatkan hal tersebut.
Pembakuan doktrin kekaryaan ABRI di dalam ranah sosial-
politik merupakan faktor signifikan dalam kerancuan hubung-

an sipil-militer maupun penggunaan tugas perbantuan.



BAB 5

REFORMASH TNI DAN
PERBANTUAN MILITER

BAB ini memaparkan dinamika pengaturan dan praktik per-
bantuan militer pada era reformasi. Berbeda dengan era sebe-
lumnya, sejak tahun 2000 peran TNI dan Polri dipisah sehing-
ga kerangka perbantuan TNI kepada Pemerintah khususnya
Kepolisian terlihat dalam sejumlah kasus. Paparan Bab ini
dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama, mengulas perubahan
lingkungan domestik pasca 1998 yang memengaruhi perubah-
an posisi dan peran TNI. Kedua, kerangka pengaturan perban-
tuan militer di era reformasi. Ketiga, praktik perbantuan mi-
liter dan permasalahan yang muncul.

5.1. DEMOKRATISASI DAN REFORMASI TNI

Dinamika pemikiran dan pengaturan perbantuan militer di era
reformasi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari perubahan
lingkungan politik pasca tumbangnya rezim otoritarian Orde
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Baru tahun 1998. Tumbangnya rezim otoritarian tersebut yang
kemudian diikuti oleh proses demokratisasi mendorong salah
satu agenda penting yakni penataan ulang atas posisi, peran
dan fungsi militer untuk diselaraskan dengan tata nilai, norma
dan aturan negara demokrasi yang tengah dibangun. Di awal
era reformasi, militer menjadi institusi yang mendapat banyak
sorotan dan kritikan tajam dari berbagai elemen pro-demokra-
si, yang dilatarbelakangi bukan hanya karena posisi dan peran-
nya yang intrusif terhadap kehidupan masyarakat, tapi juga
karena keterkaitannya dengan berbagai tindak kekerasan dan
kasus pelanggaran HAM sebagai konsekuensi dari peran poli-
tiknya mendukung rezim.

Pada era Orde Baru berkuasa, wacana tugas perbantuan
militer bukan hanya tidak berkembang tapi bahkan bisa dika-
takan tidak relevan. Sebab, militer yang saat itu menjalankan
doktrin dwifungsi berperan kekuatan pertahanan dan keaman-
an dan sekaligus kekuatan sosial dan politik. Dengan doktrin
tersebut, militer menjadi institusi politik yang berkuasa dalam
mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaannya juga mem-
bentang dari pusat hingga daerah bahkan sampai ke desa-desa.

Ketika rezim Orde Baru tumbang oleh gerakan demokra-
si, hal tersebut berdampak pada komponen dan pendukung
politik utamanya. Salah satunya adalah militer yang pada awal
era reformasi ikut menjadi sasaran utama kritikan dan bahkan
kecaman masyarakat. Pada saat itu, misalnya, muncul slogan
“militer kembali ke barak” yang diikuti oleh tuntutan untuk
menghapus peran sosial-politik, pemcabutan hak-hak keistime-
waan serta membatasi fungsi dan peran militer.

Setidaknya dua alasan mengapa militer pada saat itu me-
nerima kritikan tajam.! Pertama, militer telah keluar dari po-

1 Malik Haramain, Gus Dur, Militer, dan Politik (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 3-4.
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sisi, peran dan fungsinya sebagai alat negara yang berkewajiban
menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelom-
pok. Di era Orde Baru, peran dan fungsi sebagai pengawal
negara gagal dijalankan dan militer dalam sekian waktu lama-
nya justru berkolaborasi dengan kekuatan politik penguasa
yakni Golongan Karya (Golkar). Dukungan kepada Golkar
dilakukan dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya dan dijalankan
lewat berbagai jalan, mulai dari pendekatan persuasif hingga
cara-cara intimidatif hingga kekerasan.

Kedua, sebagai akibat dari penyimpangan peran dan fung-
sinya, militer acapkali melakukan tindak kekerasan dan pe-
langgaran HAM. Banyak kasus kekerasan dan pelanggaran
HAM yang melibatkan militer sebagai pelaku utamanya. Hal
tersebut memunculkan pendapat di kalangan masyarakat sipil
yang mempersepsikan militer cenderung memusuhi rakyatnya
sendiri alih-alih membela kedaulatan negara dan rakyatnya.

Salah satu agenda demokratisasi yang dicanangkan pada
awal reformasi 1998 adalah reformasi militer yang merupakan
salah satu agenda reformasi sektor keamanan. Melalui agenda
reformasi militer, TNI tidak hanya dituntut mampu menja-
lankan tugas-tugas tradisionalnya saja yaitu kekuatan perta-
hanan guna menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga harus
mampu menyelaraskan dirinya dengan perubahan politik nasi-
onal terutama berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan HAM.
Dalam konteks transisi politik paska otoritaritarian, reformasi
militer sebagaimana praktik di banyak negara merupakan salah
satu prasyarat penting untuk mewujudkan konsolidasi demo-
krasi Indonesia

Meski demikian, dinamika politik transisi demokrasi In-
donesia yang kompleks dan rapuh diakui membuat dinamika
dan proses reformasi militer tidak berjalan mudah. Perubahan
politik memang telah membuka ruang demokrasi, tetapi insti-
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tusi, praktik dan kultur demokratis belum sepenuhnya terwu-
jud. Kontrol publik terhadap kekuasaan negara masih belum
terjamin keberlangsungannya. Relitas politik ini tidak serta
merta menempatkan kelompok reformis bisa dengan mudah
merebut, memengaruhi dan menentukan arah perubahan poli-
tik. Sebab, kekuatan kelompok lama masih memberi pengaruh
besar terhadap perjalanan transisi politik, sehingga proses
transisi demokrasi sarat negoisasi politik antar kelompok lama
dan kelompok baru.

Reformasi militer ditentukan seberapa besar daya keku-
atan dan energi politik kelompok reformis untuk dapat me-
nekan kelompok status quo. Di sini kelompok status quo tidak
saja disumbangkan kepentingan politik tentara sendiri, tetapi
juga oleh semua unsur kepentingan yang merasa terganggu
oleh desain baru perubahan politik. Desain baru itu dapat me-
liputi para pebisnis yang tergantung secara struktural pada
politik tentara maupun penyandang doktrin, yaitu mereka
yang memelihara suatu jenis keyakinan politik yang melihat
perubahan politik sebagai ancaman bagi identitas kelompok.?

Dalam buku berjudul TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi
dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa disebut-
kan, paradigma baru TNI adalah sebagai berikut:

“Paradigma yang dilandasi cara berfikir yang bersifat analitik
dan prospektif ke masa depan berdasarkan pendekatan kom-
prehensif yang memandang TNI sebagai bagian dari sistem

nasional. Paradigma baru ini dalam fungsi sosial politik meng-

2 Budiman Tanuredjo, “Transisi Demokrasi-Indonesia Kini dan Indonesia Esok,”
Kompas, 3 Mei 2006; dan Lihat juga Samuel P. Huntington, “The Third Wave: De-
mocratization in the Late Twentieth Century,” Journal of Democracy (National En-
dowment for Democracy, 1991), him. 21-33.

3 Rocky Gerung, “Indonesia: Transisi, Politik dan Perubahan,” dalam Indonesia di
Tengah Transisi (Jakarta: Propatria, 2000), him. 178.
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ambil bentuk implementasi sebagai berikut; Merubah posisi
dan metode tidak selalu harus di depan. Hal ini mengandung
arti bahwa kepeloporan dan keteladanan TNI dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dulu amat me-
ngemuka dan secara objektif memang diperlukan pada masa
itu, kini dapat berubah untuk memberi jalan guna dilaksana-

kan oleh institusi fungsional ™

Paradigma Baru TNI mencakup: pertama, TNI akan be-
rusaha mengubah posisi dan metode yang tidak harus selalu
ada di depan; kedua, TNI mengubah konsep dari menduduki
menjadi mempengaruhi; ketiga, TNI ingin mengubah cara-
cara mempengaruhidari secara langsung menjadi tidak lang-
sung; keempat, TNI bersedia melakukan role sharing (kebersa-
maan, dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan
pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya (mitra non-
militer).® Empat Paradigma Baru itu dijabarkan dalam 14 lang-
kah reformasi internal TNL.°

Beberapa kalangan menilai paradigma itu sesungguhnya
telah dipersiapkan pada masa Presiden Soeharto, seperti dinya-
takan Agus Wirahadikusumah’ bahwa Paradigma Baru TNI
bukanlah hal yang baru. Agus mengungkapkan apa yang dilon-

4 Mabes TNI, TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam
Kehidupan Bangsa (Markas Besar TNI, 1999), him. 23.

5 lkrar Nusa Bhakti, "Teori dan Praktik Hubungan Sipil-Militer di Indonesia,” dalam
Dinamika Reformasi Sektor Keamanan, ed. Al Araf, et al (Jakarta: Imparsial, 2005).

6 Lebih lanjut diskusi tentang paradigma baru peran TNI baca Agus Widjojo,
Tranformasi TNI, Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam
Demokrasi: Pergulatan TNl Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri (Jakarta: Kata
Hasta Pustaka, 2015), him. 406-422.

7 Agus Wirahadikusumah adalah tokoh yang dipandang sebagian kalangan se-
bagai tokoh yang radikal dan berani dalam mendorong jalannya reformasi TNI.
Beliau sempat menduduki jabatan sebagai Panglima Kodam Wirabhuana dan
Pangkostrad. Salah satu gagasan Agus WK adalah penghapusan struktur ko-
mando teritorial. Lihat Salim Said, Legitimizing Military Rule (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2006), hlm. 181.
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tarkan Wiranto adalah konsep yang sudah dipersiapkan ketika
Presiden Soeharto mengizinkan adanya reformasi terbatas.
Dan ketika reformasi dimulai, konsep lama itu kemudian di-
angkat ke permukaan.

Jika dicermati secara lebih teliti, Paradigma Baru TNI
memang tidak mencerminkan keinginan dan kesungguhan
TNTI untuk lepas secara total dari dunia dan kehidupan politik.
Paradigma Baru tersebut hanya mengubah model politik TNI,
yang dahulunya berada di depan dan mendominasi politik
ke-Indonesiaan,® kini berada di belakang namun tetap meme-
ngaruhi dinamika politik yang berkembang.” Dengan demiki-
an, dapat dikatakan bahwa Paradigma Baru TNI masih tam-
pak bersifat kosmetik belaka.

Dalam tinjauan kritis, Paradigma Baru TNI mengisyarat-
kan setidaknya tiga hal. Pertama, TNI dalam perpolitikan In-
donesia tidak seluruhnya muncur melainkan bersyarat yaitu
sejauh tidak melucuti hak privilege (kestimewaan) yang telah
dan sedang dinikmati. Jika privilege itu terganggu maka TNI
akan memberanikan diri maju ke depan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Artinya TNI tidak akan begitu saja
surut dari panggung politik. Kedua, dalam rumusan Paradig-
ma Baru TNI, TNI tetap sebagai kekuatan politik utama. Hal

8 Politik TNI ini terlihat dari penempatan prajurit aktif TNI dalam posisi penting
kenegaraan (Kementerian, Gubernur, Bupati, dan lain sebagainya).

9 Politik memengaruhi TNI terlihat dari keterlibatan Panglima TNI dalam rapat
kabinet untuk merumuskan kebijakan politik. Dalam hal yang lebih ekstrim,
politik memengaruhi dan politik mendesak TNI terlihat pada masa-masa akhir
kejatuhan pemerintahan Gus Dur, dimana pada 22 Juli 2001, Panglima Kostrad
mengerahkan sejumlah tank ke arah Istana dalam sebuah apel siaga di Monu-
men Nasional (Monas). Ini merupakan simbol dari ketidaksukaan militer terha-
dap Gus Dur. Delapan hari kemudian Gus Dur jatuh dan Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri menduduki kursi Presiden. Lihat Ornop Wandelt, “Security Sector
Reform in Indonesia, Military vs Civil Supremacy,” dalam Democracy in Indone-
sia, The Challenge of Consolidation, ed. Bob S. Hadiwinata dan Christoph Schuck
(Jakarta: Nomos, 2007).
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itu terlihat pada kalimat “dalam mengambil keputusan penting
TNI siap berbagi peran dengan komponen bangsa yang lain”,
Ketiga, dalam berbagi peran dengan pihak sipil, dalam Paradig-
ma Barunya TNI tidak sama sekali menyadari bahwa peranan-
nya di masa lalu adalah peranan yang telah menciptakan ‘keka-
cauan’. Di samping itu pula TNI tidak menyadari bahwa dalam
masa demokratisasi, TNT hanyalah pelaksana dari pemerintah-
an sipil."

Hal itu mengkonfirmasi sejumlah pendangan kritis terha-
dap hubungan militer dan politik di Indonesia. Misalnya
Anders Uhlin yang menilai bahwa militer Indonesia telah me-
mandang keterlibatannya dalam politik sebagai sesuatu yang
permanen.' Sedangkan bagi kaum kulturalis, sebagaimana di-
ungkapkan Ben Anderson, sumber dari otoritarianisme dan
melubernya peran tentara ke bidang kehidupan lain adalah
peran dari imaji kultural tentara di Indonesia yang melanjut-
kan tradisi priyayi Jawa dengan gagasan politik Mataram yang
sangat menekankan kepatuhan, “bapakisme” dan harmoni,"
yang hingga kini tradisi politik Mataram tersebut masih kental
terlihat di dalam tubuh TNIL.

Kendati proses dan jalannya reformasi TNI tersendat-
sendat dan terkadang menimbulkan ketegangan antara otori-
tas sipil dan militer, terdapat sejumlah capaian penting dalam
perubahan dan penataan ulang institusi TNI dimulai dengan
penghapusan hak-hak istimewa TNI. Hak-hak istimewa itu
selama 32 tahun lebih menempatkan TNI pada posisi yang
lebih tinggi dari komponen-komponen masyarakat lainnya.

10 Tim KontraS, Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan KontraS
Paska Perubahan Rezim 1998 (Jakarta: Kontra$, 2005), him. 26-27.

11 Anders Uhlin, Oposisi Berserak (Bandung: Mizan, 1998).

12 Robertus Robert, "Empat Konsep Kritik Reformasi Sektor Keamanan,” dalam
Dinamika Reformasi Sektor Keamanan, ed. Al Araf, et al (Jakarta: Imparsial, 2005).
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Perubahan dan penghapusan hak-hak istimewa TNTI diimple-
mentasikan melalui beberapa peraturan dan kebijakan yang
tidak langsung berpengaruh pada perubahan dan penataan
kembali hubungan sipil-militer di masa transisi. Meskipun per-
ubahan-perubahan yang dicapai belum memperlihatkan pola
hubungan sipil-militer yang demokratis, adanya kebijakan-
kebijakan yang mengatur dan menata ulang kembali institusi
TNI menjadi faktor penting yang mendorong proses reformasi
TNIL

Pada awal Reformasi, sejumlah upaya pembenahan dan
koreksi terhadap TNI dilakukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 dengan menciptakan norma-
norma fundamental bagi pelaksanaan reformasi TNI. Pada
Agustus 2000, MPR mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR
No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR
No.VII/2000 tentang Peran TNI dan Peran Porli. Di bagian
konsiderannya, TAP MPR No.VI/2000 menyatakan “bahwa
salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah
dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan re-
strukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”. Pengga-
bungan TNI dan Polri mengakibatkan terjadinya kerancuan
dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai ke-
kuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Polri se-
bagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. MPR
juga mengakui bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi
ABRImenyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fung-
si TNI dan Polri yang berakibat tidak berkembangnya sendi-
sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat.

Jika mengacu kepada dua TAP MPR No.VI/2000, konsep
reposisi TNI dijabarkan dengan memisahkan TNI dan Polri,
baik secara kelembagaan maupun peran dan fungsi masing-
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masing, dimana TNI ditetapkan adalah alat negara yang ber-
peran dalam pertahanan negara dan Polri sebagai alat negara
yang berperan dalam memelihara keamanan. Meski juga di-
nyatakan bahwa pemisahan tersebut tidaklah bersifat mutlak,
karena adanya keterkaitan antara kegiatan pertahahan (TNI)
dan kegiatan keamanan (Polri) (Pasal 2 Ayat (3) TAP MPR
No.V1/2000).

Penciptaan norma fundamental bagi upaya perubahan
dan penataan sektor sektor keamanan terutama terkait reposisi
TNI dan Polri, juga dilakukan melalui Amandemen UUD
194S. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002, tercatat se-
jumlah perubahan dilakukan. Misalnya hasil sidang MPR
mengubah judul BAB Pertahanan Negara menjadi BAB Per-
tahanan dan Keamanan Negara, berikut dengan isi pasal di
dalamnya. Penegasan terkait reposisi TNI dan Polri dijabarkan
dalam Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan bahwa TNI sebagai
alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan meme-
lihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara pada Pasal
30 Ayat (2) menyatakan Polri adalah alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungji,
mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Kemudian
pada Pasal 30 Ayat (5) dijelaskan susunan dan kedudukan TNI
dan Polri serta hubungan kewenangan antar keduanya diatur
dengan Undang-undang.

Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen secara
jelas menegaskan TNI dan Polri sebagai institusi terpisah yang
dibedakan menurut fungsi dan peran. TNT adalah alat perta-
hanan untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Polri adalah alat
negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban ma-
syarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masya-
rakat, serta menegakkan hukum. Norma hukum tentang per-
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tahanan dan keamanan dalam UUD 1945 lebih lanjut dija-
barkan dalam UU teknis masing-masing institusi tersebut.

Namun, realitas politik yang berkembang pada tahun-
tahun awal transisi dimana kelompok-kelompok non-
reformasi (baca: kekuatan-kekuatan lama) masih kuat dan me-
mengaruhi, menjadikan upaya pembenahan institusi TNI oleh
pemerintahan sipil tidak semudah yang dibayangkan. Hal itu
menyebabkan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Presiden
Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid mengundang resistensi, atau
memaksa era pemerintahan berikutnya berikutnya cenderung
berkompromi dengan kekuatan konservatif di dalam tubuh mi-
liter.

Pada era pemerintahan Gus Dur misalnya, intervensi yang
dianggap terlalu dalam ke persoalan otonomi tentara telah
memicu tingginya resistensi militer terhadap kepemimpinan
Gus Dur dan mungkin juga menjadi salah satu penyebab bagi
kejatuhannya. Pengangkatan Agus Wirahadikusumah sebagai
Pangkostrad tanpa melewati prosedur internal TNT adalah
bagian dari wujud intervensi otoritas sipil (Gus Dur) yang ter-
lalu dalam ke tubuh TNI. Secara historis, hal tersebut mung-
kin agak mirip dengan pembangkangan Jenderal AH Nasution
terhadap Presiden Soekarno yang juga melakukan intervensi
terlalu dalam ke tubuh militer pada masa itu. Dalam konteks
ini, pendekatan kontrol objektif militer, yang dipopulerkan
Huntington, menjadi relevan dan penting direnungkan. Otori-
tas sipil diminta untuk menghormati hal-hal yang terkait de-
ngan otonomi militer dalam menata hubungan sipil-militer-

nya."’

13 Huntington, Samuel P., Prajurit dan Negara Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil,
Terj. Deasy Sinaga (Jakarta: Grasindo, 2003).
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Keberhasilan Gus Dur mendorong reformasi TNI juga
sangat dipengaruhi keharusan pemerintahannya untuk mem-
bangun legitimasi terhadap publik bahwa pemerintahannya
berbeda dengan sebelumnya.'* Arah gerak majunya reformasi
TNI juga dikarenakan imperatif peradaban yang ikut memak-
sa perubahan tersebut. Gelombang demokratisasi telah men-
jadi tren politik dunia dalam satu dekade terakhir ini. Dan,
transaksi ekonomi global relatif lepas dari polarisasi ideologi
Timur-Barat. Faktor yang terakhir ini sangatlah penting dipa-
hami karena bagaimanapun interpretasi historis terhadap kon-
sep Dwifungsi-ABRI itu, yang jelas, dioperasikan selama dan
di dalam konteks konflik ideologi perang dingin. Dengan de-
mikian, visi dan misi tentara juga ikut ditentukan oleh doktrin
militerisme perang dingin."

Dalam konteks itu, pasang surut jalannya reformasi TNI
sedikit banyak dipengaruhi oleh dua dinamika politik, yakni
politik global dan politik nasional. Begitu pula yang terjadi
pada masa kepemimpinan Megawati. Pergolakan politik ke-
kuasaan nasional pada 2001 yang berujung pada jatuhnya Gus
Dur memaksa Megawati untuk berkompromi kepada desakan
kaum konservatif di dalam tubuh TNT dalam hal reformasi
TNI. Perlu dicatat, kompromi Megawati dengan militer pada
masa itu disebabkan karena koalisi dan kerjasama konspiratif
antara militer dan beberapa elit politik (Megawati, dan yang
lainnya) dalam menjatuhkan Gus Dur. Alhasil, berbagai aspi-
rasi kaum konservatif dalam tubuh TNI diakomodasi dan ini
terlihat dari pembentukan Batalyon 714 Sintuwu Maroso di
Sulawesi Tengah, Status Darurat Militer di Aceh, reaktivasi

14 Rocky Gerung, “Indonesia: Transisi, Politik dan Perubahan,” dalam Indonesia di
Tengah Transisi (Jakarta: Propatria, 2000), him. 140.

15 Rocky Gerung, “Indonesia: Transisi, Politik dan Perubahan,” dalam Indonesia di
Tengah Transisi (Jakarta: Propatria, 2000), him. 140.
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Kodam Iskandar Muda Aceh, dan lain sebagainya. Padahal,
agenda untuk melakukan restrukturisasi komando teritorial
(koter) sebelumnya telah digagas oleh Gus Dur'® dan telah
menjadi bagian dari agenda reformasi.

Kebijakan Darurat Militer (DM) di Aceh sangat kontra-
diktif dengan komitmen Megawati yang pada awal kepemim-
pinannya menyatakan bahwa tidak akan ada setetes darah lagi
yang keluar di bumi Serambi Mekah itu. Bahkan yang paling
parah adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 27 Juli
1996, dimana Megawati sendiri yang menjadi korbannya, juga
tidak diselesaikan proses peradilannya. Di masa inilah jalan-
nya reformasi TNI tersendat dan mulai menurun.

Dalam konteks legislasi, terdapat sejumlah produk un-
dang-undang penting yang disahkan. Pertama adalah UU No.
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang ditujukan
untuk mendemokratisasikan pengelolaan sektor pertahanan
negara. Regulasi ini diharapkan oleh kelompok pro-demokrasi
menjadi instrumen yang meletakan fungsi pertahanan pada
umumnya, dan TNI khususnya, sebagai bagian dari fungsi pe-
merintahan yang dijalankan berdasarkan nilai, norma dan
aturan demokratis.

Namun, kehadiran UU No. 3 Tahun 2002 tidak bisa dile-
paskan dari sejumlah catatan karena UU tidak sepenuhnya
mampu menjawab harapan di atas. UU No. 3 Tahun 2002 me-
rupakan produk yang lahir dari sebuah proses eksperimen ber-
sama antara institusi militer, parlemen dan masyarakat sipil.
Dikatakan eksperimen karena UU ini lahir dari sebuah proses
belajar yang dialami oleh hampir semua elemen bangsa menge-

16 Indikasi terpenting yang dilakukan Gus Dur dalam mereformasi TNI adalah keti-
kaia mendukung adanya perdebatan koter di masa mendatang. Sistem komando
yang mempunyai kapasitas dan peluang untuk melakukan intervensi politik me-
rupakan inti dari kepentingan TNI.
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nai bagaimana seharusnya fungsi pertahanan nasional tidak
hanya ditempatkan dalam sistem politik demokratis, tetapi
juga dijalankan melalui sebuah mekanisme yang demokratis
pula. Dari sudut realitas politik, UU No. 3 Tahun 2002 juga
lahir dalam sebuah proses transisi yang masih sarat dengan
tawar menawar politik, keterbatasan gagasan, dan perubahan-
perubahan politik yang cepat. Akibatnya, UU No. 3 Tahun
2002 harus dilihat sebagai hasil maksimal yang dapat dilahir-
kan dalam konteks politik waktu itu."”

Pada akhir masa kekuasaannya, pemerintahan Megawati
mengesahkan juga UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ter-
lepas dari capaian-capaian normatif reformasi TNI dalam UU
TNI, pengesahan UU TNTjuga tidak bisa dilepaskan dari poli-
tik TNI dan akomodasi pemerintahan Megawati. Karena ha-
nya pada masa itulah fraksi TNI dapat terlibat untuk meru-
muskan UU TNI dan mengawal kepentingannya,'® sehingga
dengan waktu yang sangat singkat kuranglebih 15 hari pemba-
hasan di DPR, UU TNI dapat disahkan."

Munculnya dua produk undang-undang di atas menyi-
sakan sejumlah catatan, baik dalam substansi pengaturan yang

17 Beberapa catatan umum terkait kelemahan dan kekurangan UU No. 3 Tahun
2000 antara lain: Pertama, problem ketidakjelasan dalam berbagai peristilahan
dan konsep yang digunakan dan dalam sejauhmana ketentuan yang ada segera
mengikat dan perlu dilaksanakan. Kedua, problem ketidakrincian seperti tidak
ada ketentuan apapun mengenai Departemen Pertahanan, kewenangan Presi-
den untuk mengerahkan TNI untuk menjalankan operasi tertentu (perang mau-
pun non-perang) masih belum rinci, pengaturan kebijakan pertahanan tidak rin-
ci, banyaknya ketentuan yang membutuhkan produk peraturan lanjutan (seperti
keputusan pemerintah) yang proses penyusunannya tidak diberikan batasan
waktu yang jelas, belum rincinya operasionalsiasi ketentuan bahwa TNI adalah
alat pertahanan negara dan bukan sebagai alat politik, dan pengawasan DPR.
Rizal Sukma, "Kajian Kritis Terhadap UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara,”
dalam Hari Prihartono (Ed), Penataan Kerangka Regulasi Nasional (Jakarta: Propa-
tria Institute, Cetakan Pertama, November 2006), him. 17-18.

18 Pasca Pemilu 2004, Fraksi TNI/Polri sudah tidak ada lagi di DPR.

19 Untuk melihat lebih jauh problematika pengesahan UU TNI dapat dilihat Araf dan
Marpaung, Menuju TNI Profesional.
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dianggap bertentangan dengan norma fundamental di UUD
1945 maupun penerapannya. Misalnya Pasal 14 Ayat (2) UU
No. 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa penggunaan TNI dalam
menghadapi ancaman bersenjata oleh Presiden harus men-
dapat persetujuan DPR. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa
setiap penggunaan kekuatan militer harus melalui keputusan
politik, bukan atas dasar analisis atau kehendak perwira mi-
liter. Namun dalam realitasnya, penerapannya tidak sejalan
dengan norma dan TNI seringkali bertindak sendiri dalam
penggunaan kekuataannya, seperti penggunaan kekuatan mi-
liter dalam Darurat Militer di Aceh yang tidak pernah men-
dapat persetujuan DPR dan atas inisiatif TNI. Selain itu, da-
lam pembahasan RUU TNI juga sempat muncul permintaan
kewenangan yang besar untuk menggunakan kekuatan militer
tanpa persetujuan Presiden, sebagaimana muncul dalam Pasal
19 Draft RUU TNI yang disampaikan pada DPR pada tahun
2003.%°

Lebih lanjut, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yu-
dhoyono (SBY) bisa dikatakan tidak terdapat perkembangan
signifikan dalam pelaksanaan reformasi TNI. Proses reformasi
TNI mengalami stagnasi dan situasi ini sedari awal sudah di-
prediksi oleh sebagian kalangan. Hal itu tidak bisa dilepaskan
dari latar belakang sebagai purnawirawan TNI. Selain itu,
tumpuan kekuasaan pemerintah kepada TNI menjadi faktor
yang memengaruhi stagnasi reformasi TNI. Akibatnya, ter-
dapat sejumlah agenda reformasi TNI yang harusnya disele-
saikan tetapi tidak dituntaskannya. Sebagai contoh, restruktu-

20 Tim Kontras, Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan Kontras
Paska Perubahan Rezim 1998 (Jakarta: Kontras, 2005), hlm. 34-35. Terkait advo-
kasi RUU TNI lihat: Tim Imparsial, Menuju TNI Profesional Tidak Berbisnis dan Tidak
Berpolitik, Perjalanan Advokasi RUU TN/ (Jakarta: Imparsial, Koalisi Keselamatan
masyarakat Sipil, LSPP, 2005).
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risasi komando teritorial yang diamanatkan oleh UU No. 34
Tahun 2004, dan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan
militer, reformasi peradilan militer adalah agenda yang tidak
tuntas. Justru, pada tahun 2010, pemerintahan SBY memekar-
kan Kodam VI Tanjungpura menjadi Kodam XII Tanjungpura
dan Kodam VI Mulawarman.*

Meski demikian, dinamika kebijakan keamanan di peri-
ode pertama pemerintahan SBY bukan berarti tidak memiliki
catatan positif. Misalnya terkait dengan pelaksanaan agenda
pengambilalihan bisnis TNI, penghentian kebijakan status
Darurat Militer di Aceh dan penyelesaian konflik Aceh secara
damai melalui perjanjian Helsinki.*?

Tidak jauh berbeda dengan era pemerintahan sebelum-
nya, stagnasi reformasi keamanan khususnya reformasi militer
di masa periode pertama pemerintahan Joko Jokowi’ Widodo
(2014-2019) berlanjut dan bahkan bisa dikatakan mundur. Hal
itu dapat dilihat dari beberapa langkah kebijakan yang dibuat-
nya seperti penambahan komando teritorial baru yakni Ko-
dam Kasuari di Papua Barat, dan Kodam Merdeka di Sulawesi
Utara. Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara
TNI dengan instansi kementerian dan instansi lain, yang sebe-
lumnya sudah dimulai di era SBY, terus meningkat. Kebijakan
ini semakin memberi ruang pelibatan anggota TNI dalam
ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Kebijakan terbaru
adalah penempatan perwira TNTI aktif di kementerian yang

21 Sejarah Pembentukan Kodam Mulawarman, melalui: https://www.kodam-
mulawarman.mil.id/web/profil/sejarah-kodam-vi-mulawarman/sejarah-
pembentukan-kodam-vi-mulawarman/, diunduh pada tanggal 6 November 2019.

22 Namun demikian adanya perjanjian itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa ben-
cana tsunami di Aceh yang berkonsekuensi pada tekanan internasional yang
mendesak pemerintahan SBY-JK untuk menyelesaikan masalah Aceh melalui
jalur damai dan perundingan.
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bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (2) UU TNIL?* seperti
pengangkatan Kolonel Roy Bait mengisi jabatan sipil di kemen-
terian ESDM pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.**

5.2. PENGATURAN PERBANTUAN MILITER

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal tulisan ini, isti-
lah perbantuan militer mulai populer dan banyak digunakan
dalam diskursus kebijakan keamanan di Indonesia pada era
reformasi terutama sejak pemisahan TNI dan Polri. Meskipun,
istilah ‘tugas perbantuan’ sudah dikenal pada era rezim peme-
rintahan sebelumnya. Kerangka pengaturan perbantuan mi-
liter di setiap rezim sangat dipengaruhi situasi dan kondisi
politik yang berkembang di masa itu. Pada masa Orde Baru
misalnya, istilah perbantuan militer tidak signifikan karena
Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia. Dengan kata lain, konsep yang diadopsi adalah kon-
sep intervensi militer, dan bukan perbantuan militer sebagai
konsekuensi dari doktrin Dwifungsi yang dijalankan oleh mi-
liter.>

Sementara pada era sebelumnya yakni pada masa peme-
rintahan Soekarno, pengaturan tentang tugas perbantuan bisa
dikatakan tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, prinsip good

23 Pasal 47 Ayat (2): "Prajurit aktif dapat mendudukijabatan pada kantor yang mem-
bidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara,
Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan
Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Nar-
kotik nasional, dan Mahkamah Agung.

24 Tempo, Profil Kolonel Roy Bait Perwira TNI Aktif di Kementrian ESDM, melalui:
https://bisnis.tempo.co/read/1251669/profil-kolonel-roy-bait-perwira-tni-aktif-
di-kementerian-esdm, diakses pada 6 November 2019.

25 Diandra Megaputri Mengko, Probemalika Tugas Perbantuan TNI, (Jakarta: Jurnal
Keamanan Nasional Vol. | No. 2 2015).
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governance, dan prinsip supremasi sipil. Hal tersebut ditengga-
rai karena pada masa pemerintahan Soekarno, sistem pemerin-
tahan Indonesia kerap berganti. Meski demikian, ada beberapa
peraturan mengenai perbantuan militer yang dibuat masa Pre-
siden Soekarno, seperti tugas perbantuan pada masa damai
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1954
tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer, sebagai
pengganti dari Keputusan Presiden RI No. 175 dan No. 213
Tahun 1952. Adapun pelibatan militer dalam keadaan daru-
rat diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) No. 23 Tahun1959 tentang Keadaan Bahaya.
Untuk menyesuaikan dengan Perppu Keadaan Bahaya, pera-
turan tugas perbantuan pada masa damai kemudian direvisi
menjadi PP No. 16 Tahun 1960.%

Pada era reformasi, diskursus perbantuan militer menjadi
penting dan relevan terutama restukturisasi sistem politik
(proses demokratisasi) yang memisahkan secara tegas antara
domain militer dan domain sipil. Dalam konteks sektor ke-
amanan, sejumlah produk undang-undang juga tidak saja telah
memisahkan TNI dan Polri secara kelembagaan, tapi juga
fungsi dan peran keduanya. Namun, dinamika ancaman dan
permasalahan yang berkembang menempatkan pembedaan
antara domain peran militer, polisi dan bahkan pemerintah
tidak semutlak yang dibayangkan. Dalam konteks keamanan
misalnya, terdapat potensi eskalasi keamanan dimana institusi
fungsional tidak memiliki kapasitas untuk menangani, sehing-
ga dalam batas-batas tertentu pelibatan militer diperlukan.
Situasi yang demikian dalam diskursus keamanan sering di-
sebut sebagai “wilayah abu-abu” yang membutuhkan peng-

aturan.

26 Diandra Megaputri Mengko, Problematika Tugas Perbantuan TNI.
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Dua TAP MPR yang lahir pada tahun awal reformasi yak-
ni TAP MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan dan TNI dan
Polri dan TAP MPR VII/2000 tentang Pemisahan Peran TNI
dan Polri yang menjadi menjadi dasar pemisahan peran TNI
dan peran Polri, sejatinya menangkap kebutuhan akan perban-
tuan militer. Kedua TAP MPR lahir sebagai respon atas tun-
tutan reformasi dan demokratisasi 1998 untuk mereposisi dan
merestrukturisasi ABRI. Penggabungan TNI dan Polri dalam
satu atap di bawah ABRI berakibat pada terjadinya kerancuan
dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI dan Polri,
serta penyimpangan peran kedua institusi tersebut akibat
peran sosial-politik melalui dwifungsi yang dijalankan oleh
ABRIL

Meski secara kelembagaan, fungsi TNI dan Polri dipisah-
kan, Pasal 2 ayat (3) TAP MPR No.V1/2000 menyatakan ter-
dapat adanya keterkaitan antara kegiatan pertahanan dan ke-
giatan keamanan yang menuntut TNI dan Polri bekerja sama
dan saling membantu. Dengan kata lain, ketetapan itu mene-
gaskan bahwa dalam implementasinya meniscayakan suatu
kondisi yang membutuhkan perbantuan, baik itu TNT kepada
Polri maupun sebaliknya.

Dalam produk perundang perundang-undangan pasca
Mei 1998, tugas perbantuan militer muncul pertama kali da-
lam Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000. Pasal 4 TAP MPR terse-
but menyatakan tugas bantuan TNI:

o TNI membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan
(civic mission)

o TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas
keamanan, atas permintaan yang diatur dalam Undang-

Undang
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« TNI membantu secara aktif tugas pemeliharaan perda-

maian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera
PBB.

Selanjutnya, dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perta-
hanan Negara yang disahkan pada masa pemerintahan Presi-
den Megawati Soekarnoputri muncul istilah Operasi Militer
Selain Perang (OMSP) yang esensinya mengatur perbantuan
TNI. Tugas perbantuan dalam kerangka OMSP disebutkan
Pasal 10 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002. Pada penjelasan pasal
itu dijabarkan OMSP mencakup bantuan kemanusiaan (civic
mission); perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik In-
donesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban ma-
syarakat; bantuan kepada pemerintahan sipil; pengamanan
pelayaran/penerbangan; bantuan pencarian dan pertolongan
(Search And Rescue); bantuan pengungsian; dan penanggu-
langan korban bencana alam.

Kendati lahirnya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perta-
hanan Negara sebagai capaian positif reformasi regulasi sektor
keamanan, UU ini masih menyimpan sejumlah persoalan.
Rizal Sukma mencatat salah satunya adalah problem ketidak-
lengkapan, yang diantaranya nampak dalam pengaturan hu-
bungan TNI dan Polri, terutama mengenai keterkaitan peran
antar kedua institusi tersebut. Persoalan tersebut bermuara
dari adanya perdebatan mengenai makna dari peristilahan
“pertahanan” dan “keamanan” dan mengenai apa yang kerap
disebut sebagai “wilayah abu-abu.””” Yang menjadi persoalan
dari ketidaklengkapan pengaturan misalnya dalam situasi apa

27 Rizal Sukma, “Kajian Kritis Terhadap UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara,” dalam Hari Prihartono (Ed), Penataan Kerangka Regulasi Nasional (Jakar-
ta: Propatria Institute, 2006), him. 29-30.
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dan kapan TNI dapat menjalankan fungsi yang menjadi do-
main kewenangan Polri? Bagaimana mekanisme pelaksanaan
fungsi tersebut oleh TNI? Kemudian juga bagaimana pula me-
kanisme pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi tersebut
oleh TNI?

Persoalan tersebut terjadi karena proses penyusunan UU
No. 3 Tahun 2002 masih diwarnai semangat reformasi untuk
membatasi peran TNI, sehingga sedikit banyak dipengaruhi
asumsi tentang pentingnya pemilahan secara tajam antara
fungsi pertahanan yang menjadi domain TNI dan fungsi ke-
amanan yang secara rancu dipahami dalam arti sempit sebagai
tugas Polri. Padahal UU mengenai pertahanan ditempatkan
dalam konteks dan kerangka kepentingan dan pengaturan ke-
amanan nasional (national security) secara menyeluruh.?®

Persoalan di dalam UU pertahanan tersebut diupayakan
pemecahannya melalui UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pasal 7 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 menjabarkan tugas
perbantuan dalam kerangka OMSP secara lebih luas yang juga
mencakup jenis-jenis operasi tugas perbantuan yang diatur
dalam TAP MPR No.VII Tahun 2000 dan UU Pertahanan
yang meliputi antara lain:

 operasi dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata;

- mengatasi pemberontakan bersenjata;

« mengatasi aksi terorisme;

- mengamankan wilayah perbatasan;

« mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

o melaksanakan tugas perdamaian dunia;

« mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta kelu-

arga;

28 Rizal Sukma, Ibid, him. 29-30.
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o memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pen-
dukung;

« membantu tugas pemerintahan di daerah;

« membantu Polri dalam rangka tugas menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat;

. membantu mengamankan tamu negara;

« membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengung-
sian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

« membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
(search and rescue); dan membantu pemerintah dalam peng-
amanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

perompakan dan penyelundupan.

Pada Pasal 7 Ayat (3) UU TNI ditegaskan pelaksanaan
OMSP hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara.
Yang dimaksud keputusan politik negara adalah kebijakan
politik pemerintah bersama-sama dewan perwakilan rakyat
(DPR) yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja
antara pemerintah dengan DPR, seperti rapat konsultasi dan
rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(Penjelasan Pasal S UU TNI). Dengan kata lain, ketentuan ini
menegaskan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI bisa
dilakukan jika ada keputusan politik negara, dan tidak bisa di-
jalankan atasdasar kehendak TNTI sendiri.

Baik UU No. 3 Tahun 2002 maupun UU No. 34 Tahun
2004 tidak sepenuhnya menjawab dan menyelesaikan perma-
salahan yang terkait dengan kebutuhan landasan hukum bagi
penataan hubungan antara TNI dan Polri. Hingga tahun 2019,
Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif menge-
nai mekanisme pelaksanaan tugas TNI di luar perang. Sebab,
yang menjadi pokok persoalan adalah mekanisme penggunaan
TNI di luar bidang dan tugas utamanya sebagai kekuatan per-
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tahanan. Dan yang dibutuhkan adalah seperangkat peraturan
mengenai tugas perbantuan TNI, yang tidak hanya merinci
keterkaitan tugas antara TNI dan Polri, tetapi juga yang me-
nyangkut tugas-tugas TNI lainnya di luar tugas utamanya.”
Dalam perkembangannya, di tengah penantian muncul-
nya undang-undang yang mengatur tugas perbantuan militer
secara komprehensif dan rinci, justru berkembang pengaturan
tugas perbantuan yang sifatnya parsial dan sektoral. Pengatur-
an ini menciptakan persoalan baru tidak hanya dari segi nor-
manya saja, tapi juga penerapannya. Salah satu pengaturan
parsial tersebut terdapat dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial.*°

Bagian Dasar Menimbang me-
nyebutkan tujuan UU ini adalah untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mema-
jukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap
warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman,
tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin
sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
Bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok ma-
syarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibat-
kan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pem-
bangunan nasional. UU ini diajukan pada masa pemerintahan
SBY dan disahkan pada tanggal 11 April 2012.

29 Rizal Sukma, Ibid, him. 29-30.

30 Inisiatif RUU Penanganan Konflik Sosial pertama kali mengemuka dalam per-
temuan konsultasi Bappenas, dan selanjutnya didukung oleh UNDP melalui pro-
gram Peace Through Development. Maskah Akademik dan RUU Kemudian di-
serahkan kepada DPR pada 10 September 2008, dan Ketua DPR waktu itu, Agung
Laksono menyatakan akan memasukan RUU PKS sebagai salah satu Prolegnas
tahun 2009. Selanjutnya RUU PKS masuka dalam prioritas legislasi nomor 25 di
tahun 2009. Akan tetapi sampai periode DPR 2004-2009 berakhir, RUU ini belum
sempat dibahas. Kemudian di tahun 2010 masuk kembali di dalam Prolegnas
dengan nomor urut prioritas.
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UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
(PKS) mengatur penggunaan TNI dalam penanganan konflik
sosial. UU ini mengundang kritik dan banyak penolakan dari
kalangan masyarakat sipil karena dianggap akan menimbulkan
masalah, tidak hanya dalam dalam tata kelola keamanan, me-
lainkan juga penanganan konflik di daerah.*

Meski penggunaan kekuatan TNI dalam penanganan
konflik sosial dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (melalui keputusan politik), dalam UU ini ditentu-
kan bahwa kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dapat
meminta bantuan untuk menggunakan kekuatan TNT kepada
pemerintah. Dalam konflik berskala nasional, Presiden ber-
wenang menggunakan kekuatan TNI setelah berkonsultasi
dengan pimpinan DPR. Dalam pelaksanaannya, bantuan peng-
gunaan kekuatan TNTI dikoordinasikan oleh Polri. Ketentuan
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan keterli-
batan TNI berakhir apabila telah dicabut penerapan status
keadaan konflik atau berakhirnya jangka waktu status keadaan
konflik.

Beberapa elemen masyarakat sipil menganggap UU ini
bermasalah, sehingga diajukan gugatan judicial review terhadap
UU PKS ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu permasalahan
utama dari UU ini adalah diberikannya kewenangan kepala
daerah untuk menetapkan status keadaan konflik dan diperbo-
lehkan melakukan pembatasan-pembatasan serta adanya peli-
batan dan perbantuan TNI dalam penanganan konflik (Pasal
16 jo Pasal 26 UU TNI).

Berikutnya adalah pengaturan perbantuan militer dalam
Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Kea-

31 Lihat: Elsam, RUU Penanganan Konflik Sosial. Desentralisasi Masalah, Nihilnya Pe-
negakan Hukum, dan Kembalinya Militer dalam Ruang Sipil.
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manan Dalam Negeri yang dikeluarkan Presiden SBY pada
Januari 2013. Melalui beleid ini, SBY mengintruksikan pening-
katan efektivitas penjagaan keamanan dan ketertiban seiring
meningkatnya gangguan keamanan di Indonesia. Ditegaskan
bahwa “Polri sebagai penjuru, dalam keadaan tertentu dibantu
TNI, maka peran gubernur, bupati dan walikota, akan sangat
besar dan menentukan”.**

Lebih jauh, Inpres No. 2 Tahun 2013 mengatur usaha pe-
nanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu
untuk mencapai stabilitas kondisi dalam negeri yang kondusif
untuk pembangunan. Dalam Inpres tersebut dijelaskan pelak-
sanaan penanganan gangguan terpadu sesuai dengan tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peratur-
an perundangan. Ada tiga cakupan operasi dalam Inpres ini
antara lain: Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan
akibat konflik sosial dan terorisme; kedua, pemulihan pasca
konflik meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabili-
tasi, dan rekonstruksi; ketiga, pencegahan konflik sosial atau-
pun tindak kekerasan. Keterlibatan TNT untuk penghentian
tindak kekerasan, dalam keadaan tertentu, dimungkinkan un-
tuk membantu Polri.*

Inpres ini juga mendapat tentangan dan kritik dari kelom-
pok masyarakat sipil karena dianggap memberi cek kosong
kepada militer dalam mengatasi gangguan keamanan dalam
negeri. Pelibatan militer dalam Inpres ini tidak diatur secara
jelas dan ketat. Selain itu, pengaturan pelibatan dan perbantu-
an militer dalam bentuk Inpres adalah keliru. Mengacu kepada
UU TNI maupun UU Polri pelibatan perbantuan militer seti-

32 Kompas.com, SBY Terbitkan Inpres Keamanan dan Ketertiban, 28 Januari 2013,
diakses tanggal 24 November 2018.
33 Lihat Bagian Ketiga Inpres No. 2 Tahun 2013.
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daknya diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerin-
tah dan bukan Inpres.

Tugas perbantuan TNI secara parsial dan sektoral juga
diatur dalam UU No. S Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Terorisme. Pada Pasal 431 UU tersebut
menyebutkan Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme me-
rupakan bagian dari operasi militer selain perang. Selanjutnya,
dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi TNI, serta ketentuan pelaksanaannya
diatur peraturan presiden (Perpres).

Ketentuan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme
sebenarnya telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU No.
32 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan
salah satu tugas operasi militer selain perang adalah mengatasi
aksi terorisme. Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Ayat (3) UU itu, pelaksanaan tugas operasi militer selain pe-
rang baru dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik
negara yakni kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR
yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara
pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja
sesuai peraturan perundang-undangan (Lihat Penjelasan Pasal
S UU TNI). Hal ini juga berlaku dalam penanganan aksi teror-
isme yang dalam UU tercakup sebagai salah satu tugas operasi
militer selain perang. Prinsip ini harus pula dinyatakan secara
tegas dalam Perpres.

Selain itu, pelibatan militer dalam mengatasi aksi teror-
isme juga perlu memperhatikan status keadaan bahaya yang di
atur dalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Penanggulangan
Keadaan Bahaya. Mengacu kepada undang-undang tersebut,
dalam situasi damai hingga darurat sipil, kendali keamanan
dalam mengatasi ancaman yang terjadi tetap berada di bawah
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kendali kepolisian. Dengan demikian, jika militer dilibatkan
dalam situasi tersebut maka sifatnya mendukung kepolisian
atau dikenal dengan di bawah kendali operasi (BKO) kepoli-
sian. Namun, jika eskalasi ancaman terhadap keamanan me-
ningkat dan mengganggu kedaulatan negara dan Presiden me-
netapkan status keadaan darurat militer, posisi militer menjadi
leading sector untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan
dan kepolisian sifatnya mendukung militer.

Sebagai bagian dari operasi militer selain perang, peli-
batan militer dalam mengatasi terorisme di dalam negeri meru-
pakan pilihan terakhir (last resort) setelah institusi fungsional
tidak mampu lagi mengatasi ancaman terorisme, bersifat se-
mentara dan pelibatan harus atas perintah otoritas politik (ci-
vilian supremacy). Akuntabilitas hukum dalam menjalankan
operasi mengatasi terorisme juga harus jelas, yakni baik itu
polisi maupun TNI. Selain itu, tugas perbantuan TNI dalam
penanganan terorisme perlu tunduk pada mekanisme per-
adilan umum perihal tanggung jawab hukumnya jika terjadi
pelanggaran.

Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam pemerintahan SBY
dan Jokowi, TNI membuat sejumlah Nota Kesepahaman (Me-
morandum of Understanding/MoU) dengan berbagai kemente-
rian dan instansi lain. Dalam berbagai publikasi, TNI berpan-
dangan nota kesepahaman ini digunakan sebagai upaya untuk
mengisi kekosongan regulasi/mekanisme pelaksanaan tugas
perbantuan dalam kerangka OMSP. Hingga tahun 2018, ter-
dapat 41 MoU antara TNI dengan instansi kementerian dan
instansi lainnya, yang didasarkan pada pelaksanaan tugas ope-
rasi militer selain perang. Hal ini tentu saja bertentangan de-
ngan Pasal 7 Ayat (3) UU No. 34 Tahun 2004 yang menegas-
kan bahwa pelaksanaan tugas operasi militer selain perang
harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.
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Dengan demikian, MoU tidak bisa dijadikan dasar pengerahan
dan penggunaan militer.

Dalam implementasinya, MoU ini juga menimbulkan se-
jumlah persoalan, seperti digunakan sebagai ‘celah’ bagi TNI
untuk kembali masuk ke dalam ranah sipil dan keamanan da-
lam negeri. Misalnya pelibatan TNI penggusuran, pengaman-
an stasiun, pengamanan kawasan industri, penanganan konflik

agraria dan lain sebagainya.

Tabel 5.1. MoU TNI dengan Berbagai Instansi

No MOU Tahun Penjelasan

1. MoU TNI dan UNTAET 2000 Kerjasama di wilayah
Military Component perbatasan untuk
tentang koordinasi wilayah membatu proses
perbatasan NTT dengan pemulangan pengungsi
Timor Leste ke Timor Leste.

2. MoU TNI AU dan Kemente- 2004 Kerjasama penataan
rian Perhubungan tentang ulang sebagian areal
operasional penerbangan tanah Pangkalan TNI AU
(Perpanjangan dari MoU (Lanud) untuk pener-
tahun 1994 & 2001) bangan sipil.

3. MoU TNI AD dan Gerakan 2007 Kerjasama terkait materi
Pramuka tentang pendidikan kepramukaan
kerjasama dalam usaha bagi TNI-AD & kerjasama
pembinaan dan pengem- dalam pembuatan kajian.

bangan Pendidikan Bela
Negara dan Kepramukaan

4, MoU TNI dan KPK 2012 Kerjasama sosialisasi
(Perubahan dari MoU tahun dan penerapan peraturan
2005) anti-korupsi di lingkung-

an TNI & kerjasama
bantuan personel, sarana
dan Prasarana dari TNI.

5. MoU TNI dan IPDN 2012 Kerjasama penyelengga-
raan pelatihan pendi-
dikan dasar.
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No MOU Tahun Penjelasan

6. MoU TNI dan Kementerian 2012 Pelibatan TNI dalam
Pertanian penyuluhan, pembangun-

an infrastruktur dan
pencetakan sawah untuk
mencapai percepatan
swasembada pangan.

7. MoU TNI dan PT PELNI 2013 Kerjasama pemberian
tentang Bantuan Peng- bantuan personel,
amanan Pelayaran peralatan, sarana dan

prasarana pendukung
lainnya dari TNI.

8. MoU TNI dan BNPT 2013 Menegaskan peran TNI
untuk memberikan
dukungan langsung
kepada Polri dalam
penanganan aksi
terorisme, dimana BNPT
sebagai fasilitator.

9. MoU TNI dan Polri tentang 2013 Menetapkan pengenda-
Perbantuan TNI ke Polri lian operasi tugas
dalam Memelihara perbantuan dan logistik/
Keamanan dan Ketertiban anggaran, berada di
Masyarakat* bawah otoritas yang

meminta bantuan.

10. MoU TNI dan Kementerian 2014 Kerjasama rehabilitasi
Perhutanan (Perpanjangan hutan di kawasan hutan
dari MoU tahun 2011) konservasi dan

perlindungan hutan.

11. MoU TNI dan Kementerian 2014 Kerjasama dalam

Pertanian dalam Rangka
Mewujudkan Ketahanan
Pangan Nasional Melalui
Program Pembangunan
Sektor Pertanian
(Perpanjangan dari MoU
tahun 2012)

memberikan penyuluhan
kepada para petani dan
menunjang sarana
pertanian seperti
pengadaan traktor,
subsidi pupuk, dan
pengadaan bibit.

Operasi-operasi tersebut dibatasi untuk menghadapi unjuk rasa, mogok kerja,

kerusuhan massa, menangani konflik sosial, kelompok kriminal bersenjata dan
mengamankan kegiatan masyarakat atau pemerintah yang bersifat lokal, nasi-
onal maupun internasional yang mempunyai kerawanan.
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No MOU Tahun Penjelasan

12. MoU TNI dan KONI Pusat 2014 Kerjasama pelaksanaan
tentang peningkatan program keolahragaan
keolahragaan nasional KONI dengan Komite

Olahraga Militer
Indonesia (KOMI).

13. MoU TNI dan PT Kawasan 2014 Kerjasama pelatihan
Berikat Nusantara untuk SDM (bidang bela
(Persero) tentang negara) & bantuan
pemanfaatan aset PT KBN personel, perlengkapan,
(berlaku selama 3 tahun) dan penegakan hukum

terhadap oknum TNI yang
melakukan pelanggaran.

14, MoU TNI dan Kementerian 2014 Kerjasama pengamanan
Kelautan dan Perikanan laut, khususnya dalam

mengantisipasi kasus
pencurian ikan,
pembinaan terhadap
nelayan, penegakan
hukum terhadap kapal
asing yang memasuki
wilayah perairan
Indonesia.

15. MoU TNI dan Komisi 2014 Bantuan alutsista,
Pemilihan Umum (KPU) personel, sarana dan

prasarana untuk
mengirimkan logistik.

16. MoU TNI dan Lembaga 2014 Kerjasama penggunaan
Penerbangan dan teknologi satelit dan
Antariksa Nasional penginderaan jauh
(LAPAN) LAPAN.

17. MoU TNI dan SKK Migas 2014 Memberikan pengaman-
an aset dan kegiatan
operasional KKKS &
landasan untuk
mengucurkan anggaran.

18. MoU TNI dan Lembaga Ilmu 2014 Kerjasama bidang

Pengetahuan Indonesia
(LIPI)

penelitian, pengembang-
an dan pemanfaatan
iptek nuklir.
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No MOU Tahun Penjelasan

19. MoU TNI dan PMI 2014 Kerjasama peningkatan
pelayanan
kepalang-merahan
seperti penanggulangan
bencana alam, pelayanan
donor darah, pelayanan
kesehatan, dan tugas
kemanusiaan lainnya.

20. MoU TNI dan Lembaga 2014 Kerjasama dalam
Dakwah Islam Indonesia memberi bantuan umum
(berlaku 3 tahun). dan kemanusiaan,

bantuan pendidikan,
pemberdayaan rakyat
dalam rangka pemban-
gunan rasa cita tanah air,
serta pembangunan dan
rehabilitasi sarana dan
prasarana ibadah.

21. MOU TNI dan Badan 2014 Pelatihan prajurit TNI
Kependudukan dan untuk difungsikan
Keluarga Berencana sebagai motivator dan
Nasional (perpanjangan pembantu pelayanan KB
dari MoU tahun 2009) & penggunaan rumah

sakit militer sebagai
tempat pelayanan KB
bagi masyarakat.

22. MoU TNI dan Pertamina 2015 Pengamanan obyek vital
tentang Pengamanan nasional strategis
Obyek Vital Nasional sekaligus menjaga
Strategis dan Penyaluran kedaulatan energi.
Bantuan Corporate Social
Responsibility (Perpanjang-
an dari MoU tahun 2013)

23. MoU TNI dan Kementerian 2015 Pengamanan obyek vital
Perhubungan Terkait bandara laut dan semua
Pengamanan Obyek Vital yang berada di bawah

Kemenhub; kegiatan
survei dan penerbitan
buku; pelatihan SDM;
membantu penegakkan
hukum; pertukaran
informasi.

24. MoU TNI dan Polri tentang 2015 Kerjasama terkait

Pendidikan Bersama

kurikulum/program
pendidikan.
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No MOU Tahun Penjelasan

25. MoU TNI dan PT JIEP 2015 Pengamanan objek vital
(Jakarta Industrial Estate nasional yang bersifat
Pulo Gadung) strategis, bantuan

personel & pelatihan
SDM (bela negara).

26. MoU TNI dan PLN tentang 2015 Pengamanan di sekitar
penyelenggaraan objek PLN, bantuan
pendampingan dan personel dalam proses
pelatihan dalam rangka penerimaan dan
penerimaan dan pengujian pengujian batubara,
batubara (Berlaku 2 tahun) pelatihan SDM TNl oleh

PLN dalam pengujian
batubara.

217. MoU TNI dan Kementerian 2015 Pembinaan warga binaan
Hukum dan HAM tentang LP; pelatihan SDM
Kerjasama Penyelengga- kepada petugas, bantuan
raan Tugas dan Fungsi personel, fasilitas
Pemasyarakatan tahanan militer,

peralatan persenjataan.

28. MoU TNI dan Badan 2015 Kerjasama bantuan
Narkotika Nasional (BNN) rehabilitasi terhadap

pemakai narkoba,
pembinaan kepada
masyarakat, kerjasama
program anti-narkoba di
lingkungan TNI;
pertukaran informasi
terkait penyalahgunaan
narkotika.

29. MoU TNI dan Badan 2015 Penyelenggaraan operasi
Keamanan Laut (Bakamla) keamanan dan kesela-
tentang Pembinaan dan matan di laut, bantuan
Operasional Badan personel, sarana,
Keamanan Laut Republik prasarana, pendidikan
Indonesia (Berlaku 5 tahun) dan latihan, pertukaran

data dan informasi yang
diperlukan.

30. MoU TNI dan Basarnas 2015 Bantuan personil,

tentang Penggunaan
Sarana Prasarana dan SDM
dalam Penyelenggaraan
Operasi Pencarian
Pertolongan.

peralatan untuk operasi.
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No MOU Tahun Penjelasan

31. MoU TNI dan Yayasan 2015 Mengatur pendidikan dan
BINUS tentang beasiswa beasiswa bagi anggota
pendidikan tinggi bagi TNI.
anggota TNI dan pelatihan
bagi sivitas akademika
(Berlaku 5 tahun)

32. MoU TNI dan Lembaga 2015 Kerjasama pertukaran
Penyelenggara Pelayanan data dan informasi,
Navigasi Penerbangan termasuk insiden
Indonesia (AirNav) pelayanan lalu lintas

penerbangan.

33. MoU TNI dan Kementerian 2016 Tentang Penelitian dan
Perindustrian Pengambangan Industri

Pertahanan (Alutsista)

34. MoU TNI dan Kementerian 2016 Tentang Penguatan
Pendidikan dan Kebu- Karakter Cinta
dayaan

35. MoU TNI dan Kementerian 2016 Memberikan layanan
Riset Teknologi dan pendidikan, khususnya di
Pendidikan Tinggi Daerah 3T, dan

memberikan layanan
dalam menjalankan
Program Penguatan
Pendidikan Karakter.

36. MoU TNI dan Kementerian 2016 Optimalisasi Sumber
Badan Usaha Milik Negara Daya Badan Usaha Milik
(BUMN) Negara dan Pengamanan

BUMN.

37. MoU TNI dan Kementerian 2016 Pengamanan Proyek
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Perumahan Rakyat Proyek Infrastruktur

Strategis
38. MoU TNI dan Badan 2016 Penanggulangan dan

Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB)

Pencarian Korban
Bencana dan Pemulihan/
Rekonstruksi Pasca
Bencana Alam.
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No MOU Tahun Penjelasan

39. MoU TNI dan Dewan Pers 2017 Perlindungan kebebasan
pers, pencegahan
kekerasan terhadap
wartawan, penegakan
hukum, dan diseminasi
atau penyebarluasan
informasi TNI beserta
Dewan Pers dan
informasi lain terkait
kemerdekaan pers.

40, MoU TNI dengan Polri 2018 Perbantuan tugas
(perpanjangan dari MoU keamanan dan ketertiban
tahun 2013) masyarakat.

41. MoU TNI dengan Kemente- 2019 Kementerian Kelautan
rian Kelautan dan dan Perikanan menan-
Perikanan datangani kerja sama

mengenai penguatan
ketahanan pangan dan
pengamanan sektor
kelautan dan perikanan
dengan Tentara Nasional
Indonesia (TNI).

Sumber: Diolah oleh Tim Imparsial dari berbagai sumber

5.3. PRAKTIK PERBANTUAN MILITER

Paparan di bagian ini memotret sejumlah praktik perbantuan
militer pada masa reformasi. Sejumlah praktik perbantuan mi-
liter dipilih berdasarkan kasus-kasus yang mendapat perhatian
publik, mulai perbantuan dalam penanganan wilayah konflik,
terorisme, pengamanan keamanan negeri, bencana serta per-

bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah.
A. Penanganan Konflik Papua

Papua merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang hing-
ga kini masih diterpa konflik berdimensi vertikal setelah Ti-

13§
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mor Leste (dulu bernama Timor-Timor) dan Aceh berhasil
diselesaikan oleh pemerintah melalui jalan yang berbeda. Kon-
flik Papua telah berlangsung lama bahkan sejak wilayah yang
terletak di ujung timur Indonesia ini diintegrasikan ke dalam
bagian wilayah Indonesia melalui penandatanganan kesepakat-
an antara Indonesia dan Belanda yang difasilitasi PBB pada
tahun 1962. Semenjak terintegrasi muncul kelompok-kelom-
pok yang menentang integrasi dan menyuarakan pemisahan,
baik itu melalui jalan perlawanan bersenjata maupun jalan poli-
tik. Hingga saat ini, meski konflik tersebut telah menimbulkan
banyak korban jiwa, pemerintah tak kunjung juga berhasil me-
nyelesaikannya.

Banyak literatur telah mengulas konflik Papua dari ber-
bagai sisi, mulai dari aspek sejarah, politik, keamanan hingga
dampaknya terhadap kekerasan dan pelanggaran. Dalam hal
pemetaan sumber utama konflik Papua, salah satunya yang
banyak dirujuk adalah hasil penelitian Tim Papua Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menyebutkan empat
sumber konflik Papua. Pertama, sejarah integrasi, status dan
identitas politik. Kedua, kekerasan politik dan pelanggaran
HAM. Ketiga, problem kegagalan pembangunan. Keempat,
marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan Oto-
nomi Khusus (Otsus).

Selama ini pola penanganan konflik Papua oleh pemerin-
tah sering mendapat perhatian dan sorotan. Meski pada era
reformasi terjadi sejumlah perubahan kebijakan seperti pene-
rapan Otonomi Khusus (Otsus), pendekatan militeristik yang
selama ini banyak dikritik dalam realitasnya masih digunakan
oleh pemerintah. Pendekatan itu secara de facto tetap berlanjut
meski status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM)
telah dicabut pada tahun 1998 dengan dalih untuk mengha-
dapi ancaman kelompok separatisme Papua. Hal itu bisa di-
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lihat dari pengiriman jumlah besar pasukan TNI dan hingga
kini pun masih dipertahankan.

Dilihat dari kebijakan, meski Papua sebagai daerah kon-
flik, status keamanan di Papua pada saat ini sejatinya berada
dalam status keadaan tertib sipil. Dalam UU No. 23 Tahun
1959 tentang Keadaan Bahaya dikenal tiga tingkatan keadaan
bahaya yakni darurat militer, darurat sipil dan darurat perang.
Sejak DOM dicabut Papua tidak pernah ditetapkan berstatus
keadaan bahaya, yang dengan demikian menggarisbawahi sta-
tus keamanan di Papua berada dalam status tertib sipil. Dan
sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penangan-
an keamanan di Papua menjadi domain utama kepolisian, bu-
kan militer. Dalam hal ini, pelibatan militer dalam menangani
persoalan keamanan di Papua bersifat perbantuan pada kepoli-
sian.

Pada tahun-tahun awal era reformasi belum nampak jelas
perbedaan pada jenis operasi di antara Polri dan TNI meski
sejak 1 April 1999 proses pemisahan peran TNI/Polri mulai
dijalankan. Operasi-operasi yang dilaksanakan di tanah Papua
pada era tersebut, seperti perintah Operasi Rajawali 10 A dan
Operasi Rajawali 011 yang berlangsung hingga tahun 2000
masih mengedepankan pendekatan represif terhadap keaman-
an dan pertahanan.’* Operasi-operasi khusus pada masa terse-
but dilaksanakan dengan penerapan tiga jenis operasi, yaitu
operasi teritorial (sebagai inti dari gelar kekuatan/operasi po-
kok) yang didukung oleh operasi intel, operasi tempur dan
operasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Dari ketiga jenis operasi tersebut, pada saat itu peran kepoli-

34 Moch. Nurhasim, “Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Papua” dalam
Studi Kebijakan Pertahanan: Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahan-
an di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), ed. Sarah Nuraini Siregar (Jakarta: LIPI,
2007), htm. 126.
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sian hanya bersifat membantu. Operasi tersebut secara umum
dijalankan dengan tata cara represif militer.

Dalam perkembangannya, setelah pemisahan fungsi TNI
dan Polri berlangsung secara struktural dan fungsional, terjadi
perubahan pola penerapan operasi institusi keamanan dan per-
tahanan di daerah-daerah Indonesia. Hal ini terjadi seiring la-
hirnya sejumlah produk UU sektor keamanan, seperti UU
Polri, UU Pertahanan dan UU TNIL Dampak dari perubahan
itu masalah keamanan menjadi tanggung jawab Polda beserta
jajarannya, sementara untuk masalah pertahanan menjadi
tanggung jawab dari TNI (Kodam) dan sejumlah TNI Non-
organik yang berada di Papua, seperti Kopassus, Intelijen
(BIA), Kostrad, dan sebagainya.

Namun demikian, dalam konteks gelar kekuatan TNI di
Papua, dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukan pe-
ningkatan jumlah kekuatan yang signifikan. Memang pada saat
ini sulit untuk memperoleh data pasti tentang jumlah pasukan
militer yang digelar di tanah Papua. Setiap institusi, mulai dari
anggota DPR, Kemenetrian Koordinator Polhukam, Kodam
XVII/Cendrawasih tidak bisa memberikan data jumlah pasu-
kan yang pasti. Namun, berdasarkan hasil penelitiannya, Im-
parsial memprediksikan jumlah kekuatan TNI di Papua pada
tahun 2019 sekitar 12.100-16.320 personel TNI terdiri dari
TNI AD antara 7.800-10.500 prajurit, TNT AL 2.100-3.000
prajurit dan TNI AU 2.200-2.820 prajurit.*

Kebijakan pelibatan TNI dalam penanganan konflik Pa-
pua merupakan cara lama yang masih digunakan. Hal ini bisa
dilihat dengan berbagai operasi militer yang secara de facto

35 Jumlah ini didapat setelah meghitung jumlah kesatuan yang berada di Papua
baik kesatuan tempur maupun bantuan tempur di lingkungan TNI AD, TNI' AL, dan
TNI AU.
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terus berlanjut. Meskipun secara formal status Papua sebagai
DOM telah dicabut, tetapi dalam realitasnya tidak. Kendati
secara tertulis tidak ada surat yang mengatakan Papua sebagai
DOM, tetapi penerapannya sangat dirasakan dimana-mana.
Kesaksian warga mengenai pengalaman mereka terkait aktivi-
tas TNI di sekitar mereka sekiranya dapat menjadi bukti akan
hal itu, meski kalangan elit pusat membantah adanya operasi
militer yang nampaknya dijalankan secara diam-diam. Paska
UU TNI disahkan pengerahan kekuatan TNI di Papua tidak
melalui keputusan politik negara sebagaimana diatur Pasal 7
Ayat (3) UU TNL

Lebih lanjut, pelibatan aparat TNI dalam penanganan
konflik Papua bukannya tidak menimbulkan masalah. Bagi
rakyat Papua yang sudah kenyang dengan berbagai aksi ke-
kerasan, pelibatan militer melahirkan dampak yang serius pada
kehidupan mereka. Bukan keamanan yang mereka dapat, me-
lainkan justru ketidakamanan.

Peran militer di Papua dapat dilihat dalam sejumlah kebi-
jakan operasi yang dijalankan. Pertama, operasi perbatasan.
Operasi ini untuk menjaga dan mengamankan wilayah per-
batasan Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG) sepan-
jang 780 KM. Operasi ini berada di bawah tanggung jawab ko-
mando Kodam XVII/Cendrawasih. Kedua, operasi Peng-
amanan Daerah Rawan dan Operasi Pengamanan Obyek Vital.
Di antaranya adalah pengamanan PT Freeport Indonesia, Ban-
dara Udara Timika dan juga Portside dan Cargo Dok. Operasi
pengamanan objek vital di PT Freeport Indonesia tercatat se-
jak Juli 2006 dilakukan dengan gelar bantuan kekuatan BKO
kepada Polda Papua. Ketiga, Operasi Intelijen. Dalam operasi
ini terjadi tumpang tindih organisasi intelijen di tingkat lokal,
antara intelijen BIN dengan intelijen Kodam, polisi dan lain-
nya. Keempat, Operasi Teritorial. Operasi yang dilaksanakan
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oleh aparat TNI di kawasan Papua tidak hanya terpusat pada
kegiatan keamanan semata, kegiatan operasi teritorial (opster)
yang serupa dengan operasi TNI Manunggal Masuk Desa
(TMMD) pun kerap dilaksanakan sebagai bentuk abdi TNI
kepada masyarakat, seperti kegiatan sosial yang bersifat fisik
dan non-fisik seperti penyuluhan.

Dampak Operasi Keamanan

Tidak berubahnya pola pendekatan pemerintah untuk me-
nyelesaikan isu papua berdampak pada beberapa aspek ke-
hidupan masyarakat Papua. Dalam konteks keamanan, pen-
dekatan keamanan terus digunakan pemerintah dalam rangka
penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya
satuan-satuan teritorial dan tempur baru di penjuru wilayah
Papua. Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo,
pada 19 Desember 2016 pemerintah telah meresmikan Kodam
XVIII/ Kasuari di Manokwari yang memiliki wilayah tugas di
seluruh Papua Barat. Dengan dibentuknya Kodam baru ini,
kini terdapat 2 Kodam beserta seluruh struktur di bawahnya
yang membawahi wilayah Papua.

Selain itu, pada 11 Mei 2018 Panglima TNI Marsekal TNI
Hadi Tjahjanto telah meresmikan empat satuan militer baru.
Satuan-satuan itu adalah, Komando Armada (Koarmada) II1
TNI AL, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Korps Marinir TNI AL
yang bermarkas di Sorong Papua Barat, Komando Operasi
Angkatan Udara TNI AU (Koopsau) 111 yang bermarkas di
Biak. Pada waktu yang sama dan Divisi Infanteri (Divif) 3
Kostrad bermarkas di Pakatto Sulawesi Selatan yang mem-
bawahi brigade dan batalyon kostrad di Papua yakni Brigif 20/
IJK Kostrad di Timika. Bersamaan dengan dibentuknya Divif
Kostrad baru, saat ini sedang berlangsung pembangunan sa-



REFORMASI TNI DAN PERBANTUAN MILITER

tuan tempur Kostrad setingkat brigade yang akan bermarkas
bermarkas di Sorong.

Pembentukan satuan-satuan militer baru ini berdampak
pada meningkatnya jumlah pasukan di Papua. Hal ini belum
termasuk pengiriman pasukan dari luar papua (non organik)
yang dilakukan secara periodik baik itu untuk menambah jum-
lah atau pergantian tugas aparat keamanan yang sudah ada se-
belumnya. Hingga kini tidak diketahui berapa sesungguhnya
jumlah keseluruhan aparat non organik yang dikirim dan kini
berada di Papua, mengingat selama ini juga tidak ada transpa-
ransi kebijakan yang dilakukan. Publik hanya mengetahui bah-
wa ada pengiriman namun tidak mengetahui kuantitas, dan
terlebih lagi untuk tujuan apa dan bagaimana mereka bekerja.

Sementara itu, kekerasan demi kekerasan terus berlang-
sung. Belakangan, kekerasan yang terjadi di Nduga mendapat
perhatian nasional maupun internasional. Terbunuhnya 19
pekerja konstruksi beserta 1 anggota TNI pada 1 Desember
2018 di Nduga merupakan peristiwa kekerasan terparah yang
terjadi dalam beberapa tahun terakhir.*® Tidak hanya dari segi
jumlah korban yang masif, kasus ini mendapatkan predikatnya
sebagai salah satu peristiwa kekerasan terparah akibat tindak
kekerasan itu tidak hanya menyasar aparat keamanan saja, me-
lainkan juga menyasar warga sipil. Di sisi lain pembunuhan di
luar hukum oleh aparat kemanan juga terus berlangsung. Cata-
tan Amnesty International Indonesia, telah terjadi 95 pem-
bunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan
sejak 2010 hingga 2019.

36 Mula-mula beredar kabar 31 orang meninggal dunia akibat serangang. Sumber
lain mengatakan 16 atau 17 orang menjadi korban peristiwa Nduga. Namun de-
mikian, Polri dalam konfrensi persnya menyatakan korban berjumlah 20 orang
terdiri dari 19 warga sipil pekerja konstruksi dan 1 orang anggota TNI.
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B. Penanganan Konflik di Poso

Jejak peran internal TNI di Poso dapat dikatakan telah ada
sejak konflik komunal di Poso meletus pada desember 1998.
Pelibatan TNI dalam penanganan konflik komunal dan teror
di Poso secara umum digelar sebagai tugas perbantuan terha-
dap Polri dan status pengerahan pasukan TNI berada di Ba-
wah Kendali Operasi (BKO) Polri. Dalam rangka memperkuat
operasi, gelar pasukan TNI di Poso tidak hanya berasal dari
satuan organik di bawah Kodam VII/Wirabuana, tetapi juga
berasal dari satuan-satuan diluar Kodam Wirabuana.

Paska UU TNI disahakan pengerahan kekuatan TNI di
Poso tidak melalui keputusan politik negara sebagaimana di-
atur Pasal 7 Ayat (3) UU TNI. Keterlibatan TNI dalam ber-
bagai operasi keamanan di Poso yang berlangsung dalam pola
yang berkelanjutan. Dikatakan berkelanjutan karena pola oper-
asi digelar dalam beberapa periode operasi dengan jumlah pa-
sukan yang berfluktuasi tergantung pada eskalasi kekeras-
an yang dihadapi serta menggunakan sistem rotasi. Pelibatan
TNI secara masif mulai dilakukan setelah pendekatan sosio-
kultural dan penegakan hukum yang ditempuh dalam mena-
ngani konflik Poso Jilid I gagal dan tidak mampu meredam
konflik komunal.

Pada konflik Poso Jilid II Polda Sulawesi Tengah meng-
gelar operasi dengan sandi Operasi Sadar Maleo yang terdiri
dari unsur kepolisian dan unsur perbantuan TNI. Operasi
Sadar Maleo mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2000 dan diper-
panjang sebanyak lima kali hingga berakhir pada 10 Desember
2001.%

37 Operasi ini dipimpin oleh Kolonel (Polisi) Drs. Zainal Abidin Ishak yang pada saat
itu menjabat sebagai Wakil Kapolda yang di kemudian hari diangkat menjadi Ka-
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Berakhirnya operasi Sadar Maleo dan Cinta Damai ditan-
dai dengan adanya Deklarasi Malino.*® Kedua operasi itu di-
gantikan dengan operasi pemulihan keamanan terpadu dengan
sandi "Operasi Sintuwu Maroso” yang melibatkan pasukan
TNI/Polri dan mulai berjalan efektif pada 10 Desember 2001
dengan kendali operasi langsung berada di tingkat Polda. Pada
17 Juni 2002, Operasi Sintuwu Maroso dilanjutkan dengan
Operasi Sintuwu Maroso-1 dengan mengubah kendali operasi
menjadi berada pada masing-masing wilayah. Operasi dimulai
pada 1 Juli hingga 30 September 2002 dengan juga melibatkan
pasukan yang terdiri dari unsur Polri di lingkungan Polda Su-
lawesi Tenggara dan TNI Batalyon 711 Palu. Pada 20 Juli 2005
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyetujui per-
panjangan Operasi Sintuwu Moroso untuk ketujuh kalinya.
Operasi dengan mandat pemulihan keamanan dan ketertiban
berlanjut setelah sebelumnya operasi dengan sandi yang sama
berakhir pada 12 Juli 200S. Pada puncaknya, operasi ini meli-
batkan 4.162 petugas keamanan.*

Sebagai kelanjutan dari Operasi Sintuwu Maroso yang
berakhir pada Juli 2006, kepolisian menyelenggarakan Operasi
Lanto Dago yang diikuti gelar operasi dengan sandi Operasi
Siwagi Lembah yang dijalankan selama tiga bulan dari Novem-
ber 2008 hingga Januari 2009. Semua opersi ini menggunakan
pola yang sama, yakni kendali operasi berada pada Polda dan

polda Sulteng.

38 DeklarasiMalino adalah deklarasi damai antara pihak yang bertikai. Deklarasiini
menelurkan beberapa poin kesepakatan salah satunya penyelenggaraan opera-
si keamanan terpadu yang beroperasi selama 6 bulan untuk memulihkan situasi
keamanan di Poso.

39 Rozi, Syafuan, Mashad, Dhurorudin, Hubungan Negara dan Masyarakat dalam
Resolusi Konflik di Indonesia, Daerah Konflik Sulteng, Maluku dan Malut (Jakarta:
LIPI Press, 2005). Lihat juga: Ecip, Sinansari, Rusuh Poso Rujuk Malino (Jakarta:
Cahaya Timur, 2002), him. 96
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mendapat permbantuan dari unsur TNI setempat.*’

Selain operasi pemulihan keamanan TNI juga melakukan
operasi intelijen yang dilakukan secara mandiri. Pada tahun
2003 sebanyak 12 Prajurit Kopassus diterjunkan sekitar Poso
dan Tentena. Danrem 132 Tadulako Kol. TNI. Suwahyuhadji
mengatakan diterjunkan untuk mendeteksi orang-orang asing
dan menggali informasi terkait peledakan bom yang terjadi di
Poso.* Dalam perkembangannya kegiatan intelijen Kopassus
tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi tentang ke-
kerasan, tetapi juga merambat ke isu-isu lainnya, seperti isu
pertahanan dan korupsi dana kemanusiaan Poso.*

Dalam hal pembiayaan, berbagai operasi pemulihan ke-
adaan diatas tidak sepenuhnya bersumber dari APBN seba-
gaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Be-
lakangan diketahui anggaran pemulihan keamanan juga ber-
sumber dari dana APBD Kabupaten Poso. Menurut laporan
Kontra$ yang bersumber pada Pemda Poso sejak 2001 hing-
ga 2003 Pemda Kabupaten Poso telah menggelontorkan
Rp. 8.996.924.840 dalam rangka pembiayaan operasi pemu-

lihan keamanan.*

Dampak Operasi Keamanan
Pasca operasi cipta kondisi setelah kerusuhan yang terjadi
pada awal 2000-an TNI merasa perlu untuk membentuk

40 Jafar M. Sidik, “Polisi Jaga Khusus Poso dan Palu,” Antaranews.com, diakses
pada tanggal 19 Desember 2016, http://www.antaranews.com/berita/123959/
polisi-jaga-khusus-poso-dan-palu.

41 Tempo.co, “12 Personil Kopassus Diterjunkan di Pos,” https://nasional.tempo.co/
read/25305/12-personil-kopassus-diterjunkan-di-poso, diakses pada 4 Desem-
ber 2019

42 Arianto Sangaji, "Regional Poso,” dalam Politik Lokal di Indonesia, ed. Henk S.
Nordholt dan Gerry v. Klinken (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007),
him. 356.

43 KontraS, Laporan Penelitian Bisnis Militer di Poso Sulawesi Tengah (Jakarta: Kon-
traS 2004), him. 43
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satuan organik untuk menetap di Kabupaten Poso. Pada 24
Agustus 2005 dibentuk Batalyon Infanteri 714/Sintuwu Ma-
roso atau Yonif 714/SM. Batalyon ini merupakan Batalyon In-
fanteri yang berada di bawah komando Korem 132/Tadulako,
Kodam VII/Wirabuana.**

Markas batalyon berkedudukan di perbatasan Desa Ro-
nononcu, Kecamatan Poso Kota, dengan Desa Maliwuko, Ke-
camatan Lage. Dua kompi pasukan, kompi A di Pendolo, Pa-
mona Selatan, Kompi B ditempatkan di Desa Malino, Keca-
matan Petasia, Kabupaten Morowali, dan Kompi C di luwuk,
Kabupaten Banggai, Kompi D di kabupaten Tojo Una-Una
Yonif 714/SM merupakan batalyon yang dibentuk pada ta-
hun 2004 sebagai akibat dari konflik yang terjadi di Poso,
Sulawesi Tengah. Cikal bakal satuan ini diambil dari Kompi A
dan Kompi B Batalyon Infanteri 711/Raksatama yang kini
berada dibawah kendali Kodam XIII/Merdeka. Yonif 714 terli-
bat dalam seluruh operasi TNI di Poso, mulai dari Operasi
Cipta Kondisi pasca konflik hingga Operasi Tinombala.*

Selain menguatnya struktur teritorial dan tempur di Poso,
publik juga menyoroti permasalahan rivalitas yang terjadi
antara Polri dan TNI. Pada konflik poso Jilid II Polda Sulawesi
Tengah yang menggelar operasi dengan sandi Operasi Sadar
Maleo, Kodam VII/Wirabuana yang membawahi Komando
Resor Militer se-Sulawesi juga menggelar operasi terpisah de-
ngan sandi Operasi Cinta Damai.* Kapolda Sulawesi Tengah,

44 Kodam Wirabuana, Profil Yonif 714, Website Komando Daerah Militer Wirabuana,
diakses padatanggal 20 Februari 2019, http://yonif714.kodam-wirabuana.mil.id/
profile-4/.

45 TNI AD, Eksistensi dan Daya Dukung Yonif 7145M dalam Operasi Tinombala,
WebsiteTentaraNasionallndonesiaAngkatanDarat,diaksespadatanggal20Febru-
ari2019,https://tniad.mil.id/2016/08/eksistensi-dan-daya-dukung-yonif-714sm-
dalam-operasi-tinombala/.

46 QOperasi ini dipimpin oleh Kolonel Inf. Moch. Slamet yang ketika itu menjabat
sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kodam VII/Wirabuana.
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Kolonel (Polisi) Drs. Soeroso menyatakan dirinya tidak meng-
etahui kejelasan administrasi hubungan antara “Operasi Sadar
Maleo” dan “Operasi Cinta Damai”. Kapolda mengaku “Ope-
rasi Cinta Damai” di-BKO-kan kepada Polda Sulteng, namun
hal itu hanya disampaikan melalui komunikasi telepon.*’ Ke-
beradaan dua operasi ini tidak hanya menunjukan adanya per-
soalan koordinasi yang buruk, tetapi juga menunjukkan ada-
nya problem rivalitas antara TNI dan Polri.

Pernyataan kontradiktif juga terjadi terkait penempatan
anggota Kopassus di Poso. Pernyataan Pangdam Wirabuana
dan Kapolda Sulteng bertolak belakang. Seperti diketahui,
selusin anggota Kopassus dikirim ke Poso di bawah kendali
Kodam Wirabuana, ternyata tidak di-BKO-kan ke Polda Sul-
teng. Pangdam Wirabuana Mayjen Amirul Isnaeni (mantan
Danjen Kopassus) menyatakan bahwa pihaknya telah melaku-
kan koordinasi dengan Polda Sulteng. Kehadiran Kopassus di
Poso pada awalnya tanpa sepengetahuan Kepolisian Daerah
Sulawesi Tengah Brigjen. Pol. Zainal Abidin Ishak. Kapolda
mengatakan diterjunkannya Kopasus di Poso di bawah ko-
mando Pangdam Wirabuana.*® Kepala Penerangan Kopassus,
Kapten Farid Ma’ruf menyangkal pengiriman pasukan Sandi
Yudha ke Poso. Sebaliknya Kadispen TNI AD Brigjen Ratyo-
no menyatakan bahwa kehadiran satuan intelijen ini bertang-
gungjawab langsung kepada Panglima TNI lewat Asisten In-
telijen dan Operasi Mabes TNL.*

47 Arianto Sangaji, "“Aparat Keamanan dan Kekerasan Regional Poso”, dalam Politik
Lokal di Indonesia, ed. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007).

48 Tempo.co, "12 Personil Kopassus Diterjunkan di Poso,” https://nasional.tempo.
co/read/25305/12-personil-kopassus-diterjunkan-di-poso diakses pada 4 De-
sember 2019

49 Majalah Tempo, Aksi Pasukan Misterius, Majalah Tempo Edisi 25 Agustus 2002
dimuat kembali dalam https://majalah.tempo.co/read/79998/aksi-pasukan-
misterius diakses pada 4 Desember 2019.
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C. Penanganan Konflik Ambon (Maluku)

Konflik di Maluku berawal dari peristiwa yang terjadi pada
tanggall9 Januari 1999 yaitu bertepatan dengan Hari Raya
Idul Fitri tahun 1999. Peristiwa penyerangan terhadap kelom-
pok Muslim oleh kelompok Kristiani tersebut diduga mene-
waskan ratusan orang dan menyebabkan ribuan lainnya meng-
ungsi dari kampung mereka. Merespon peristiwa tersebut
kelompok Muslim kemudian juga melakukan pembalasan.
Namun demikian ada juga pendapat lain yang menyatakan
bahwa konflik di Maluku ini sejatinya baru mulai merebak
pasca Pemilu 1999. Berikut beberapa peristiwa yang dihimpun
oleh Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI).

Tabel 5.2. Kronologi Konflik Maluku

Tahun Bulan Peristiwa

1999 Januari Perkelahian jalanan yang kecil meningkat menjadi
kerusuhan di kota Ambon dan sekitarnya.

Maret Kekerasan massal menyebar ke pulau lain di Maluku.

Mei Kampanye pemilihan umum dimulai dan kekerasan
berkurang.

Juni Pemilihan umum

Juli Kekerasan massal dimulai lagi di kota Ambon.

Oktober Provinsi Maluku Utara dipisah dari Provinsi Maluku.

Desember | Konflik meningkat setelah gereja Silo dibakar dan
pembantaian terjadi di desa Muslim Tobelo di Maluku

Utara.
2000 Mei Mei Laskar Jihad tiba di Ambon
Juni Pembantaian di Galela dekat Tobelo di Maluku Utara.

Senjata polisi dicuri dan disebarkan ke masyarakat
sipil. Darurat sipil diberlakukan di Maluku dan Maluku
Utara dan ribuan tentara dikerahkan.
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Tahun Bulan Peristiwa

2000 Desember Front Kedaulatan Maluku (FKM) menyatakan
kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS).

2001 Januari Batalyon Gabungan (Yongab) melakukan “operasi
pembersihan” dengan target kelompok garis keras
Muslim.
Juni Yongab melakukan “operasi pembersihan” lainnya.
2002 Februari Perjanjian Damai Malino (Malino Il) ditandatangani.
April April Kantor pemerintahan provinsi Maluku dibakar.

Desa Soya diserang, setelah itu kekerasan mulai
berkurang di Maluku.

Mei Pemimpin Laskar Jihad, Ja'far Umar Talib dan FKM,
Alex Manuputti ditangkap.
Oktober Laskar Jihad hilang dari Maluku.
2003 Mei Darurat sipil dicabut dari provinsi Maluku Utara.

September | Darurat sipil dicabut dari provinsi Maluku.

2004 April FKM mengibarkan bendera RMS, memicu
kerusuhan di kota Ambon yang menewaskan 40
orang.

Juni Pemilihan umum

Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia,
the Centre for Humanitarian Dialogue, 2011, him. 17.

Berdasarkan kronologi di atas, konflik ini utamanya terja-
di antara tahun 1999 hingga 2003. Sementara pasca tahun
2003 dilihat sebagai masa-masa pemulihan. Konflik menim-
bulkan tingginya jumlah pengungsi yang terpaksa meninggal-
kan kampung halamannya. Konflik di Maluku yang telah ber-
langsung sejak Januari 1999 sampai Oktober 2000 tersebut
telah menelan korban kurang lebih sebanyak 3.080 orang me-

ninggal dunia.*

50 Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Laporan
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Keterlibatan TNI dalam penanganan konflik Maluku di-
mulai sejak masa awal konflik. Hal tersebut dilakukan setelah
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan
keadaan Darurat Sipil pada tahun 2000. Penetapan tersebut
dilakukan melalui Keppres No. 88 Tahun 2000 tentang Ke-
adaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku
Utara. Berdasarkan ketentuan Pasal S Keppres tersebut, kon-
disi ini diberlakukan sejak tanggal 27 Juni tahun 2000 hingga
waktu yang ditentukan yaitu dengan kata lain selama kondisi
keamanan di Maluku dan Maluku Utara belum kembali nor-
mal maka Keppres tersebut tetap berlaku. Penerbitan Keppres
tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuaan dalam Per-
ppu Penetapan Keadaan Bahaya.

Namun demikian, setelah presiden Abdurrahman Wahid
lengser dari jabatannya pada tahun 2001, presiden Megawati
Soekarnoputri yang menggantikannya mencabut Keppres ter-
sebut pada tahun 2003 melalui Kepres No. 27 Tahun 2003 ten-
tang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku
Utara. Salah satu alasan substansi pencabutan tersebut adalah
bahwa konflik di Maluku dan Maluku Utara telah selesai yaitu
ditandai dengan penandatanganan perjanjian Malino II pada
bulan Februari 2002. Dengan dicabutnya Keppres tersebut
maka status keamanan di Maluku dan Maluku Utara kembali
pada tertib sipil, masa ini merupakan masa yang penting dalam
pemulihan kondisi keamanan di Maluku. Pemerintah lalu me-
ngeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2003 Tentang Per-
cepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Pro-
vinsi Maluku Utara Pasca Konflik sebagai dasar hukum untuk
pemulihan wilayah Malkuku dan Maluku Utara pasca konflik.

Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor Timur, Laporan diterbitkan
pada tahun 2003, him. 31.
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Pencabutan kondisi Darurat Sipil pada tahun 2003 tidak
serta merta menghentikan konflik di Maluku dan Maluku Uta-
ra. Tercatat beberapa insiden masih terjadi pasca pencabutan
status darurat konflik tersebut. Demikian juga halnya dengan
pengiriman personel TNT ke Maluku dan Maluku Utara. Ala-
san yang mengemuka pada saat itu ada untuk menjamin proses
pemulihan dan menjaga keamanan pasca konflik. Kondisi pe-
layanan publik di Maluku dan Maluku Utara pasca penan-
datanganan perjanjian Malino II masih jauh dari kata optimal
dan memadai. Pelayanan publik dilakukan secara terpisah baik
di wilayah Islam dan di wilayah Kristen. Perbantuan TNI ini
salah satunya ditujukan untuk mengembalikan fungsi pela-
yanan publik kembali pada posisi normal. Secara umum peran
yang diambil oleh TNI ketika melakukan tugas perbantuan di
wilayah Provinsi Maluku lebih terkait penjagaan kondisi atau

keamanan. !

Dampak Konflik

Konflik Maluku memiliki dampak yang cukup serius bagi ke-
manusiaan. Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manu-
sia mencatat bentuk-bentuk dampak negatif yang diakibatkan
dalam konflik tersebut adalah®*:

a. Terhentinya sebagian besar kegiatan perekonomian se-
hingga menimbulkan semakin meningkatnya angka ke-
miskinan, banyaknya pengangguran, dll.

b. Munculnya fanatisme permusuhan antar kelompok serta

51 Pieris, Jhon, Dr, Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2004).

52 Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Laporan
Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Timor Timur, Laporan diterbitkan
pada tahun 2003, him. 32.
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hilangnya semangat persatuan dan kesatuan yang berim-
plikasi kepada disintegrasi bangsa.

c. Kegiatan pendidikan juga mengalami kemunduran, di
mana banyak sekolah-sekolah, bahkan perguruan tinggi
yang hancur. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap
kwalitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

d. Tidak berfungsinya sarana pelayanan publik seperti la-
yanan kesehatan kepada masyarakat di mana banyak sa-
rana kesehatan yang hancur dan kurangnya suplai obat-
obatan dengan terganggunya transportasi.

e. Hancurnya tatanan sosial budaya masyarakat Maluku
seperti: - Putusnya interaksi sosial antara kelompok ma-
syarakat - Hilangnya ikatan nilai-nilai budaya persauda-
raan seperti Pela Gandong.

f. Hilangnya semangat dan kepercayaan untuk menatap ma-

sa depan.

D. Operasi Penanganan Terorisme

Camar Maleo

Tidak hanya terlibat dalam berbagai operasi keamanan di ber-
bagai daerah, TNI juga terlibat aktif dalam operasi pena-
nganan terorisme seperti Operasi Camar Maleo. Kebijakan
operasi Camar Maleo merupakan operasi gabungan yang meli-
batkan dan dijalankan oleh TNI dan Polri dengan tujuan un-
tuk memburu jaringan kelompok teroris Santoso alias Abu
Wardah. Operasi keamanan gabungan TNI-Polri ini dijalan-
kan secara bergelombang dan telah mengalami empat kali per-
panjangan, mulai dari Camar Maleo I yang dimulai pada awal
tahun 2015 hingga Camar Maleo IV yang berakhir pada 9 Ja-
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nuari 2016. Selama operasi gabungan ini tercatat 24 terduga
jaringan kelompok Santoso telah ditangkap.*®

Dalam operasi ini keterlibatan TNI dibungkus dengan
operasi latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Seki-
tar 3.222 personel diturunkan dalam operasi latihan PPRC ini.
Panglima TNT saat itu Jenderal TNI Moeldoko mengatakan
telah menugaskan 700 personel yang tengah berlatih itu untuk
melanjutkan pengejaran terhadap pelaku teroris kelompok
Santoso. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.>*

Berakhirnya Operasi Camar Maleo pada 9 Januari 2016
tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk melakukan
pengejaran terhadap jaringan kelompok teroris pimpinan San-
toso di Poso. Kebijakan keamanan terus dilanjutkan di Poso
melalui operasi kemandirian wilayah oleh Polda Sulawesi Te-
ngah dengan menggunakan sandi Operasi Tinombala. Operasi
keamanan ini tak ubahnya seperti operasi-operasi keamanan
sebelumnya di Poso, yakni sebagai operasi gabungan antara
Polri dan TNI yang secara efektif mulai berjalan pada 10 Janu-
ari 2016. Operasi ini kedua ini, ditujukan guna membantu
Polri dalam menghadapi ancaman dan jaringan kelompok te-
roris di bawah pimpinan Santoso, kelompok Mujahidin Indo-
nesia Timur (MIT) yang telah menyatakan diri berbai’at ke-
pada Abu Bakar Al-Baghdadi, pimpinan Daulah Islamiah Irak
dan Syam (ISIS).

53 Faiq Hidayat, Panglima TNI Sebut Operasi Camar Maleo Lanjut Buat Tangkap San-
toso, Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/panglima-tni-sebut-
operasi-camar-maleo-lanjut-buat-tangkap-santoso.html, diakses pada tanggal
20 Desember 2016.

54 Fabian J. Kuwado, "Menko Polhukam: Latihan TNI di Poso Sekaligus untuk
Menangkap Santoso,” Kompas.com, 2018, https://nasional.kompas.com/read/
2015/04/02/11512081/Menko.Polhukam.Latihan.TNI.di.Poso.Sekaligus.
untuk.Menangkap.Santoso, diakses pada tanggal 15 Januari.
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Meskipun tidak terjadi perbedaan dengan operasi kea-
manan sebelumnya, namun dalam Operasi Tinombala ini tam-
pak semakin meningkatnya pengerahan jumlah pasukan kea-
manan, termasuk personil TNI yang diperbantukan (di-BKO-
kan) untuk mendukung operasi ini. Pasukan TNI yang dilibat-
kan itu tidak hanya berasal dari satuan organik di bawah Ko-
rem 132/Tadulako atau Kodam VII Wirabuana, tetapi juga
satuan non-organik dari luar Poso atau Kodam VII. Tercatat
satuan-satuan elit TNI, seperti Kopassus, Marinir, Kostrad
dan Raider juga ikut diturunkan ke Poso untuk mendukung
operasi pengejaran terhadap kelompok teroris Santoso.> Keter-
libatan Kopassus dalam Operasi Tinombala diperkuat oleh
pernyataan Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi
bahwa Kopassus dibutuhkan dengan pertimbangan medan
operasi.*

Pelaksanaan Operasi Tinombala dalam memburu kelom-
pok teroris Santoso sepanjang tahun 2016 telah dijalankan
dalam beberapa tahap atau mengalami perpanjangan, antara
lain: tahap 1 dimulai pada Januari 2016 dan berakhir pada Ja-
nuari 2017. Pengerahan pasukan yang besar dalam operasi ini
dapat dilihat dari jumlahnya yang semakin meningkat dari
2000 menjadi 2500 personil, yang terdiri dari 1000 personil
BKO Brimob, 500 personil Polda Sulteng, dan 1000 personil

55 Pasukan non-organik TNI yang dilibatkan dalam perbantuan untuk Operasi
Tinombala di antaranya berasal dari Batalyon Infanteri (Yonif) 700 Raider Kodam
VIl Wirabuana Makassar, Yonif 515 Kostrad, Yonif 500 Raider Kodam V Brawijaya,
Yonif 400 Raider Kodam IV Diponegoro, Kodam | Bukit Barisan Medan, dan Kodam
Il Sriwijaya Palembang. Dilansir dari laman, Harry Siswoyo, “Ratusan Prajurit
Operasi Tinombala Dipulangkan,” Viva.co.id, diakses pada tanggal 20 Desember
2016, https://www.viva.co.id/berita/nasional/816767-ratusan-prajurit-operasi-
tinombala-dipulangkan.

56 Puji Kurniasari, “Kapolda Sulteng Akui Butuh Kopassus untuk Tangkap Santoso,”
Sindonews.com, http://daerah.sindonews.com/read/1091803/174/kapolda-sult-
eng-akui-butuh-kopassus-untuk-tangkap-santoso-1457589784, diakses pada
tanggal 20 Desember 2016

153



154

PERAN INTERNAL MILITER: PROBLEM TUGAS PERBANTUAN TNI

TNI.* Dalam konteks operasi ini, Polda Sulteng berkeduduk-
an sebagai pengendali operasi. Di tingkat operasional, pim-
pinan operasi ini dipegang oleh Wakapolda Sulteng, Kombes
Pol. Leo Bona Lubis yang berkedudukan sebagai Kepala Sa-
tuan Tugas (Kasatgas) Operasi Tinombala.

Operasi Tinombala dijalankan dengan membagi wilayah
operasi ke dalam empat sektor, antara lain: Sektor satu (alfa),
sektor dua (bravo), sektor tiga (charlie) dan sektor empat
(delta). Setiap sektor terdiri dari tiga tim yang meliputi Tim
Kejar Polri, Tim Kerjar TNI, dan Tim Pemukul TNL

1. Sektor satu (alfa): berjumlah 24 tim yang terdiri dari tim
kejar Polri 9 tim (alfa 6 - alfa 14), tim kejar TNI 1 tim (alfa
15), tim pemukul TNI 14 tim (alfa 16 - alfa 29).

2. Sektor dua (bravo): berjumlah 27 tim yang terdiri dari tim
kejar Polri 6 tim (bravo 6 - bravo 11), tim kejar TNI 1 tim
(bravo 12), serta tim pemukul TNI 20 tim (bravo 13 -
bravo 32).

3. Sektor tiga (Charlie): berjumlah 44 tim, terdiri dari tim
kejar Polri 15 tim (charlie 6 - charlie 20), tim kejar TNI 1
tim (charlie 21), tim pemukul TNI 28 tim (charlie 22 -
charlie 49).

4. Sektor 4 (delta): berjumlah 11 tim terdiri dari tim kejar
Polri 4 tim (delta 6 - delta 9), tim kejar TNI 1 tim (delta
10), dan tim pemukul TNI 6 tim (delta 11 - delta 16).5®

57 Mansur, "Kejar Santoso, TNI dan Polri Terus Tambah Pasukan,” Kompas.com,
http:/regional.kompas.com/read/2016/01/26/18133101/Kejar.Santoso.TNI.dan.
Polri Terus.Tambah.Pasukan, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

58 Fauzi, "3.406 Personil Gabung di Satgas Operasi Tinombala,” Antarasulteng.com,
http://www.antarasulteng.com/berita/26443/3406-personil-gabung-di-satgas-
operasi-tinombala, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.
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E. Penanganan Peristiwa Kecelakaan
Pesawat AirAsia QZ8501

Pelibatan TNI pada penanganan peristiwa kecelakaan atau
bencana merupakan praktik perbantuan militer yang sudah
sering dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pemerintah
daerah. Salah satunya yang cukup mendapat perhatian adalah
tugas perbantuan TNI pada penanganan peristiwa kecelakaan
pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang
jatuh di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
pada 28 Desember 2014.

Tugas pencarian dan penemuan pesawat serta korban ter-
masuk dalam tugas utama Badan SAR Nasional (Basarnas).
Secara normative, ada tiga (3) tugas yang diemban oleh lemba-
ga ini. Pertama, musibah yang berupa kecelakaan transportasi
laut, udara dan darat. Kedua, bencana yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun fak-
tor manusia; dan Ketiga, kecelakaan yang menimpa orang atau
sekelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakan di luar
kecelakaan transportasi udara, laut dan darat, seperti musibah
digunung, hutan, sungai.

Peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia itu mendapat perha-
tian publik. Pasalnya, tidak hanya peristiwa tersebut yang me-
nyentuh rasa kemanusiaan publik, melainkan juga penemuan
titik lokasi jatuhnya pesawat yang dapat dilakukan dalam wak-
tu cepat oleh TNI. Bahkan, TNI Angkatan Laut juga mampu
menemukan dan mengevakuasi badan pesawat dan black box
yang berisi informasi penting tentang detik-detik peristiwa ke-
celakaan tersebut.
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Kekuatan TNI dari Matra Darat, Laut dan Udara yang di-
kerahkan untuk membantu Basarnas dalam penanganan ke-

celakaan itu terdiri antara lain:*°

1. TNIAL: 1 pesawat Cassa, 2 Helly Bell dan 1 Helly Bolco,
KRI Yos Sudarso, KRI Hasanudin, KRI Pattimura, KRI
Bung Tomo, KRI Sutedi Senaputra, KRI Banda Aceh,
KRI Pulau Rengat, KRI Pulau Romang dan KAL, 3 tim
Denjaka, 2 SSY SRCPM, 1 tim Paska, 1 tim penyelam
beserta 6 perahu karet dan 6 Sea Raider

2. TNI AU: 1 pesawat Boing 737, 2 C-130 Hercules, 2 he-
likopter Super Puma dan CN 295

3. TNIAD: 2 unit helicopter MI 35, 2 unit Helly Bell 412,
714 personil AD.

Kekuatan TNI yang dikerahkan itu melengkapi kekuatan
yang dikerahkan Basarnas, BPPT serta bantuan dari negara
lain seperti Malaysia mengirim C-130 Hercules dan 3 kapal,
Australia mengirim 2 P3C Orion, Korea Selatan 1 P3 Orion.

Keberhasilan TNI bersama dengan Komite Nasional Ke-
selamatan Transportasi (KNKT) dan Badan SAR Nasional
patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, keberhasilan
tersebut menyisakan catatan penting terkait pengerahan pasu-
kan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut yang tidak melalui
prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU TNI tentang
tugas perbantuan militer terhadap institusi sipil, yaitu Basar-
nas dan KNKT.

Kronologi peristiwa kecelakaan tersebut dimulai dari pe-
sawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang mem-

59 Detik.com, “Ini Armada dan Personel TNI yang Dikerahkan dalam Pencarian
AirAsia,” diakses pada 29 Desember 2014.
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bawa 156 penumpang tersebut lepas landas dari Bandara Juan-
da, Surabaya, pada pukul 05.35, menuju Changi Airport, Si-
ngapura pada tanggal 28 Desember 2014. Pesawat terbang de-
ngan ketinggian 32.000 kaki dan dijadwalkan tiba di Singapu-
ra pada pukul 08.36 waktu setempat. Pada pukul 06.01 WIB,
pilot mendeteksi adanya gangguan melalui tanda peringatan.
Gangguan tersebut terjadi pada sistem rudder travel limiter
(RTL) yang terletak di bagian ekor pesawat. Pilot kemudian
mengatasi gangguan itu dengan mengikuti prosedur dalam
electronic centralized aircraft monitoring (ECAM). Selanjutnya,
gangguan yang sama muncul pada pukul 06.09 sehingga pilot
melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang sama. Ke-
mudian, gangguan pada bagian yang sama dan tanda peringat-
an yang serupa terjadi kembali empat menit setelah gangguan
kedua. Saat itu, pilot kembali melakukan prosedur sesuai
ECAM.

Namun, tidak berselang lama, masalah pada bagian yang
sama kembali timbul. Meski demikian, pada gangguan keem-
pat tersebut, pilot mengubah tindakan dengan tidak sesuai
dengan prosedur ECAM. Masalah yang terjadi ternyata berbe-
da pada tiga gangguan sebelumnya. Gangguan keempat ter-
nyata pernah terjadi dan dialami pilot QZ8501 pada 25 De-
sember 2014 di Bandara Juanda. Saat itu, circuit breaker (CB)
pada flight augmentation computer (FAC) direset oleh teknisi
pesawat. Investigator KNKT menduga penanganan berbeda
saat gangguan keempat tersebut dilakukan pilot setelah meng-
ingat apa yang dilakukan teknisi pada 25 Desember, atau be-
berapa hari sebelum penerbangan menuju Singapura. Kemung-
kinan pilot QZ8501 melakukan reset ulang CB untuk menga-
tasi gangguan pada RTL. Hal tersebut ternyata menonaktifkan
FAC 1 dan 2. Setelah kedua komputer tidak aktif, kendali pe-
sawat berganti dari normal law ke alternate law. Dengan kata
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lain, kendali penerbangan tidak lagi otopilot, tetapi dilakukan
secara manual. Dalam kondisi tersebut, menurut Nurcahyo,
pesawat berguling sejauh 6 derajat per detik. Padahal, normal-
nya pesawat berbelok hanya sebesar 2 atau 3 derajat per detik.%

Hal itu disebabkan karena adanya kerusakan pada RTL
yang merupakan salah satu alat pengendali kemudi pesawat.
Setelah sembilan detik tanpa kendaali kemudi yang memadai,
badan pesawat berguling sejauh 54 derajat. Kemudian, pesawat
yang berguling relatif bisa dikendalikan setelah ada input yang
membuat pesawat kembali ke posisi normal. Meski kembali
kepada posisi normal, hidung pesawat ternyata semakin meng-
arah ke atas dan pesawat menanjak secara ekstrem dengan ke-
cepatan 11.000 kaki per menit, dari 32.000 kaki ke 38.000
kaki. Di ketinggian itu, pesawat kembali berguling mencapai
sudut 104 derajat. Dalam kondisi tersebut, pesawat mengalami
upset condition dan stall. Pesawat kehilangan daya angkat de-
ngan kecepatan terendah mencapai 57 knot. Dalam kondisi
stall dan kemiringan mencapai 104 derajat, pesawat turun
hingga 29.000 kaki. Di ketinggian tersebut, badan pesawat
kembali dalam posisi normal, tetapi di luar kendali pilot hingga
akhirnya terjun ke laut.

Pasca kabar hilang kontaknya pesawat AirAsia QZ-8501
tersebut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku segera
mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki TN untuk
mencari dan menemukan pesawat tersebut, dengan alasan bah-
wa dalam misi kemanusiaan TNI dituntut untuk bergerak ce-
pat dalam membantu pencarian korban. Panglima juga mene-
rangkan bahwa keterlibatan TNI dalam pencarian pesawat

60 Disarikan dari Kompas.com, “Ini Kronologi Jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501,"
https://nasional.kompas.com/read/2015/12/01/21034231/Ini.Kronologi.
Jatuhnya.Pesawat.AirAsia.QZ8501?page=all, diakses pada tanggal 11 November
2019.
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AirAsia tersebut merupakan wujud tanggung jawab sosial
TNI. Tanggungjawab sosial tersebut dilakukan dalam tugas-
tugas militer selain perang sebagai wujud dari prajurit TNI
yang profesional. Kapuspen TNI saat itu, Mayjen M Fuad
Basya juga menegaskan bahwa panggilan tugas mililter dan
tugas (perbantuan) militer selain perang adalah sama penting-
nya bagi TNT.

Namun demikian, dalam penanganan peristiwa itu tam-
pak adanya dominasi TNI yaitu dengan seringnya informasi
perkembangan yang disampaikan oleh TNI tentang peristiwa
dan evakuasi AirAsia tersebut bahkan mendahului penyam-
paian perkembangan informasi oleh Basarnas. Panglima TNI
pun menampik hal tersebut, dengan menyatakan bahwa tidak
ada sedikit pun niat dan upaya TNI untuk menggeser peran
Basarnas, karena hal ini sudah dilakukan berdasarkan tugas
dan tanggung jawab masing-masing. Kabasarnas Masdya FHB
Soelistyo juga mencoba meluruskan berita tersebut, dengan
menyatakan bahwa dalam pencarian dan evakuasi pesawat
AirAsia, peran prajurit TNI sangat vital dan dibutuhkan. Ke-
hadiran Panglima TNI dalam setiap kesempatan penanganan
kasus ini sebagai bentuk penyemangat bagi anggota TNI yang
sedang bertugas karena Panglima TNI dalam kapasitas “Ba-
paknya anak-anak (prajurit TNI) yang di BKO-kan” dalam
misi ini. Menurut Soelistyo, hal itu tidak masalah karena diri-
nya dan Panglima TNI jenderaal Moeldoko tetap berkoordina-
si dengan baik.

Meski keduanya menampik isu tersebut, pernyataan Ka-
basarnas Soelistyo ketika memohon secara terbuka melalui
media kepada Panglima TNI terkait opsi pengangkatan badan
pesawat yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan
balon seolah menunjukkan bahwa ada sesuatu antara Kabasar-
nas dengan Panglima TNI. Secara jelas ini menunjukkan juga
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bahwa kendali pasukan TNI yang meski telah di-BKO-kan
tetap berada di tangan Panglima. Kecurigaan publik ini makin
menguat ketika Kabasarnas mengumunkan tentang penarikan
pasukan TNI dalam proses evakuasi badan pesawat dan meng-
ganti nama tim evakuasi yang sebelumnya bernama Tim SAR
Gabungan hanya menjadi Tim SAR saja.”!

Ketidakharmonisan ini makin terlihat ketika Panglima
TNI sat itu Jenderal Moeldoko memberikan statemen terkait
pengangkatan badan pesawat AirAsia yang mengatakan bahwa
TNI telah menemukan badan pesawat, sementara tugas meng-
angkat badan pesawat tersebut sedang dikerjakan oleh Basar-
nas, namun jika Basarnas membutuhkan TNI akan siap mem-
bantu. Panglima TNI diduga tersinggung dengan pernyataan
Kabasarnas sebelumnya ketika pengangkatan ekor pesawat
yang menyatakan bahwa pengangkataan ekor pesawat dapat
dengan mudah dilakukan “karena sudah ada Jenderal bintang
4”. Menurutnya dengan kehadiran “jenderal bintang 4 terse-
but” ekor pesawat AirAsia menurutnya pasti terangkat. Per-
nyataan tersebut seolah menyindir Panglima TNI yang selalu
hadir dan selalu berada di depan dalam penanganan kasus
AirAsia ini.®

Pada 27 Januari 2015, keluar perintah penghentian tim
TNI dalam evakuasi pesawat Air Asia dan penarikan seluruh
kapal perang dan pasukan yang bertugas. Alasan penghentikan
dan penarikan itu adalah karena tidak ada jenazah yang bisa

61 Oscar Ferri, "Pencarian AirAsia Dilanjutkan, Unsur TNI Ditarik dari Tim SAR," Lipu-
tané.com,https://www.liputané.com/news/read/2167546/pencarian-airasia-
dilanjutkan-unsur-tni-ditarik-dari-tim-sar, diakses pada 27 Desember 2018.

62 Lugman Rimadi, "Kabasarnas: Ada Jenderal Bintang 4, Ekor AirAsia Pas-
ti Terangkat,” Liputané.com, https://www.liputané.com/news/read/2158901/
kabasarnas-ada-jenderal-bintang-4-ekor-airasia-pasti-terangkat, diakses pada
27 Desember 2018.
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ditemukan TNI. Selain itu, misi utama TNI untuk membantu
Basarnas juga dianggap berhasil diselesaikan.®

F. Pelibatan TNI dalam Penggusuran

Salah satu praktik perbantun militer yang banyak terjadi ada-
lah tugas perbantuan TNI kepada pemerintah daerah. Dari
sekian banyak praktik, perbantuan TNI kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam kasus penggusuran paksa yang
paling mengundang perhatian publik. Menurut data LBH Ja-
karta, dari 113 kasus penggusuran yang dilakukan Pemprov
DKI sepanjang 2015, tercatat sebanyak 65 kali terlibat dalam
penggusuran tersebut.®* Kasus penggusuran dengan melibat-
kan aparat TNI yang menjadi sorotan antara lain pada penggu-
suran Kalijodo, Kampung Pulo, dan relokasi Pasar Ikan Luar
Batang di Jakarta. Dalam penggusuran kawasan hiburan ma-
lam Kalijodo pada akhir Februari 2016 misalnya, dikerahkan
lebih kurang 6.000 petugas gabungan Pemprov DKI, Satpol
PP, Polisi dan TNL.®

Ketidakjelasan mekanisme pelibatan TNI dalam penggu-
suran terlihat dari saling tuding dan bantah instansi yang terli-
bat. Pada penggusuran di DKI Jakarta, menurut Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama penggunaan kekuatan
TNI merupakan permintaan dari polisi bukan Pemda DKI Ja-

63 Nasional.tempo.co, “Alasan TNI Hentikan Evaluasi Air Asia,” 29 Januari 2015.

64 Nursita Sari, "LBH Jakarta Somasi Panglima TNI Soal Penggusuran di DKI,” Kom-
pas.com, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/12202831/LBH.Ja-
karta.Somasi.Panglima.TNI.soal.Penggusuran.di.DKI, diakses pada 27 Desem-
ber 2018.

65 Alsadad Rudi, "Komnas HAM Sesalkan Dilibatkannya TNI Dalam Penggusuran
di Kalijodo,” Kompas.com, http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/29/
10013961/Komnas.HAM.Sesalkan.Dilibatkannya.TNIl.dalam.Penggusuran.di.Ka-
lijodo, diakses pada 27 Desember 2018.
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karta.® Mabes Polri membantah pernyataan Basuki. Menurut
Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar, kewenang-
an untuk meminta bantuan tentara dalam pengamanan pro-
gram penggusuran dimiliki oleh Pemda, polisi disebut tak per-
nah meminta bantuan dalam pengamanan program tersebut.*’
Namun Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris
Besar Awi Setiyono membenarkan bahwa pelibatan TNI da-
lam proses penggusuran adalah permintaan polisi dan telah
sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009
tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.®®
Pada Selasa 04 Oktober 2016, Kepala Pusat Penerangan (Ka-
puspen) TNI Mayjen Tatang Sulaiman juga membantah keter-
libatan TNTI dalam proses penggusuran yang dilakukan Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta dan mengatakan aparatnya
hanya berjaga-jaga saja.®’

Pengerahan anggota TNI dalam jumlah besar tentunya
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak jelasnya me-
kanisme pelibatan TNT dalam penggusuran turut mengakibat-
kan ketidakjelasan mekanisme penganggaran pembiayaannya.
Pada kasus penggusuran Kalijodo misalnya, PT Agung Podo-
moro Land mengklaim telah mengeluarkan Rp 6 miliar untuk

66 Kriminalitas.com, "Ahok Sebut Polri Yang Meminta TNI Ikut Penggusuran,” http://
kriminalitas.com/ahok-sebut-polri-yang-minta-tni-ikut-penggusuran/, diakses
pada 27 Desember 2018

67 Lalu Rahadian, "Polisi Klaim Tak Pernah Minta Bantuan TNl Amankan
Penggusuran,” CNNIndonesia.com, http://www.cnnindonesia.com/nasional/
20160513150100-12-130513/polisi-klaim-tak-pernah-minta-bantu-
an-tni-amankan-penggusuran/, diakses pada 27 Desember 2018.

68 Priska S. Pratiwi, "Polisi Sebut Pelibatan TNI dalam Penggusuran Se-
suai Peraturan,” CNNIndonesia.com, http://www.cnnindonesia.com/nasion-
al/20160511203637-12-130078/polisi-sebut-pelibatan-tni-dalam-penggusuran-
sesuai-peraturan/, diakses pada 27 Desember 2018.

69 Muhammad Igbal, “Kapuspen Bantah TNI Terlibat Dalam Penggu-
suran Warga,” Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online, http://politik.
rmol.co/read/2016/10/04/263104/Kapuspen-Bantah-TNI-Terlibat-Dalam-
Penggusuran-Warga-., diakses pada 27 Desember 2018.
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membiayai penggusuran. Hal tersebut terungkap saat pemerik-
saan Direktur Utama PT Agung Podomoro Ariesman Widjaja
saat disidik KPK atas kasus penyuapan kontribusi tambahan
reklamasi Teluk Jakarta.”

Selain itu, pelibatan TNI dalam penggusuran dikhawatir-
kan menimbulkan pelanggaran HAM terutama yang disebab-
kan oleh penggunaan kekerasan secara eksesif oleh aparat di
lapangan. Dalam beberapa bentrokan yang terjadi ketika peng-
gusuran, tidak jarang warga korban gusuran menjadi korban.
Pada bentrokan saat eksekusi bangunan di Bantaran Kali Cili-
wung setidaknya 12 orang warga Kampung Pulo luka-luka
akibat bentrok dengan aparat.”

G. Pengamanan Objek Vital Nasional

Menurut Keppres No. 63 Tahun 2004 obyek vital nasional
merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instansi dan/atau usa-
ha menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara
dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
Objek vital nasional ditetapkan melalui keputusan menteri
dan/atau kepala lembaga pemerintah non departemen terkait.
Kementerian Energi dan Sumber Daya pada tahun 2007 mene-
tapkan 126 perusahaan sebagai obyek vital nasional. Kemente-
rian industri pada tahun 2015 telah menetapkan 64 objek vital
nasional bidang perindustrian yang terdiri dari perusahaan

dan kawasan ekonomi. Kementerian Perhubungan turut mene-

70 Erwan Hermawan dan Anton Aprianto, “Podomoro Klaim Biaya Penggu-
suran Kalijodo Barter Reklamasi,” Tempo.com, https://m.tempo.co/read/
news/2016/05/11/231770080/podomoro-klaim-biaya-penggusuran-kalijodo-
barter-reklamasi, diakses pada 27 Desember 2018.

71 AndiA.Hamid, Inilah "NamaKorbanBentrokanPenggusuranKampungPulo,” Aktu-
al.com, http://www.aktual.com/inilah-nama-korban-bentrokan-penggusuran-
kampung-pulo/, diakses pada 27 Desember 2018.
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tapkan objek vital transportasi, pos, dan telekomunikasi Men-
teri perhubungan melalui Keputusan Menteri No. KM/72/
2004.

Dalam Pasal 8 Keppres No. 63 Tahun 2004 menyebutkan,
“Pengamanan Obyek Vital Nasional yang merupakan bagian or-
ganik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional In-
donesia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia”. Pengaman-
an objek vital nasional selain milik organik TNTI dilakukan
oleh Polri. Pasal 7 Keppres No. 63 Tahun 2004 menyebutkan
pelibatan TNI dalam pengamanan objek vital nasional selain
bagian organik TNI merupakan perbantuan kepada Polri.

Namun pasca terbitnya UU No. 34 Tahun 2004 tentang
TNI pengamanan objek vital menjadi bagian dari tugas pokok
TNI dalam kerangka operasi militer selain perang. Kemudian
masing-masing kementerian bahkan perusahaan yang ditetap-
kan sebagai objek vital nasional menjalin kerjasama penga-
manan dengan TNI melalui Nota Kesepahaman tersendiri.
Meskipun seharusnya pelibatan TNI dalam OMSP harus me-
lalui keputusan politik negara.

PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) misalnya, pada
tahun 2014 menjalin kerjasama dengan TNI dalam rangka
menciptakan situasi kondusif agar KBN menjadi kawasan yang
aman bagi investasi.”” Pada tahun 2015 Kementerian Perhu-
bungan juga menjalin kerjasama dengan TNI AD, TNI AL,
dan TNI AU dalam rangka bantuan personel untuk mendu-
kung keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian
Perhubungan terutama Unit Pelayanan Teknis seperti ban-
dara, stasiun kereta api, terminal, dan pelabuhan serta BUMN

72 Beritasatu.com, "Amankan Aset Kawasan Berikat Nusantara Gandeng TNI"
dilansir melalui http://www.beritasatu.com/nasional/163706-amankan-aset-
kawasan-berikat-nusantara-gandeng-tni.html, diakses pada 27 Desember 2018.
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di lingkungan Kemenhub. Bahkan PT Angkasa Pura II yang
masih masuk dalam lingkungan BUMN Kemenhub menjalin
kerjasama tersendiri dengan Kodam Jaya untuk pengamanan
Bandara Soekarno-Hatta.”

Polemik mengenai pembiayaan pengamanan OVN men-
cuat saat terungkap adanya bantuan pembiayaan pengamanan
OVN di wilayah PT Freeport Indonesia sejumlah USD 14 juta.
Pasal 4 Keppres No. 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa Penge-
lola OVN bertanggung jawab atas penyelenggaraan peng-
amanan OVN masing-masing berdasarkan prinsip pengaman-
an internal. Hal ini jelas bertentangan dengan UU TNI di-
mana pembiayaan operasi militer baik untuk perang maupun
selain perang dibiayai oleh APBN, dalam pasal Pasal 66 Ayat
(1) UU TNI menyebutkan, “TNI dibiayai dari anggaran perta-
hanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara”.

H. Pelibatan TNI dalam Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada

Pelibatan TNI dalam Pemilu maupun Pilkada merupakan
bentuk perbantuan TNI kepada Polri dalam aspek keaman-
an.”* Selain itu, TNI juga digandeng KPU melalui kerjasama
antara KPU dengan TNI terkait dengan logistik Pemilu yang
dituangkan dalam nota kesepahaman. Kerjasama KPU dengan

73 TNI AD, "MoU Pengamanan Bandara Soetta di Tandatangani,” website Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat, https://tniad.mil.id/index.php/2016/04/
mou-pengamanan-bandara-soetta-di-tandatangani/, diakses pada 27 Desem-
ber 2018.

74 TNI, “Kasum TNI Beri Pengarahan Terkait Pengamanan Pemilu,” website Ten-
tara Nasional Indonesia, http://www.tni.mil.id/view-59539-kasum-tni-beri-
pengarahan-terkait-pengamanan-pemilu-2014.html, diakses pada 27 Desember
2018.

165



166

PERAN INTERNAL MILITER: PROBLEM TUGAS PERBANTUAN TNI

TNI dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi alat
perlengkapan pemilu ke TPS yang sulit dijangkau.

Pada Pemilu tahun 2014 (Legislatif dan Presiden) mau-
pun Pilkada serentak 2015, meskipun tidak ada keputusan
politik negara berupa peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelibatan TNI, namun secara lisan melalui pidato
Presiden memberikan instruksi kepada TNT untuk terlibat
dalam pengamanan Pemilu. melalui Pembiayaan operasional
pengamanan Pemilu oleh TNI juga dianggarkan melalui
APBN tahun 2014 sebesar Rp. 100 milyar.”

Kesiapan TNI mengamankan Pemilu 2014 ditegaskan
oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan menurun-
kan 3.000 personel TNI di seluruh Indonesia.”® Terlibatnya
TNI dalam pengamanan Pemilu 2014 memunculkan isu ne-
tralitas TNI. Panglima TNI dan Panglima Komando Teritorial
berkali-kali menegaskan agar anggotanya bersikap netral da-
lam Pemilu. Bahkan TNI menyusun Pedoman Netralitas TNI
Dalam Pemilu dan Pilkada sebagai panduan dalam menjalank-
an tugas pengamanan Pemilu dan Pilkada. Kodam I'V/Dipone-
goro berinisiatif menjadikan pedoman tersebut sebagai buku
saku yang diberikan kepada personel anggota TNI di wilayah
komandonya.

Penekanan mengenai pentingnya netralitas TNI dalam
Pemilu maupun Pilkada mampu menekan penyimpangan yang
dilakukan oleh anggota TNI. Pada Pemilu tahun 2014 hanya
ada satu insiden yang dilaporkan oleh peserta pemilu kepada
Bawaslu yakni terkait pendataan dan dugaan mobilisasi oleh

75 Indra Wijaya, "Pengamanan Pemilu TNI Rp 100 M Polri 1,6 T," Tempo.co, https://
pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/26/269557584/Pengamanan-Pemilu-
TNI-Rp-100-M-Polri-Rp-16-T, diakses pada 27 Desember 2018.

76 Iman Suryanto, “Panglima TNI: 30 Ribu Prajurit Siap Terjun Amankan Pemilu,”
Tribun  Bali,  http://bali.tribunnews.com/2014/04/04/panglima-tni-30-ribu-
prajurit-siap-terjun-amankan-pemilu, diakses pada 27 Desember 2018.
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anggota Babinsa di daerah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Na-
mun Bawaslu menyatakan Babinsa tersebut tidak melakukan
pelanggaran Pemilu. Meskipun demikian anggota Babinsa
tersebut dijatuhi hukuman disiplin dan Danramil selaku pim-
pinan mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat.”’
Pada Pilkada serentak tahun 20185 pelibatan TNI dalam
pengamanan Pilkada menimbulkan masalah yang cukup se-
rius di Kepulauan Riau. TNI diduga tidak netral dalam men-
jalankan tugasnya. Menurut pengacara salah satu pasangan
calon, ketidaknetralan TNT terlihat dari pengerahan kekuatan
TNI di basis suara Golkar serta Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan yaitu dengan membagikan Form C6, surat undang-
an bagi pemilih. TNI juga menyalahi prosedur penanganan
kasus dengan melakukan penyergapan ke rumah Timses salah
satu pasangan calon yang diduga melakukan politik uang.
Menjelang Pemilu dan Pileg 2019 Panglima TNI Mar-
sekal Hadi Tjahjanto setelah audiensi bersama Bawaslu RI ter-
kait pelaksanaan pengawasan Pemilu Pilpres dan Pileg tahun
2019, “Sebagai Panglima TNI saya mempunyai kewajiban
mengamankan Pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2019. TNI
selalu siap membantu, kalau itu untuk kepentingan dan kesela-
matan bangsa,”. Rombongan Bawaslu yang diketuai Ketua
Bawaslu RI Abhan mengatakan membutuhkan dukungan TNI
dalam hal transportasi di wilayah-wilayah yang terpencil serta

bantuan keamanan dan pengamanan.”

77 BBC Indonesia, "Panglima TNI: Kasus Babinsa tidak terstruktur dan tidak
sistematis,” BBC.com, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/
06/140608_pilpres_babinsa, diakses pada 27 Desember 2018.

78 TNI, Puspen TNI, “Panglima TNI: TNI Siap Bantu Bawaslu Rl Demi Kelancaran
Pemilu 2019, website Tentara Nasional Indonesia, https://tni.mil.id/view-
146952-panglima-tnitni-siap-bantu-bawaslu-ri-demi-kelancaran-pemilu-2019.
html, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
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I. Pelibatan TNI dalam Program Ketahanan Pangan

Presiden Joko Widodo menargetkan swasembada pangan da-
lam tiga tahun terhitung sejak tahun 2015. Dalam pidatonya
pada apel komandan satuan TNI AD di Pangkalan Bun, Kali-
mantan Tengah, Joko Widodo memerintahkan TNTAD untuk
mendukung program pemerintah tersebut dengan memanfaat-
kan lahan yang tersedia.”” Menindaklanjuti pidato tersebut
Kementerian Pertanian menggandeng TNI AD melalui penan-
datangan nota kesepahaman dalam mendukung peningkatan
ketahanan pangan. Dalam nota kesepahaman antara tersebut,
kerjasama kedua belah pihak meliputi : 1) kegiatan perluasan
sawah, 2) kegiatan optimalisasi lahan, 3) Kegiatan intensifikasi
pertanian, 4) kegiatan brigade tanam, dan 5) kegiatan prasara-
na dan sarana pertanian. Melalui MoU itu, sekitar 50.000 per-
sonel Babinsa di Indonesia digerakkan membantu kelompok
tani. MoU tersebut juga menjadi landasan bagi komandan teri-
torial untuk menjadi kerjasama dengan pemerintah daerah.
TNI AD menunjukkan komitmen dan keseriusannya me-
respon pidato Presiden tersebut. Bahkan KSAD Jenderal Gatot
Nurmantyo menyatakan siap dicopot dari jabatannya jika ti-
dak mampu memenubhi target yang ditetapkan oleh pemerin-
tah.*® Beberapa contoh Implementasi program ketahanan pa-
ngan misalnya seperti yang dilakukan oleh Kodim 0204 DS
dengan mengerahkan anggotanya menanam bawang merah di

79 Gusmiati Waris, “Presiden Perintahkan TNI AD Dukung Kementan,” Berita2ba-
hasa.com, http://berita2bahasa.com/berita/08/22100812-presiden-perintah-
kan-tni-ad-dukung-kementan, diakses pada 5 September 2018.

80 Arie Lukihardanti, “Swasembada Pangan Gagal, KSAD Siap Dicopot,” Repub-
lika.co.id,,.http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/13/
ni45gj-swasembada-pangan-gagal-ksad-siap-dicopot, diakses pada 6 Septem-
ber 2018.
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lahan milik Kodim. Di Penajam Kalimantan Timur, Komando
Daerah Militer VI Mulawarman menerjunkan sebanyak 150
personel Brigade Tanam dalam operasi khusus ketahanan pa-
ngan.®" Di Malang, Jawa Timur, Danrem 083 Baladika Jaya
menurunkan 620 personel TNI untuk menjadi penyuluh per-
tanian untuk menutupi kekurangan tenaga penyuluh yang di-
miliki oleh Pemda.** Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mul-
yono, menyatakan TNT AD telah mencetak 152.000 Hektar
sawah dan lahan produktif siap tanam dan kelola untuk men-
dukung swasembada pangan nasional.**

Dalam pelaksanaan program ketahanan nasional aparat
TNI di lapangan tidak jarang melakukan penyimpangan de-
ngan melakukan upaya penegakan hukum untuk mengaman-
kan program ketahanan pangan. Hal tersebut salah satunya
dilakukan oleh Kodim 0506 Sunan Gunung Jati Subang, Jawa
Barat, yang mengerahkan ratusan anggotanya untuk meman-
tau dan menangkap para distributor dan pemilik kios resmi
penjual pupuk bersubsidi yang menjual pupuk tidak sesuai

aturan.®*

81 Bagus Purwa, "150 Personel Brigade Tanam TNI Diterjunkan di Penajam,”
Antaranews.com,  http://www.antarakaltim.com/berita/33758/150-personel-
brigade-tanam-tni-diterjunkan-di-penajam, diakses pada 6 September 2018.

82 Sylvianita Widyawati, “Babinsa Jadi Penyuluh Pertanian Dampingi PetaniMalang,”
Surya Malang Tribunnews, http://suryamalang.tribunnews.com/2015/01/21/
babinsa-jadi-penyuluh-pertanian-dampingi-petani-malang, diakses pada 7 Sep-
tember 2018.

83 Warta 10, “TNI AD Cetak 152.000 Hektar Sawah,” Warta10.com, http://nasional.
wartal0.com/tni-ad-cetak-152000-hektar-sawah.9854.html, diaksespada 7 Sep-
tember 2018.

84 Nanang Sutisna, "Wah, Tentara di Subang Kini Awasi Penjualan Pupuk,”
Tempo.co,https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/11/090641658/wah-
tentara-di-subang-kini-awasi-penjualan-pupuk, diakses pada 7 September
2018.

169



170

PERAN INTERNAL MILITER: PROBLEM TUGAS PERBANTUAN TNI

J. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
serta Penegakan Hukum

Ketidakjelasan aturan hukum mengenai pelibatan TNI dalam
menjaga ketertiban dan keamanan kerap membuat personel
TNI di lapangan melakukan tindakan yang melanggar tugas
pokok dan fungsinya. Misalnya razia dan penyitaan atribut
berbau komunis yang gencar dilakukan oleh TNI di tahun
2016. Aparat Kodim 050S Jakarta Timur menyita sebuah buku
berjudul ‘Palu Arit di Ladang Tebu, Cawang, Jakarta Timur.*
Kodim 0712 Tegal mengamankan puluhan buku di pameran
buku yang digelar di Rita Mall, Kota Tegal.*® Kodim 0733 BS
Semarang menyita puluhan barang berlogo palu arit yang di-
perjualbelikan di Pasar Klitikan di Kawasan Kota Lama Sema-
rang, Jawa Tengah.*”Di Lampung seorang pemuda diamankan
Korem 043/Gatam karena memakai kaos berlogo palu arit saat
konser musik.*

Selain itu aparat TNI juga beberapa kali melakukan peng-
gerebekan aktivitas ilegal. Anggota TNI dari satuan Kodim
0733 BS dan Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah pada Kamis
(19/3) sekitar menggerebek pabrik dan gudang pembuatan oli
palsu di Kawasan Tanjung Mas, Kota Semarang, Jawa Te-

85 Megapolitan.co, "Jelang HUT PKI, TNI Amankan Buku Ajaran Komunis,” http://
www.megapolitan.co/2016/05/04/jelang-hut-pki-tni-amankan-buku-ajaran-ko-
munis/, diakses pada 18 September 2018.

86 Farid Firdaus, "“Berbau Komunis, Kodim Tegal Amankan Puluhan Buku,” Koran
Sindo Edisi 12 Mei 2016, http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=1428&-
date=2016-05-12, diakses pada 19 September 2018.

87 Parwito, “TNI Sita Atribut Berlogo Palu Arit di Pasar Klitikan Semarang,” Merdeka.
com,https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-sita-atribut-berlogo-palu-arit-di-
pasar-klitikan-semarang.html., , diakses pada 19 September 2018.

88 AkhdiM.Pratama, “Penjual Kaus Metal Ada Lambang Palu Arit Ditangkap,” Tribun-
news.com, http://pontianak.tribunnews.com/2016/05/10/penjual-kaus-band-
metal-ada-lambang-palu-arit-ditangkap-tni?page=2, diakses pada 19 Septem-
ber 2018.
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ngah.*” Kodim 0830 menyita 13.000 ton pupuk impor dari PT
Multi Mas Cemindo (MMC) pada Rabu (11/3) karena diduga
melakukan penyalahgunaan izin.”® Kegiatan razia, penyitaan,
penggerebekan, dan penangkapan yang dilakukan merupakan
inisiatif aparat TNI sendiri. Hal tersebut tidak dapat dibenar-
kan karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya pe-
negakan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan kepoli-
sian.

Ketiadaan aturan perbantuan yang jelas juga dimanfaat-
kan oleh pemerintah di daerah untuk meminta bantuan TNI
untuk mengatasi persoalan yang sebenarnya bukan bagian dari
Tupoksi TNI. Misalnya Wali Kota Makassar Mohammad
Ramdhan Pomanto yang meminta bantuan Pangdam VII/
Wirabuana untuk menertibkan geng motor di kotanya.” Bah-
kan di Bandung Kodim 0618/BS Kota Bandung beserta Satpol
PP dan Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan penertiban
penderita gangguan kejiwaan.”>

89 Parwito, “TNI Gerebek Pusat Pembuatan Oli Palsu di Semarang,” Merdeka.com,
http://www.merdeka.com/peristiwa/tni-gerebek-pusat-pembuatan-oli-palsu-
di-semarang.html, diakses pada 19 September 2018.

90 Zainuddin, "Kodim 0830 Sita 13.000 Ton Pupuk Impor dari PT MNC,” Surya Sura-
baya Tribunnews, Tribunnews.comhttp://surabaya.tribunnews.com/2015/03/11/
kodim-0830-sita-13000-ton-pupuk-impor-dari-pt-mmc., diakses pada 19 Sep-
tember 2018.

91 Metrotvnews.com, "Walikota Gandeng TNI Amankan Makassar dari Geng Motor,”
http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/22/361596/wali-kota-gandeng-
tni-amankan-makassar-dari-geng-motor, diakses pada 21 September 2018.

92 JPNN, “TNI Ikut Razia Puluhan Orang Gila,” http://www.jpnn.com/news/tni-ikut-
razia-puluhan-orang-gila, diakses pada 21 September 2018.
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BAB 6

PROBLEMATIKA PERAN INTERNAL
MILITER DAN PENGATURAN IDEAL
TUGAS PERBANTUAN

DALAM perjalanannya peran internal militer mengalami pa-
sang surut. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlibatan
peran internal militer tersebut. Dalam kondisi tertentu peran
internal militer dapat berdampak pada ekses kekerasan dan pe-
langgaran HAM. Terkait hal itu bagian ini akan mengelaborasi
tentang problematika peran internal militer, faktor-faktor yang
mempengaruhi dan bagaimana pengaturan tugas perbantuan

militer di negara demokrasi.

6.1. DINAMIKA POLITIK DAN
PERAN INTERNAL MILITER

Keterlibatan militer dalam menangani masalah keamanan da-
lam negeri tidak terjadi dalam ruang kosong. Pelibatan militer
itu sangat dipengaruhi persepsi pemerintah atas ancaman yang
berkembang, kondisi sosial politik dan doktrin di dalam tubuh
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militer itu sendiri. Ketika pemerintah mempersepsikan an-
caman internal meningkat maka peran internal militer juga
mengalami penguatan. Sebaliknya, ketika persepsi pemerintah
terkait ancaman internal menurun, maka peran internal militer
berkurang.

Secara historis, gejolak politik di dalam negeri yang terjadi
pada masa Orde Lama yang ditandai dengan berbagai pem-
berontakan di beberapa wilayah Indonesia (PRRI/Permesta,
DII/TII, dll) berakibat pada penguatan peran internal militer
untuk menghadapi ancaman yang terjadi. Eksistensi militer
mendapatkan ruang yang besar dalam politik Indonesia di
masa orde lama akibat dari upaya negara untuk memperta-
hankan eksistensi wilayahnya paska kemerdekaan. Lahirnya
doktrin ‘jalan tengah’ Jenderal AH Nasution semakin mem-
perkokoh peran internal militer.

Di masa Orde Baru, peran internal militer semakin me-
nguat mengingat dominasi politik militer pada masa pemerin-
tahan Orde Baru yang begitu kuat. Dengan rezim politik yang
otoritarian, pemerintahan Orde Baru menjadikan militer se-
bagai alat kekuatan politik untuk menopang rezim kekuasaan-
nya. Apalagi, di masa tersebut, Doktrin Dwifungsi ABRI hadir
untuk memperkokoh keterlibatan militer tidak hanya pada
fungsi pertahanan tetapi juga fungsi-fungsi lainnya seperti
sosial, politik dan lain lain.

Alhasil berbagai peran internal militer bukan hanya ditu-
jukkan untuk menghadapi gejolak pemberontakan seperti pa-
da masa Orde Lama tetapi juga untuk menghadapi seluruh
permasalahan sosial kemasyarakatan. Di masa Orde Baru, mi-
liter terlibat dalam menghadapi berbagai protes sosial ma-
syarakat seperti menghadapi demonstrasi mahasiswa, buruh,
petani dan lainnya. Hal inilah yang berdampak pada terjadinya
kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di berbagai tempat
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seperti kasus penculikan aktivis mahasiswa 1997/1998, kasus
pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah, kasus Talang-
sari Lampung, Kasus Tanjung Priok dan lainnya.

Di era Reformasi, tuntutan agar militer kembali pada
fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara dan tuntutan
Doktrin Dwifungsi TNI dicabut telah membawa dampak pada
berkurangnya keterlibatan militer di dalam negeri. Presiden
Abdurrahman ‘Gus Dur’ Wahid mencabut status daerah ope-
rasi militer (DOM) di Papua dan Aceh yang berdampak pada
pengurangan peran internal militer di dua daerah tersebut. Pa-
dahal, sebelumnya di masa Orde Baru, operasi militer digelar
sangat masif di kedua provinsi ini seiring dengan diterapkan-
nya DOM.

Berkurangnya peran internal militer di awal reformasi
tidak bisa dilepaskan dari kuatnya gerakan masyarakat sipil
dalam mengawasi dan mendesak agar pemerintahan sipil me-
lakukan agenda reformasi sektor keamanan khususnya refor-
masi militer. Tuntutan berbagai elemen pro demokrasi agar
militer kembali pada hakikat dan fungsi dasarnya sebagai alat
pertahanan negara membawa dampak pada berkurangnya pe-
ran internal militer di awal reformasi. Walaupun dalam bebe-
rapa kasus keterlibatan militer masih terlihat di awal reformasi
seperti dalam menangani konflik Ambon karena diterapkanya
status darurat sipil di Ambon akibat konflik horizontal antar
masyarakat berbasis identitas.

Namun demikian, secara keseluruhan dinamika perubah-
an politik yang terjadi pada 1998 menjadi momentum dalam
politik Indonesia untuk menata kembali tentang peran militer
yang berakibat pada berkurangnya peran internal militer. Hal
itu ditandai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) yang mengeluarkan TAP MPR No VI dan VII Tahun
2000 untuk menegaskan tentang pemisahan peran dan struk-
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tur TN dan Polri. Berbagai regulasi bidang pertahanan kemu-
dian dibentuk seperti UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahan-
an Negara dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang se-
cara tegas menempatkan militer sebagai alat pertahanan ne-
gara.

Perjalanan di awal reformasi yang begitu baik di dalam
menata peran internal militer kembali mundur ke belakang
ketika pemerintahan Megawati menerapkan status darurat mi-
liter di Aceh. Proses perundingan damai yang sedang berjalan
dalam penyelesaian konflik di Aceh diabaikan dan pemerintah
memilih untuk kembali menggelar operasi militer di Aceh. Pa-
dahal, status DOM di Aceh belum lama dianulir Presiden Gus
Dur.

Dinamika kembalinya peran internal militer ini tidak bisa
dilepaskan dari kondisi politik ketika Gus Dur jatuh dari kursi
kepresidenan. Tekanan elit politik di DPR dan dukungan mi-
liter dalam menjatuhkan Gus Dur berdampak pada politik
kompromi pemerintahan Megawati. Tidak mengherankan apa-
bila tuntutan menggunakan pendekatan keamanan melalui
operasi militer di Aceh kembali diterapkan pada rezim ini.

Politik yang pragmatis dan kompromistis seringkali mem-
beri pengaruh besar terhadap penerapan pola pendekatan kea-
manan yang berlebih seperti operasi militer di Aceh dan mene-
gasikan pola pola pendekatan lain yang persuasif seperti me-
lalui jalan dialog. Pada titik ini, realitas kontestasi politik ke-
kuasaan sangat memberi pengaruh besar pada naik turunnya
pelibatan militer di dalam negeri. Kontrol sipil yang demokra-
tik akhirnya sulit dilakukan karena elit politik sipil bersikap
permisif terhadap pilihan-pilihan pendekatan keamanan.

Dalam kelanjutannya, karena situasi pasca tsunami di
Aceh yang begitu parah, akhirnya penyelesaian konflik Aceh
kembali ke jalan perundingan dan menghasilkan kesepakatan
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damai di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski
demikian, di era pemerintahan Yudhoyono, keterlibatan mi-
liter di dalam negeri juga diakomodasi melalui berbagai aturan
dan MoU seperti pembentukan Inpres No. 2 Tahun 2013 ten-
tang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, penge-
sahan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial serta sejumlah nota kesepahaman yang memberi ruang
meningkatnya peran internal militer.

Padahal, sejak TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000, se-
harusnya pemerintah membuat regulasi khusus yang mengatur
tugas perbantuan militer. Sayangnya, hingga kini aturan terse-
but juga belum terbentuk. Pembentukan undang-undang ten-
tang Tugas Perbantuan menjadi penting sebagai dasar aturan
main dalam situasi apa dan dalam kondisi apa militer dilibat-
kan dalam menangani masalah keamanan dalam negeri beri-
kut mekanisme pelibatannya. Justru yang lahir dalam masa
reformasi ini adalah aturan-aturan yang sifatnya parsial dalam
mengatur pelibatan peran internal militer.

Di era pemerintahan Joko Widodo, pelibatan peran inter-
nal militer semakin menguat. Hal itu ditandai dengan semakin
banyaknya nota kesepahaman antara TNI dengan berbagai in-
stansi sipil yang ditandatangani, penempatan perwira aktif
dalam jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI serta revisi UU
Anti Terorisme. Penguatan peran internal militer di era Jokowi
tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial politik yang berkem-
bang.

Isu komunisme dan masalah radikalisme serta terorisme
telah menempatkan pemerintahan Jokowi menggandeng insti-
tusi pertahanan dan keamanan. Aksi 212 dan Aksi 411 pada
saat Pilkada Jakarta telah menyebabkan kemunduran besar
politik Jokowi yang berdampak pada sektor pertahanan dan
keamanan. Politik kompromistis dan pragmatis diterapkan
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Jokowi demi mempertahankan kekuasaannya.

Pembentukan berbagai MoU di era Pemerintahan Yu-
dhoyono dan Jokowi sesungguhnya bertentangan dengan UU
TNI. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UU TNI, pelibatan
militer dalam operasi militer selain perang hanya bisa dilaku-
kan melalui keputusan politik negara bukan melalui MoU. Di
sisi lain, peran pengawasan parlemen terlihat tidak berfungsi di
dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut. Parlemen, da-
lam hal ini Komisi 1 tidak menjalankan tugasnya untuk meng-
koreksi kebijakan yang keliru terkait dengan berbagai MoU
tersebut.

Di sisi lain, tekanan kelompok masyarakat sipil melemah
berbeda dengan situasi gerakan masyarakat sipil pada masa
awal reformasi. Kondisi inilah yang berdampak pada menguat-
nya peran internal militer di era Jokowi. Ukuran dan meka-
nisme tugas perbantuan militer termasuk dalam situasi dan
kondisi apa militer dapat dilibatkan tidak jelas. Justru yang
terjadi, praktik tugas perbantuan militer menyalahi undang-
undang yang ada.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, sepanjang per-
sepsi ancaman yang dibangun terus melihat ke dalam maka
sepanjang itu pula keterlibatan peran internal militer akan
menguat dan bahkan mungkin bisa juga masuk dalam wilayah
politik. Sebaliknya, sepanjang persepsi ancaman ke dalam ber-

kurang maka peran internal militer juga berkurang.

6.2. PROBLEMATIKA TUGAS PERBANTUAN MILITER

Praktik tugas perbantuan militer yang terjadi di masa Refor-
masi menyisakan berbagai persoalan. Praktik perbantuan itu
seringkali dilakukan secara berlebihan, tidak sejalan dengan
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UU dan keluar dari tugas pokoknya. Beberapa hal yang ter-
identifikasi menjadi problematika tugas perbantuan militer:

Pertama, praktik perbantuan militer terkadang menyalahi
aturan sebagaimana diatur dalam UU TNI sendiri. Dimana
pelibatan militer dalam OMSP banyak yang tidak melalui ke-
putusan politik negara tetapi melalui MoU dan aturan parsial
lainnya. Padahal menurut Pasal 7 Ayat (3) UU TNI pelibatan
militer dalam OMSP harus melalui keputusan politik negara.

Kedua, otoritas sipil membiarkan praktik tugas perbantu-
an dalam kerangka OMSP yang menyalahi aturan seperti ka-
sus Mou TNI dan kasus lainnya. Di sini pengawasan parlemen
dan pemerintah lemah.

Ketiga, perbantuan militer juga kadangkala masuk terlalu
jauh dan tidak sesuai fungsinya sehingga kadang TNI men-
jalankan fungsi penegakan hukum dengan melakukan penang-
kapan dan razia. Hal itu terlihat dari kasus penangkapan para
distributor dan pemilik pupuk yang tidak sesuai aturan dalam
kerangka program ketahanan pangan dan razia buku-buku
yang dianggap komunis.

Keempat, perbantuan militer yang parsial menimbulkan
ketidaktaan dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran.
Dalam beberapa kasus anggaran daerah juga digunakan untuk
mendukung pelibatan militer dalam menjaga keamanan di
daerah, sebagaimana terjadi di Jakarta dalam kasus pelibatan
TNI dalam penggusuran tahun 2016. Padahal menurut UU
TNI anggaran untuk TNTharus melalui APBN.

Kelima, pemerintah sipil di daerah terkadang menarik mi-
liter untuk menjaga keamanan di daerah seperti kasus di Ma-
kassar di mana TNI terlibat menertibkan geng motor dan di
Bandung dalam penertiban penderita gangguan jiwa. Di pusat,
Kementerian dan Lembaga Pemerintah juga terkadang mena-
rik militer untuk mensukseskan program pemerintah seperti
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kementerian pertanian dalam program ketahanan pangan. Pa-
dahal hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) UU TNI, di
mana dalam OMSP harus melalui keputusan politik negara.

Keenam, perbantuan militer dalam kerangka menjaga Pil-
kada terkadang dapat berpotensi menarik militer untuk terlibat
dalam kegiatan politik praktis itu sendiri seperti dalam kasus
Pilkada Kepulauan Riau tahun 2015.

Ketujuh, perbantuan militer dalam operasi civic mission
untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam se-
lama ini dalam derajat tertentu memang dibutuhkan seperti
dalam kasus jatuhnnya pesawat AirAsia. Hanya saja diperlu-
kan koordinasi dengan lembaga yang menangani itu seperti
SAR. Selain itu, juga perlu dipikirkan bagaimana pengang-
garan operasi tersebut. Pada titik ini penting bagi pemerintah
untuk membuat pengaturan yang komprehensif tentang tugas
perbantuan sehingga jelas operasi yang akan dilakukan dalam
hal dukungan anggaran, pasukan yang dikerahkan dan lain-
nya.

Kedelapan, kapasitas penegak hukum dalam menjalankan
fungsi Kamtibmas dalam hal ini Kepolisian perlu ditingkat
fungsinya secara lebih efektif sehingga persoalan kamtibmas
yang ada bisa ditangani secara cepat dan akurat sehingga tidak
perlu terlalu dini Pemda atau otoritas sipil melibatkan perban-
tuan militer. Perbantuan militer adalah pilihan terakhir (last
resort) ketika kapasitas sipil tidak bisa lagi menangani ancaman
yang terjadi.

Kesembilan, kapasitas sipil harus memahami isu pertahan-
an dan keamanan sehingga memiliki dasar pijakan yang kuat
di dalam melakukan kontrol demokratis terhadap institusi mi-
liter. Sehingga kebijakan dan pengawasan yang dilakukan bisa
berjalan efektif dan sesuai undang-undang.
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Kesepuluh, sejak TAP MPR No. 6 dan 7 Tahun 2000, UU
TNI dan UU Polri dibuat, hingga sekarang pemerintah belum
membentuk undang-undang perbantuan. Padahal, hal itu me-
rupakan mandat TAP MPR, UU TNI dan UU Polri. Yang ada
malah aturan-aturan yang sifatnya parsial dalam melibatkan
TNI untuk operasi selain perang dalam kerangka tugas per-
bantuan TNI seperit MoU TNI, Inpres Kamdagri, dll. Pem-
bentukan UU tentang tugas perbantuan militer yang kompre-
hensif menjadi penting dibuat oleh Pemerintah dan DPR demi
kepastian hukum yang lebih jelas. Namun demikian, aturan itu
harus dibuat sesuai dengan tata nilai demokrasi dan jangan
sampai pengaturannya dibuat dengan tidak benar yang justru
dapat menjadi dasar militer untuk masuk secara lebih jauh dan
berlebihan ke ranah sipil.

6.3. PENGATURAN IDEAL
TUGAS PERBANTUAN MILITER

Peran internal militer memang ibarat pedang bermata dua.
Pada satu sisi, hal ini dimungkinkan apabila terjadi kondisi di
dalam negeri yang tidak dapat dihadapi oleh institusi sipil dan
kapabilitas yang dimiliki militer dapat mendukung institusi
sipil tersebut. Namun di sisi lain, pelibatan yang tidak tepat
secara konteks, tujuan, waktu, dan lain sebagainya justru dapat
membuka ruang bagi pelanggaran HAM, intervensi militer ke
ranah sipil, hingga mengancam kehidupan demokrasi di suatu
negara.

Penting untuk dipahami bahwa pengaturan peran internal
militer pada negara-negara post-authoritarian—yang memiliki
sejarah penindasan (oppression) oleh militer, pelanggaran
HAM, dan penggunaan kekuatan militer secara berlebihan
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(excessive use of force), perlu dilakukan dengan lebih hati-hati
dengan memperhatikan keterlibatan publik /pengawasan, kon-
teks pelibatan, dan juga perlu ditempatkan dalam payung re-
formasi sektor keamanan (RSK).!

Pada dasarnya, konsep RSK dapat dipahami sebagai trans-
formasi sistem keamanan yang mencakup pengaturan terha-
dap peran, tanggung jawab serta tindakan seluruh aktor ke-
amanan. RSK menekankan bahwa seluruh hal tersebut perlu
diatur ke dalam suatu sistem yang beriringan dengan prinsip-
prinsip demokratis dan pemerintahan yang baik (good gover-
nance) agar kerangka sistem keamanan pada sebuah negara
dapat berjalan dengan baik.” Sehingga keberadaan payung
RSK bagi pelibatan militer ini utamanya berfungsi tidak hanya
untuk memastikan pelibatan militer dilakukan secara efektif
dan efisien, tetapi juga dilakukan secara transparan dan akun-
tabel—dengan memegang prinsip pemerintahan yang baik
(good governance), norma-norma demokrasi, penegakan hu-
kum (rule of law), dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Penting untuk diantisipasi bahwa militer di setiap negara
memiliki karakter masing-masing. Pada negara-negara post-
authoritarian, potensi munculnya dampak negatif dari peli-
batan militer ke ranah sipil (peran internal) lebih besar daripa-
da negara-negara yang tidak memiliki sejarah sistem pemerin-
tahan otoriter. Pengaturan pelibatan militer yang tidak jeli
pada akhirnya dapat berdampak kepada melemahnya kontrol
sipil terhadap militer, intervensi militer ke ranah sipil, mence-
derai sistem penegakan hukum, hingga mengurangi kesiapan
militer sendiri dalam mengemban tugas utamanya—yaitu un-

tuk menghadapi peperangan.

1 Hadiwinata, "Dasar Hukum dan Praktik Terbaik,” hlm. 132-133.
2 OECD, "Security System Reform,” him. 20.
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Oleh karena itu, Albrecht Schnabel and Marc Krupanski
menyarankan peran internal militer hanya perlu didukung apa-
bila sudah terpenuhi kondisi seperti: kejelasan kebijakan dan
strategi pertahanan (national security policies and strategies);
keberlangsungan program RSK yang sudah berjalan dengan
baik; bahkan dalam kondisi negara yang baru mengalami kon-
flik, setelah program DDR (disarmament, demobilization, and
reintegration) berhasil dilakukan. Apabila tidak terpenuhi, ma-
ka sebaiknya mekanisme pelibatan peran internal tidak perlu
dimungkinkan.?

Sebagaimana pertimbangan konsep peran militer dalam
urusan internal yang telah dibahas sebelumnya, terdapat be-
berapa pokok penting yang perlu dijadikan guidelines dalam
pengaturan perbantuan militer kepada Pemerintah, khususnya

dalam persoalan peran internal militer:
1. Keputusan Politik Otoritas Sipil

Perbantuan militer harus berdasarkan keputusan otoritas sipil.
Perbantuan dari militer ini perlu mendapatkan legitimasi ter-
lebih dahulu dari otoritas sipil yang bertanggung jawab.* Legi-
timasi yang dimaksudkan perlu dilakukan berdasarkan pro-
sedur kebijakan yang berlaku, dan terejawantahkan ke dalam
kebijakan formal—tidak hanya berdasarkan pernyataan otori-
tas sipil saja. Selain menjaga prinsip civil supremacy pada negara
demokrasi, hal ini juga perlu dilakukan untuk memastikan
bahwa setiap tindakan dan konsekuensi yang muncul dari peli-
batan militer dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,
baik dalam taraf kebijakan maupun operasional.

3 Schnabel dan Krupanski, “Evolving Internal Roles,” him. 132-133.
4 Otoritas sipil yang dimaksud biasanya mengacu kepada keputusan dari Presiden.
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2. Pilihan Terakhir

Perbantuan militer hendaknya dilakukan sebagai pilihan ter-
akhir (last resort) ketika kapasistas sipil sudah tidak lagi mam-
pu menangani ancaman yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan
untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer
yang berlebihan dalam menghadapi situasi tertentu. Apabila
situasi masih dapat ditangani dari perbantuan institusi sipil
lainnya, maka perbantuan militer tidak diperlukan—menim-
bang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari peli-

batan militer.
3. Sifatnya Sementara

Keterlibatan militer sifatnya sementara dan terbatas oleh kon-
teks dan waktu tertentu. Keterlibatan militer dalam tugas per-
bantuan sifatnya tidak bisa dilakukan secara permanen. Oleh
karena sifat pelibatan militer hanya di dalam situasi sementara,
maka di dalam setiap keputusan politik perlu ditetapkan ba-
tasan waktu dan konteks —paling tidak sampai institusi sipil
yang bertanggung jawab dapat kembali secara efektif mena-
ngani kondisi tersebut.

4. Supporting Role

Tujuan pelaksanaan perbantuan militer juga perlu diletakkan
sebagai upaya untuk menguatkan institusi sipil yang bertang-
gung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa militer tidak ber-
peran sebagai leading role, namun hanya sebatas supporting role
terhadap institusi sipil yang memerlukan bantuan.
Perbantuan yang dilakukan oleh militer juga perlu dile-
takkan dalam konteks comparative advantage dari kapabilitas
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yang dimiliki oleh militer. Namun hal ini bukan berarti peme-
rintah perlu mempersiapkan kapabilitas militer (perekrutan,
pelatihan, dIl.) untuk tugas-tugas di luar perang. Pengemban-
gan kapabilitas militer tetap perlu dipersiapkan untuk me-
ngemban tugas utamanya, yaitu menghadapi perang. Apabila
tidak, maka hal ini dapat menyalahi raison d’etre militer, se-
bagaimana yang telah dinyatakan oleh Huntington.

S. Tujuan Pelibatan yang Jelas

Tujuan pelibatan perlu terdefinisikan dengan jelas, pasti dan
terukur. Penting untuk disadari bahwa tujuan tugas perbantu-
an militer tidak sesederhana memenangkan peperangan, ter-
lebih doktrin militer adalah kill or to be killed—yang sangat
war-oriented. Oleh karena sifatnya yang bukan perang, maka
perbantuan militer sangat bergantung dan sensitif terhadap
pertimbangan politik (baca: penilaian situasi dari otoritas si-
pil). Dalam hal ini, militer perlu memahami tujuan dari pelak-
sanaan tugas perbantuan dengan jelas dan dampak yang mung-
kin ditimbulkan apabila terdapat tindakatan yang tidak tepat/
tidak pantas. Perubahan pada tujuan tugas perbantuan yang
membutuhkan perubahan dalam operasi militer perlu dapat
diantisipasi dan dilaksanakan dengan baik.’ Karena itu, aspek
gap kapabilitas militer-misi tugas perbantuan serta target yang
ingin dicapai sepatutnya diperhitungkan dengan cermat.

6. Akuntabilitas Hukum

Pelibatan militer dalam tugas perbantuan untuk operasi militer
selain perang di dalam negeri harus jelas pertanggung jawaban

5 U.S. Joint Chiefs of Staff, “Joint Doctrine Military,” him. vii.
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hukumnya, mengingat perbantuan itu berhubungan langsung
dengan masyarakat. Oleh karena itu militer harus tunduk pada
sistem peradilan umum jika terlibat dalam kejahatan tindak
pidana umum. Hal ini merupakan konsekuensi atas azas persa-
maan di hadapan hukum (equality before the law) yang diakui
dalam konstitusi negara demokrasi yang berdasarkan negara
hukum.

Di beberapa negara lain seperti Kanada dan lainnya, ang-
gota militer yang dilibatkan dalam tugas perbantuan militer
tunduk pada peradilan umum/hukum pidana sipil jika terlibat
dalam tindak pidana umum.

7.Landasan Legal

Pengaturan tentang tugas perbantuan militer perlu dibuat da-
lam bentuk undang-undang. Mengingat banyaknya pertim-
bangan yang perlu dilakukan baik dalam taraf kebijakan mau-
pun operasional dalam setiap tugas perbantuan militer maka
penting bagi setiap negara untuk memiliki landasan legal. Hal
ini dapat dilakukan secara hirarkis, terkait prosedur pembuat-
an kebijakan hingga mekanisme pelibatan secara operasional.
Sekalipun perkembangan ancaman pasca-Perang Dingin telah
menjadikan batasan antara kepolisian dan militer menjadi ti-
dak jelas (blurred), peran dua institusi keamanan tersebut tidak
serta merta kabur. Greener-Barcham menegaskan menjaga pe-
misahan obyektivitas misi polisi dan militer tetap penting ka-
rena polisi tetap akan selalu berfokus pada pengembalian ke-
tertiban, kepatuhan hukum dan memperbaiki relasi sosial bu-
kan pada mengidentifikasi dan menghancurkan musuh.¢

6 BK Greener-Barcham, “Crossing the Green or Blue Line? Exploring the Military—
Police Divide,” Small Wars and Insurgencies, 18:1 (2007), htm. 107.
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Di banyak negara, keberadaan Rules of Engagement (RoE)
dan prinsip-prinsip pelibatan militer menjadi kunci utama. Ke-
beradaan landasan legal ini penting untuk dipahami tidak ha-
nya sebagai upaya untuk mencegah munculnya dampak negatif
dari pelibatan militer, tetapi untuk menjaga raison d’etre dari
militer itu sendiri. Secara tradisional, militer dibentuk untuk
menghadapi ancaman dari eksternal.” Karena itu, kepatuhan
terhadap aturan main menjadi penting untuk menghindari
adanya kehancuran kolateral (collateral damage) akibat dari
penggunaan militer dalam urusan domestik. Hal ini dikare-
nakan militer lebih terbiasa menggunakan kekuatan tempur
maksimum untuk menghancurkan musuh.®

Dalam konteks ini, ketentuan jenis operasi itu sendiri ser-
ta tugas apa yang diberikan kepada militer dalam rangka tugas
perbantuan harus diatur secara jelas. Hal ini pentung guna
menghindari terjadinya pelanggaran HAM maupun jatuhnya
korban sipil dalam konteks OMSP. Korban sipil dapat dihin-
dari atau diminimalisir jika operasi di mana militer dilibatkan
memiliki karakteristik sebagaimana militer dilatih sejak awal,
dan/atau tugas yang diberikan kepada militer dalam operasi
tersebut hanya terbatas pada tugas-tugas yang memang sesuai
dengan latihan dan pendidikan militer itu sendiri.” Dalam ke-
rangka ini, penggunaan militer tetap harus selalu dibatasi; mi-
liter hanya dapat dilibatkan untuk mengatasi ancaman serius
yang memang membutuhkan penanganan dengan kekuatan
militer serta hanya bisa dilibatkan dalam periode waktu ter-
tentu (limited period of time).°

7 Greener-Barcham, “Crossing the Green,” him. 92.

8 David Pion-Berlin, “The military and internal security operations in Latin Ameri-
ca,” Revista Politica y Estrategia No. 130 (2017), him. 103-4.

9 David Pion-Berlin, Military Use in Public Security Operations, Revista Del Instituto
De Ciencias Juridicas de Puebla (2019), him. 20.

10 Muhamad Haripin, Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Ope-
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Selain itu, ketentuan yang mengatur tugas perbantuan mi-
liter juga harus memuat aturan atau prinsip-prinsip yang ber-
peran sebagai pelindung (safeguards) untuk menghindari ter-
jadinya pelanggaran HAM dan jatuhnya korban sipil dalam
OMSP. Pelibatan militer dalam mengatasi ancaman selain pe-
rang memiliki potensi besar terjadinya kekerasan terhadap
masyarakat sipil, karena pertimbangan keamanan seringkali
ditempatkan di atas perlindungan individu. Hal ini menyebab-
kan negara acap kali menegasikan perlindungan individu atas
nama keamanan nasional atau dengan dalih ancaman atau
bahaya yang lebih besar bagi bangsa."" Bahkan, banyak kritikus
yang berpendapat bahwa pelanggaran HAM menjadi suatu
kenisyacaan ketika militer dilibatkan dalam ranah penegakan
hukum.'> Untuk menghindari hal tersebut, terdapat aturan
atau prinsip-prinsip yang berperan sebagai safeguards untuk
menghindari terjadinya pelanggaran HAM serta jatuhnya kor-
ban sipil, terutama dalam operasi keamanan yang dilakukan di
daerah berpenduduk padat, dan telah disepakati dalam hukum
internasional.”® Aturan atau prinsip-prinsip tersebut, yaitu:'*

1. Necessity atau Keharusan, yang berarti bahwa memang
tidak ada solusi lain selain menggunakan kekuatan militer
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelibatan militer

benar-benar menjadi jalan terakhir atau last resort;

rations Other Than War (New York: Routledge, 2020), him. 8.

11 lbid.

12 David Pion-Berlin and Miguel Carreras, “Armed Forces, Police and Crime-fight-
ing in Latin America,” Journal of Politics in Latin America, vol. 3, hlm. 9.

13 The UN Code of Conduct for Law Enforcement, General Assembly Resolution 34/169,
17 Desember 1979.

14 David Pion-Berlin, The Military and Internal Security Operations, Academia Nacio-
nal de Estudios Politicos y Estratégicos (2017), him. 113-114.
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2. Rationality. Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan
non-kekerasan lainnya telah digunakan namun tanpa ke-
berhasilan, yang kemudian mengarah pada kesimpulan
bahwa pelibatan militer memang diperlukan. Hal ini teru-
tama sulit dilakukan oleh militer karena militer terbiasa
menggunakan kekuatan yang mematikan (lethal force)
sejak awal. Jika militer harus mengeksplorasi terlebih da-
hulu opsi-opsi lain yang non-kekerasan seperti layaknya
polisi, maka militer membutuhkan pemrograman ulang;

3. Proportionality. Artinya, level serta intensitas kekuatan
militer yang digunakan harus sebanding atau proporsio-
nal dengan ancaman yang dihadapi, dan tidak boleh lebih
dariitu. Prinsip proporsionalitas sulit untuk dipraktikkan
oleh militer yang memang dididik dan dilatih untuk
menggunakan kekuatan maksimum (maximum force) da-
lam menjalankan tugas-tugasnya;

4. Distinction atau Pembedaan (disebut juga prinsip diskri-
minasi), yang berarti bawah musuh atau target harus se-
belumnya dapat diidentifikasi dengan jelas serta dipisah-
kan dari warga sipil. Target harus dipisahkan dari po-
pulasi masyarakat sipil di sekitarnya untuk menghindari
jatuhnya korban sipil. Kekuatan (force) hanya diarahkan
kepada target untuk menghindari collateral damage;

S. Legality. Artinya, keputusan untuk menggunakan militer
dalam membantu mengatasi ancaman keamanan negara
selain perang harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Lebih lanjut, aturan pelibatan militer untuk kepentingan
selain perang di beberapa negara seperti Bolivia juga me-
wajibkan adanya instruksi langsung dari Presiden dalam

bentuk tertulis dan rinci.'®

15 David Pion-Berlin, The Military and Internal Security Operations, Academia Nacio-
nal de Estudios Politicos y Estratégicos (2017), him. 115.
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Akan tetapi, aspek terpenting yang harus dimuat dalam
pengaturan ini adalah pentingnya perlindungan terhadap indi-
vidu (individual security) dalam upaya mengatasi ancaman ter-
hadap keamanan negara. Sebagai contoh, keamanan dalam
negeri (internal security) sendiri diartikan sebagai “Keamanan
di dalam wilayah negara, yang terkait dengan pelaksanaan hak
individu seseorang, nyawa dan barang-barang miliknya, de-
ngan menjunjung tinggi supremasi hukum”.'* Dengan begitu
terlihat penekanan terhadap pentingnya menjaga perlindungan
atas hak asasi seseorang dalam upaya penegakan hukum dan
menjaga keamanan. Hal ini sejalan dengan perspektif Persatu-
an Bangsa-Bangsa (PBB) yang menilai bahwa tujuan utama
dari kebijakan keamanan adalah perlindungan terhadap in-
dividu itu sendiri.'” Dengan demikian, perlindungan terha-
dap HAM sebenarnya adalah suatu keniscayaan dalam upaya
mengatasi ancaman terhadap keamanan negara, baik oleh ke-

polisian maupun militer.

16 José M. Ugarte, Los conceptos juridicos y politicos de la seguridad y la defensa.
Buenos Aires: Editorial Plus Ultra (2003), hlm. 6.

17 Neil MacFarlane dan Yuen Foong Khong, Human Security and the UN: A Critical
History (Bloomington: Indiana University Press, 2006), him. 164-210.
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Para pendiri berbagi concern yang sama: kekuasaan negara
dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan
kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya,
lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi
dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan

kecenderungan melemah.

VISIDAN MISI
IMPARSIAL diambil dan kata impartiality: pandangan yang
memuliakan kesetaraan hak setiap individu—dalam keberagaman
latarnya—terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap
mereka yang kurang beruntung (the less fortunate). Kami
menerjemahkan impartiality sebagai mandat untuk membela setiap

korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-



usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan
politik dan agamanya.

Visi Imparsial adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil
Indonesia dalam mempromosikan civil liberties, memperjuangkan
fundamental freedom, melawan diskriminasi, mengupayakan
keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban.

Misi Imparsial adalah: pertama, memonitor dan menyelidiki
pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada
publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut
pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk
melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang
jahat.

Kedua, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan
menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang
kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi
manusia.

Ketiga, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi
perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan
perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi
implementasinya.

Imparsial bersifat independen dari pemegang kekuasaan negara
yang diawasinya, non-partisan, dan mendapatkan dana bagi
aktivitasnya dari sumber-sumber yang tidak mengikat, serta

sumbangan dari warga masyarakat dan iuran anggota.

TUJUAN
Menjadi wadah bagi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong
terselenggaranya praktik dan kebijakan publik yang bersesuaian

dengan norma hak-hak asasi manusia internasional.



KEKHASAN
Kekhasan Imparsial terletak pada program lembaga ini yang
mengintegrasikan alternative human rights policy, penyusunan
standar pelaporan yang dapat memenuhi keperluan legal remedy dan
pembentukan sistem perlindungan bagi para pekerja hak-hak asasi

manusia.

CIRIKERJA
Dalam kerja-kerjanya, Imparsial memerhatikan keterkaitan antara
partisipasi dari para pekerja hak-hak asasi manusia pada tingkat
lokal, nasional dan internasional dengan upaya mendorong
perubahan public policy dalam bidang hak-hak asasi manusia pada
tingkat nasional dengan didukung oleh riset dan dokumentasi yang

berdisiplin.

PROGRAMIMPARSIAL
Dalam beberapa tahun ke depan, Imparsial telah menetapkan tiga

sub program besar yang akan dijalankan.

A. Riset dan Monitoring HAM

Output monitoring akan tampil, terutama dalam produk urgent
action call, yakni suatu seruan kepada publik untuk memberikan
perhatian yang segera terhadap kasus pelanggaran hak-hak asasi
manusia yang sedang berlangsung. Selanjutnya tim riset dan
monitoring akan menghasilkan Annual Human Rights Report, sistem
dokumentasi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi
manusia dengan basis Huridocs, dan kampanye Hak Asasi Manusia.

Sasaran program ini adalah masyakat internasional serta publik
domestik yang luas. Strategi yang digunakan adalah kampanye dan

inseminasi.



B. Perlindungan Pekerja Hak Asasi Manusia

dan Peningkatan Kapasitasnya
Perlindungan terhadap para pekerja hak-hak asasi manusia adalah
program yang menjadi ciri khas Imparsial. Fokus program ini
adalah membangun sistem perlindungan bagi para pekerja hak asasi
manusia (human rights defender) di Indonesia dan usaha sistematik
untuk meningkatkan kapasitas mereka agar dapat melakukan
pekerjaannya dengan lebih baik.

Adapun peningkatan kapasitas para pekerja hak-hak asasi
manusia menunjuk secara spesifik pada training-training yang
diselenggarakan untuk memberi atau meningkatkan pengetahuan
serta kemampuan teknis para pekerja hak asasi manusia dalam hal
investigasi, dokumentasi, archiving hingga penyusunan laporan
kasus-kasus pelanggaran hak- hak asasi manusia yang memenuhi

syarat bagi kepentingan legal remedy.

C. Kritik terhadap Kebijakan Negara dengan Perspektif HAM
Konsep kritik dengan perspektif HAM dikemas dalam sebuah
briefing paper yang berisi analisis, kiritik, dan rekomendasi terhadap
produk kebijakan negara. Fokus program ini adalah menyediakan
analisis HAM yang komprehensif terhadap kebijakan negara dalarn
masa transisi politik Indonesia.

Output dari program ini adalah: briefing paper yang disebarkan
kepada pemerintah, DPR, dan NGO HAM, penerbitan buku dan
artikel dengan menggunakan analisis berperspektif HAM, lobi ke
pemerintah dan parlemen, pengorganisiran seminar, FGD (focus
group discussion), dan lokakarya menyangkut kebijakan alternatif

negara dengan perspektif HAM.
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PROSES reformasi sektor keamanan yang sudah berjalan sejak
reformasi politik 1998 telah menghasilkan beberapa tetapan dan
capaian positif baik pada level regulasi, institusi maupun
perubahan peran dan fungsi aktor-aktor keamanan. Salah
satunya terlihat dari pemisahan peran dan struktur TNl dengan
Polri yang selanjutnya diatur secara tegas dalam UU No. 3 tahun
2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan UU No. 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Namun demikian, proses reformasi sektor keamanan yang telah
bergulir sejak 1998 tersebut masih menyisakan beberapa
agenda yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah terkait
dengan masalah tugas militer dalam operasi militer selain
perang (OMSP). Hingga saat ini pemerintah urung mengatur
tugas perbantuan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh
TAP MPR-RI No. VIl tahun 2000 dan UU No. 34 tahun 2004
tentang TNI. Di tengah kekosongan aturan tentang tugas
perbantuan itu, justru muncul beberapa aturan yang bersifat
parsial yang meligitimasi peran militer dalam operasi militer
selain perang (OMSP) yang bertentangan dengan prinsip negara
demokrasi, supremasi sipil, negara hukum dan hak asasi
manusia.

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran
komprehensif mengenai praktik tugas perbantuan militer di
Indonesia dan perbandingan pengaturannya di sejumlah negara
lain. Selain untuk memperkaya literatur mengenai tugas
perbantuan militer di Indonesia, penelitian ini juga bermaksud
memberikan pertimbangan kepada pemerintah, DPR, dan
berbagai pihak terkait dalam merumuskan aturan tentang tugas
perbantuan militer di Indonesia.
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